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PENGANTAR PENERBIT 


Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh 


Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah 
Swt akhirnya Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU dibantu dengan 
segenap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan buku ha- 
sil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar 
(Konbes) Nahdlatul Ulama pada akhir 15-17 September 2012. Teri- 
makasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang membantu 
penerbitan buku ini. 


Buku hasil Munas Alim Ulama dan Mubes NU memiliki dua 
nilai penting, Pertama dari sisi konten, buku ini memberikan banyak 
informasi penting tentang hasil Bahtsul Masail yang berhubungan 
dengan masalah-masalah terkini mengenai hukum pajak, hukum 
koruptor, dan juga review beberapa Undang-undang. Hal ini sangat 
penting bagi masyarakat Nahdliyyin yang terbiasa menjawab se- 
gala persoalan berdasar pada nash dan gaul ulama. Sementara bagi 
Nahdliyyin yang berada dalam kepengurusan struktural baik lem- 
baga, lajnah dan badan otonom NU diberbagai tingkatan (Wilayah, 
Cabang, Majlis Wakil Cabang, Ranting dan Anak Ranting) buku ini 
memiliki nilai lebih karena di dalamnya termuat Peraturan Organi- 
sasi dan Pedoman Administrasi yang telah disahkan dalam Konbes 
NU. 
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Kedua dari sisi keorganisasian, penerbitan buku ini dapat 
dinilai sebagai upaya penguatan organisasi. Artinya, buku ini dapat 
diposisikan sebagai media sosialisasi dan saling bersilturrahim antar 
pengurus maupun antara pengurus dengan jama'ah. Karena tidak 
semua jama'ah dapat mengakses dan memahami konten buku ini. 


Akhirul kalam, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU sebagai lem- 
baga yang berkonsentrasi dalam dokumentasi dan penyebaran in- 
formasi hanya bisa menyajikan materi hasil Munas Alim Ulama dan 
Mobes NU, semoga bermanfaat bagi semua. Amin. 


Wabillahit Taufig wal Hidayah 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Jakarta, 15 Maret 2015 
Ketua LTN-PBNU 


H. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 


PIDATO IFTITAH 


PIDATO IFTITAH RAIS AAM 
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 


PADA MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
DAN KONFERENSI BESAR NU 
DI PESANTREN KEMPEK CIREBON 
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2012 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله 
إلا الله وده له شريك له املق الق المبين, وأشهد أن ا غيدة. ورسوله 
صادق الوعد الأمين, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خاتم النبيين, 
المبعوث رحمة للعالمين, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا SE‏ وعلى آله وصحبه ومن 
سار على تمجه واهتدى ديه إلى يوم الدين. أما بعد. 


٠ Yang kami muliakan para alim ulama, habaib dan masyayikh pa- 
nutan umat 

٠ Yang kami hormati peserta Munas dan Konbes NU yang datang 
dari berbagai penjuru tanah air. 
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٠ Yang kami hormati sahabat-sahabat insan pers baik dari media 
cetak maupun media elektronik. 
٠ Para hadirin dan hadirat yang berbahagia 


Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syu- 
kur ke hadirat Allah Swt atas perkenan dan ri-dla-Nya, yang telah 
memungkinkan kita untuk bertemu dalam forum yang mulia ini, 
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon Jawa Barat. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita, Nabi 
besar Muhammad Saw, Nabi penebar rahmat untuk semesta alam. 


Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 


Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ula- 
ma merupakan agenda organisasi yang diamanatkan oleh Ang- 
garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Musyawarah Nasional 
merupakan forum permusyawaratan para alim ulama NU, baik 
yang duduk dalam struktur kepengurusan maupun berkedudukan 
sebagai ulama NU non-struktural. Forum ini dimaksudkan untuk 
membahas berbagai perkembangan masalah keagamaan dan ke- 
bangsaan yang terjadi pasca muktamar NU yang ke-32 di Makassar. 
Sedangkan Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan 
para pelaksana organisasi NU (tanfidziyah) guna mengevaluasi per- 
jalanan organisasi dalam periode yang sama, guna melangkah un- 
tuk waktu-waktu berikutnya. 


Dengan demikian, Munas dan Konbes NU tidak saja berku- 
tat membicarakan persoalan internal organi-sasi Nahdlatul Ulama, 
melainkan lebih dari itu membahas persoalan bangsa dan negara, di 
mana NU merupakan salah satu bagiannya yang penting. 


Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 


Dalam kaitannya dengan masalah internal organisasi, Munas 
dan Konbes NU merasa wajib untuk melakukan evaluasi diri (mu- 
hasabah) terkait dengan keberadaannya sebagai organisasi sosial 
keagamaan (jam'iyyah diniyyah ijtima 'iyyah) yang mengusung pa- 
ham keagamaan ahlussunnah wal jama ah (Aswaja). NU sangat me- 
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nyadari bahwa puluhan bahkan ratusan juta penganut paham Aswa- 
ja di Indonesia masih selalu membutuhkan bimbingan dan arahan 
dari para ulama. Di sinilah kita layak mempertanyakan, sejauh mana 
NU melalui para pemimpin dan tokohnya telah melakukan tugas 
bimbingan dan pengarahan (irsyad wa tawjih) terhadap umat yang 
haus akan bimbingan itu. Begitu pula peran NU dalam bidang sosial 
kemasyarakatan perlu terus menerus dipertanyakan. Kerja sosial NU 
dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaaan dan 
yang semacamnya harus selalu ditingkatkan. De-ngan cara seperti 
itulah, warga dan umat bisa merasakan manfaat dari keberadaan 
Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi. Jangan sampai terjadi 
bahwa warga NU dan umat serta bangsa justru merasa bahwa ada 
atau tiadanya NU sebagai sesuatu yang tidak penting, yang dalam 
bahasa santri terkenal dengan ungkapan 


leii 313 
Adanya NU sama saja dengan tiadanya. 
- “9 AH 3 a 
DS مِنْ‎ Mb نعود‎ 
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 


Adapun dalam kaitannya dengan masalah-masalah di luar 
NU, yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, 
NU merasa memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan pe- 
mikiran secara pro aktif demi tercapainya tujuan NKRI, yakni ma- 
syarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. NU 
menyadari bahwa kelangsungan hidup NKRI ini sangat bergantung 
kepada partisipasi segenap elemen bangsa di mana NU merupakan 
bagian yang tidak bisa diabaikan. Untuk itulah dalam Munas NU kali 
ini berbagai persoalan bangsa dikaji dalam perspektif keagamaan 
dan kebangsaan dalam rangka upaya mendekatkan realitas kehidu- 
pan berbangsa dan bernegara kepada tujuan proklamasi. 


Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 


Sebagaimana kita maklumi bersama, bangsa kita telah me- 
lalui tahapan sejarah yang telah mewarnai pa-sang surut kehidu- 
pannya; sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa orde 
lama, masa orde baru, dan era reformasi. Kita wajib mengakui bah- 
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wa kehidupan di era reformasi telah terbukti membawa kemajuan 
yang berarti. Kehidupan politik bangsa semakin demokratis, kebe- 
basan pers, kebebasan berorganisasi, menyalurkan aspirasi politik, 
mengembangkan pendidikan dan dakwah tanpa pembatasan-pem- 
batasan, semakin dirasakan oleh rakyat. Berbagai tindakan repre- 
sif yang di era sebelumnya banyak dirasakan oleh sebagian ma- 
syarakat, kini semakin berkurang, bahkan hampir tiada. Begitu pula 
perkembangan ekonomi masyarakat relatif stabil. Namun, demiki- 
an hal ini tidak boleh menjadikan kita terlena dan puas diri. Harus 
diakui bahwa di sana sini masih terdapat berbagai kekurangan, baik 
karena hal itu belum tersentuh oleh upaya reformasi, maupun dik- 
arenakan sebagai ekses dari reformasi itu sendiri. Sebagaimana kita 
ketahui reformasi, yang 'terlalu' bersemangat kadang-kadang harus 
membawa dampak yang kurang baik bahkan kontra produktif. Itulah 
antara lain makna ungkapan Al-Imam Hujjatul-Islam Abu Hamid al- 
Ghazali: 


w 2 اا‎ A 5 A 
olb عاد إلى‎ SAS کل ما جَاوَرَ‎ 
Segala sesuatu yang melampaui batasnya akan kembali kepada hal yang seba- 
liknya. 


Untuk itulah, dalam Munas kali ini berbagai persoalan yang 
dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara dibahas untuk dicarikan solusinya. Kita 
lakukan semua itu dalam rangka semangat yang terkandung dalam 
ungkapan khalifah ke-2 Sayyiduna “Umar ibnul-Khaththab Ra.: 


مراجعة الحق خير من التمادى E‏ الباطل 
Merujuk kembali kepada yang benar lebih baik daripada berlarut-larut memper-‏ 
tahankan yang salah.‏ 


Akhirnya kepada semua pihak, baik pemerintah maupun 
swasta, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisi- 
pasinya dalam penyelenggaraan Munas dan Konbes ini, kami atas 
nama PBNU menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-be- 
sarnya, teriring doa: 


جزاكم الله خير الجزاء وأحسنه آمين 
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Atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyelengga- 
raan Munas dan Konbes NU kali ini, kami memohon maaf sedalam- 
dalamnya. Untuk kesuksesan Munas dan Konbes NU ini pula kami 
memohon bantuan doa, saran dan masukan. Semoga Allah berke- 
nan mengabulkan! Amin. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والله الموفق إلى أقوم الطريق, وهو المادى إلى الصراط المستقيم, 


Cirebon, 15 September 2012 


DR. KH. M. A. SAHAL MAHFUDH 
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


NU merasa wajib untuk melakukan 
evaluasi diri (muhasabah) terkait dengan 
keberadaannya sebagai organisasi sosial keagamaan 
(jamiyyah diniyyah ijtima'iyyah) 
yang mengusung paham keagamaan 
ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja). 

NU sangat menyadari bahwa puluhan bahkan 
ratusan juta penganut paham Aswaja di Indonesia 
masih selalu membutuhkan 


bimbingan dan arahan dari para ulama 


Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh 
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PADA MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
DAN KONFERENSI BESAR NU 
DI PESANTREN KEMPEK CIREBON 
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh 


Alhamdulillah berkat dan rahmat dari Allah Swt, Munas 
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini bisa terlak- 
sana dengan penuh semarak dan penuh hidmat. Hal ini tidak lain 
berkat dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan alim ulama, 
kalangan pejabat dan kalangan pengusaha. Dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah berkat pengabdian, sumbangan yang tulus tak 
terhingga dari rakyat atau masyarakat di sekitar pesantren. 


Hanya NU organisasi yang berani menyelenggarakan hajat 
nasional bertempat pesantren di desa terpencil. Tahun 1983-1984 
lalu NU menyelenggarakan Munas dan Muktamar di desa terpen- 
cil Asembagus di Situbondo sana. Tetapi di desa terpencil itu, NU 
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menegaskan kembali ke Khittah 1926 dan menegaskan di hadapan 
rakyat dan di hadapan presiden yang hadir di desa itu bahwa Pan- 
casila dan NKRI harga mati. Tahun 1986 NU juga menyelenggarakan 
Munas di desa terpencil Kasugihan Cilacap, di situ ditelorkan gaga- 
san besar mengenai pembangunan nasional dan konsep ijtihad yang 
mampu menggerakkan dunia pemikiran Islam. Lalu tahun 1997 NU 
menyelenggarakan Munas di Bagu, sebuah desa terpencil di Nusa 
Tenggara Barat. Di situ NU mengeluarkan keputusan dibolehkannya 
wanita menjadi presiden, yang saat itu dianggap masih sangat kon- 
troversial. 


Sekarang NU kembali mengadakan Munas- Konbes di desa 
yaitu di pesantren Kempek di desa yang sederhana ini yang mung- 
kin masih banyak kekurangan di sana sini, baik fasilitas maupun cara 
penyambutannya, yang memang semuanya dipersiapkan dengan 
mendadak. Tetapi kami berharap kekurangan yang ada ini tidak 
menghalangi kita untuk merumuskan dan melahirkan gagasan- 
gagasan besar seperti Munas-Kobes sebelumnya, yang diharapkan 
oleh umat dan bangsa ini. Karena para ulama, para kiai yang biasa 
hidup sederhana dan selalu bekerja keras, bisa berkarya besar tanpa 
harus dengan fasilitas lengkap. Banyak kaia melahirkan karya besar 
yang mempengaruhi dunia justru dari pesantren terpencil. 


Hadirin sekalian, 


Kali ini NU sengaja menyelenggarakan hajat penting ini 
di pesantren desa, karena NU saat ini bertekad untuk kembali ke 
pesantren, baik secara spirit dan secara fisik. Di tengah kehidipan 
yang serba materialistis dan pragmatis ini kita mencoba untuk 
kembali pada spirit pesantren yang mengutamakan nilai kejujuran, 
pengabdian, kesederhanaan, gotong royong, kebersamaan. Kem- 
bali secara spirit dan filosofis ini perlu disertai kembali secara fisik, 
karena dengan kembali ke pesantren, kita dihadapkan pada fasilitas 
seadanya, dilayani secara apa adanya. Tetapi dari sini bisa kita bang- 
kitkan pola hidup sederhana dan kebersamaan. 


Kita berani menyelenggarakan kegiatan nasional di desa 
karena melihat kesiapan masyarakatnya. Meskipun mereka tidak 
terbilang kaya, tetapi mereka dermawan yang siap membantu 
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pelaksanaan Munas ini dengan penuh semangat dengan menyum- 
bangkan harta dan tenaganya. Sejak menjelang munas mereka telah 
menyumbangkan beras, sapi, sayuran secara suka rela dan mereka 
melakukan kerja bakti membersihkan kampung, jalan dan saluran 
air demi menyambut peserta Munas. Ini menujukkan bahwa ke- 
swadayaan masyarakat masih ada, kegotongroyongan masih ada. 
Ini berarati Pancasila masih ada, Pancasila masih hidup dan berkem- 
bang di masyarakat dalam bentuk nyata. Itulah cara NU dan kaum 
pesantren ber-Pancasila. 


Hadirin yang terhormat, 


Dengan menyenggarakan Munas di pesantren desa se- 
benarnya kita ingin menjunjung martabat rakyat ternyata mereka 
bisa. Hal itulah yang dilakukan rakyat ketika membantu memberi- 
kan perlindungan dan menyokong logistik tentara pejuang yang 
memerdekakan negeri ini. Dan ternyata semangat juang rakyat 
masih ada. Terbukti saat ini mampu menyelenggarakan Munas di 
Pesantren Kempek ini. Hal ini menunjukkan bahwa semangat prokla- 
masi semangat perjuangan 1945 masih ada pada rakyat kita, walau- 
pun mereka generasi baru, tetapi mendapatkan warisan spirit dari 
orang tua, guru dan para ulama, agar menjadi pejuang dan pembela 
Indonesia. 


Cita-cita rakyat, cita-cita bangsa itulah yang kemudian kita 
anggap menjadi tema Munas Alim Ulam dan Konbes NU ini yang 
mengangkat tema “Kembali ke Khittah Indonesia 19457, yang tidak 
lain adalah ajakan untuk kembali pada semangat proklamasi untuk 
membangun Indonesian yang merdeka dan berdaulat. Kembali pada 
nilai-nilai luhur Pancasila dan juga kembali kepada amanat Mukad- 
dimah UUD 1945. Dari situ pula NU mengajak semua pihak untuk 
mengevaluasi proses perjalanan bangsa ini baik bidang politik, eko- 
nomi dan budaya. Kebebasan perlu dibuka, agar muncul kreativitas 
dan tanggung jawab. Semuanya akan dibahas dan diputuskan se- 
bagai landasan kerja NU ke depan. 


Sebagai tuan rumah sekali lagi kepada semua pihak yang 
telah membantu terlaksananya Munas-Konbes ini kami ucapkan 
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banyak terima kasih jaza kumullah khairal jaza. Dan juga kami ti- 
dak lupa mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan dalam 
penyelenggaraaan Munas-Konbes ini, kekurangsopanan dalam me- 
nyambut para kiai, dan segenap undangan. Ini semua bukan kese- 
ngajaan, tetapi hanya itu kemampuan kami. Maka semuanaya mo- 
hon dimaafkan. 


Wallahul Muwafiq ila Agwamit Tharig. 
Wassalamu alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh 


Cirebon, 17 September 2012 


Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
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PADA MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
DAN KONFERENSI BESAR NU 
DI PESANTREN KEMPEK CIREBON 
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh 


Yang saya hormati para Tamu Undangan baik yang datang dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri, 

Yang saya cintai, Bapak KH. Sahal Mahfudz beserta para se- 
sepuh Nahdlatul Ulama, 

Yang saya cintai, Bapak KH. Said Aqil Siroj beserta para Pimpinan 
dan jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama, 

Para Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan para Peserta 
Konferesi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2012, yang saya mu- 
liakan. 
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Pada kesempatan yang baik, dan semoga senantiasa penuh 
berkah ini, saya mengajak hadirin dan ha-dirot sekalian, untuk sekali 
lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena atas 
perkenan rahmat dan ridla-Nya kita dapat melanjutkan pelaksanaan 
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama Tahun 2012 ini. Shalawat dan salam, marilah sama-sama kita 
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw beser- 
ta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, Insya 
Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. 


Pada kesempatan yang membahagiakan ini, atas nama ne- 
gara dan pemerintah, izinkan saya untuk juga mengucapkan sela- 
mat melaksanakan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 
Tahun 2012 ini. Semoga dari Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul 
Mubtadiin, Palimanan, Cirebon, lahir pikiran-pikiran bijak dan cer- 
das. Bukan hanya untuk jajaran PBNU dan Kaum Nahdiyyin, bukan 
hanya untuk masyarakat bangsa dan negara, tetapi juga untuk du- 
nia. 


Hadirin sekalian yang saya muliakan, 


Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, 
untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya kepada para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama, 
atas perjuangan yang telah dilakukan sejak kebangkitan nasional 
pada era kemerdekaan bangsa dan terus berlanjut hingga era pem- 
bangunan nasional dewasa ini. Juga kepeloporan dan kegigihan 
keluarga besar Nahdliyin dalam menegakkan Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sasanti 
Bhinneka Tunggal Ika. Juga, partisipasi dan kontribusi Nahdlatul Ula- 
ma dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk upaya 
memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia yang 
sama-sama kita cintai. Juga, peran dalam membimbing umat, untuk 
menjalankan kehidupan agama yang benar, seraya berdiri di depan 
untuk menjaga kerukunan antar-umat beragama, termasuk intra- 
umat Islam di negeri tercinta ini. 


Saudara-saudara, 
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Tadi malam, setelah saya dan rombongan dengan kereta 
api sampai di Cirebon ini, saya mendapatkan penjelasan dari yang 
mengikuti Musyawarah Nasional dan Alim Ulama, Musyawarah Na- 
sional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, menyangkut isu-isu 
fundamental dan masalah-masalah aktual yang dibahas dalam Mu- 
nas dan Konbes tersebut. Saya juga telah mendapatkan informasi, 
tentang seperti apa arah, agenda, serta kandungan, dari rekomen- 
dasi, yang Alhamdulillah tadi telah diserahkan oleh Ketua Umum 
PBNU kepada saya, selaku Presiden. Saya akhirnya mengetahui bah- 
wa dalam Musayawarah Nasional dan Konferensi Besar ini, Bapak, 
Ibu, dan Hadirin sekalian, telah dengan penuh kepedulian bertang- 
gung jawab, dan ikhtiar untuk mencari solusi, membahas berbagai 
masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, termasuk 
yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sedunia. Oleh karena itu, men- 
dengar apa yang Bapak, Ibu lakukan dalam Munas dan Konbes ini, 
saya atas nama negara dan pemerintah mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 


Oleh karena itu, sambutan saya pada acara yang sungguh 
penting ini, akan saya bagi dalam dua bagian. Bagian pertama 
adalah tanggapan saya, terhadap butir-butir kandungan rekomen- 
dasi yang telah dihasilkan dalam Musyawarah Nasional dan Konfe- 
rensi Besar ini. 


Sedangkan bagian kedua adalah saya ingin menyampaikan 
ke hadapan Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, menyangkut posisi, 
peran dan ikhtiar Indonesia untuk menanggapi sejumlah isu inter- 
nasional yang akhir-akhir ini terjadi. 


Izinkan saya untuk memulai dari yang pertama, yaitu tang- 
gapan saya, terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan dalam 
Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar ini. Secara umum, tadi 
juga sudah saya sampaikan kepada Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Agil 
Siroj, dan beberapa sesepuh dan ulama, bahwa secara umum saya 
menerima dan menyambut baik rekomendasi itu, dan pemerintah 
akan mengkaji, mempelajari, dan menindaklanjutinya. 


Dari draft yang saya baca, sebagian dari rekomendasidasi 
itu sama persis dengan yang dipikirkan pemerintah dan sekarang 
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tengah kita jalankan, berarti pemerintah satu hati dengan Nahdla- 
tul Ulama. Sebagian dari rekomendasi itu, bagi saya sesuatu yang 
baru, pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran yang cerdas dan setelah 
saya baca, wajib bagi pemerintah dan siapa pun untuk meresponnya 
dengan baik. Ada sebagian, sebagian kecil, apa yang direkomenda- 
sikan barangkali ada perbedaan persepsi atau data, yang dimiliki 
oleh Munas dan Konbes dengan yang ada di tangan pemerintah. 
Namun, secara keseluruhan, sekali lagi, rekomendasi itu positif, kons- 
truktif, dan memang menyangkut masalah-masalah utama yang diha- 
dapi oleh bangsa Indonesia. 


Saudara-saudara, 


Bagi pemerintah, rekomendasi itu tentu penting untuk me- 
ningkatkan kebijakan dan program-program pemerintah yang 
kami jalankan. Juga penting di dalam upaya pemerintah untuk 
menjalankan roda pemerintahan di seluruh tanah air. Ingat, sistem 
pemerintahan yang berlaku sekarang ini, pada era reformasi dewasa 
ini, adalah pemerintahan yang menganut desentra-lisasi dan oto- 
nomi daerah. Oleh karena itu, kalau berbicara pemerintah haruslah 
dimaknai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabu- 
paten, dan kota dengan jajarannya. Rekomendasi itu, melihat isinya 
yang baik, relevan, dan kontekstual, saya berharap bisa diteruskan 
ke semua lembaga negara, termasuk DPR, DPD, dan lembaga ne- 
gara yang lain, ke jajaran penegak hukum. Penegak hukum sangat 
penting. 


Tentu juga patut dibaca oleh para ulama dan pemuka aga- 
ma, agama apa pun yang ada di tanah air kita ini, juga masyarakat 
luas, dan jangan lupa juga bagi atau untuk keluarga besar Nahd- 
latul Ulama sendiri. Struktur dari rekomendasi itu dibagi-bagi, ada 
bidang politik dan pemerintahan, ada bidang ekonomi, ada bidang 
pendidikan, ada bidang sosial budaya, dan kemudian bidang in- 
ternasional. Saya tentu tidak akan merespon keseluruhannya, saya 
akan respon hal-hal fundamental dan penting di bidang-bidang itu. 


Di bidang politik dan pemerintahan, saya belum baca teks 
yang final, tetapi dalam draft dan barangkali muncul dalam diskusi- 
diskusi, perlunya Majelis Permusyawaratan Rakyat melihat kembali 
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Undang Undang Dasar negara kita yang telah empat kali dilaku- 
kan perubahan atau amandemen. Rekomendasi yang saya tangkap 
adalah perlunya dipikirkan, perubahan yang kelima untuk menata 
keseluruhan konstitusi kita itu agar tetap sejalan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh para pendiri Republik dan sesuai tentunya de- 
ngan perkembangan zaman yang berlaku ini. Niatnya baik, tujuan- 
nya mulia, oleh karena itu, saya merespon selaku Presiden, dengan, 
pertama, mesti dipikirkan ketika ada pikiran hendak mengubah Un- 
dang Undang Dasar, bahwa alasannya sungguh sangat kuat. Karena 
kita ingin tentunya sebuah Undang Undang Dasar tidak terus men- 
galami yang disebut dengan bongkar pasang. Manakala diyakini 
ada urgensi, ada alasan dan rasional untuk melakukan perubahan 
Undang Undang Dasar itu maka, diniscayakan diadakannya pe- 
rubahan Undang Undang Dasar yang berlaku. Sementara itu rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan yang sejati di negeri ini, ketika ada 
pikiran untuk melakukan perubahan atas Undang Undang Dasar, 
mereka semua dengan cara-cara yang baik perlu dilibatkan dan di- 
mintai pandangannya. Pada saatnya, apabila memang ada urgensi 
dan alasan yang sangat kuat, dan kemudian rakyat kita juga telah 
dimintai pandangan dan pikiran-pikirannya, dan kemudian memang 
perlu dilakukan perubahan Undang Undang Dasar itu, maka Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
oleh Undang Undang Dasar, tentu akan melakukan proses peruba- 
han Undang Undang Dasar yang dimaksud. Itulah panda-ngan saya 
selaku Presiden. 


Sedikit saya ingin bercerita, dulu, waktu saya menjadi calon 
presiden tahun 2004, dalam sebuah pertemuan, ada yang menyam- 
paikan kepada saya. Saudara SBY, anda akan menjadi calon pre- 
siden, sanggupkah nanti, kalau sudah jadi Presiden bila diberikan 
dekrit, dikeluarkan dekrit, untuk kembali ke Undang Undang Dasar 
1945 sebelum empat kali dilakukan perubahan atau amandemen. 
Jawaban saya, dalam sistem politik dan demokrasi sekarang ini, 
tidak ada lagi ruang bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan 
dekrit, kemudian kembali ke Undang Undang Dasar sebelum ada 
perubahan. Namun, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, marilah 
kita proses sesuai dengan tatanan konstitusio-nal kita, tatanan ke- 
tatanegaraan kita. Dengan demikian terjadi kepastian di dalam ke- 
hidupan bernegara di Indonesia ini. 
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Yang jelas, selama saya jadi Presiden waktu itu, saya berjan- 
ji untuk tidak setiap saat mengubah-ubah Undang Undang Dasar 
kecuali sangat dipentingkan dan sangat diperlukan, dan memang 
memiliki urgensi yang luar biasa. Oleh karena itu, Saudara juga 
tahu, sepanjang lima tahun banyak sekali gerakan yang memaksa 
dan menekan saya untuk mengeluarkan dekrit. Saya tetap mengacu 
pada rambu-rambu konstitusi dan tentunya tidak saya lakukan. Teta- 
pi pikiran Nahdlatul Ulama yang tadi itu, terbuka peluang dengan 
Catatan, apa yang saya sampaikan tadi, memang diikuti oleh bangsa 
ini sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan tugasnya 
sesuai dengan amanah konstitusi. Itu yang pertama, di bidang poli- 
tik dan pemerintahan. 


Sedangkan yang kedua, sangat mengemuka semangat, dan 
saya salut, berterima kasih, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama 
untuk ikut juga menyukseskan gerakan pencegahan dan pem- 
berantasan korupsi. Saya sungguh berterima kasih atas tekad dan 
kepedulian para ulama dan Nahdlatul Ulama. Itu juga tekad kami, 
tekad saya, tekad pemerintah. Insya Allah, dengan dukungan para 
ulama, kami akan tetap konsisten dan konsekuen, dalam pember- 
antasan korupsi tidak ada istilah tebang pilih, tidak ada istilah pan- 
dang bulu, tidak ada istilah tebang pilih dan pemberantasan korupsi 
itu tanpa pandang bulu. Dari sekian banyak yang diproses secara 
hukum, apakah KPK, Kepolisian, Kejaksaan, sebagian dari mereka 
adalah yang berasal dari sebuah partai politik yang dekat dengan 
saya. Ada juga sebagian dari mereka, orang-orang yang juga di- 
anggap dekat dengan saya. Saya harus adil, siapa pun yang melak- 
sanakan pemberantasan kejahatan korupsi, hukum harus ditegak- 
kan. Saya berharap yang lain juga begitu. Mari kita dukung penuh 
KPK, mari kita dorong, dan juga kita dukung Polri, Kejaksaan, jajaran 
Mahkamah Agung, dan dunia pengacara. 


Pencegahan dan penindakan korupsi sama pentingnya. Kalau 
korupsi sudah terjadi, kadang-kadang tidak mudah untuk mengemba- 
likan aset negara yang telah dicuri. Oleh karena itu, pencegahan juga 
sangat pen-ting. Manakala masih tetap melaksanakan tindak pidana 
korupsi, maka hukum harus ditegakkan. Satu lagi, ada fakta bukan 
hanya gejala, bahwa korupsi terjadi sekarang ini justru banyak di dae- 
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rah. Sebagian dari mereka adalah oknum kader-kader partai politik, 
banyak partai politik yang terlibat di situ. Sebagian lagi kongkalikong, 
kolusi antara pemerintah dengan DPR RI, pemerintah daerah dengan 
DPD RI. Oleh karena itu, mari kita awasi penggunaan APBN dan APBD. 
Saya menggarisbawahi dua hal itu tentang konstitusi, dan tekad kita 
bersama untuk memberantas korupsi, dan sekali lagi terima kasih ke- 
pada keluarga besar Nahdlatul Ulama. 


Di bidang ekonomi, mari kita sebagai umat Islam, umat 
hamba Allah, ketika kita membicarakan ekonomi, kita bersyukur 
terlebih dahulu. Mengapa? Dunia sekarang ini mencatat, bahwa 
ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang baik. Di tengah-tengah 
krisis ekonomi global, dunia menilai ekonomi kita selamat, dan 
tetap tumbuh tinggi. Di antara anggota G-20, tahun lalu ekonomi 
kita nomor tiga yang pertumbuhannya tinggi, sekarang ada gejala 
mungkin kita menjadi nomor dua setelah Tiongkok, yang juga me- 
ngalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1998 ekonomi kita hancur, 
sepuluh tahun kemudian kita menjadi anggota G-20, dan ekonomi 
kita posisinya adalah nomor lima belas di dunia dari segi pendapa- 
tan nasional. Pendapatan nasional dan income per kapita naik. Se- 
mentara pengangguran dan kemiskinan terus turun. Perbandingan 
utang terhadap pendapatan nasional atau GDP itu membaik. Tahun 
2004, delapan tahun yang lalu, perbandingan itu 5696, artinya lebih 
dari separuh pendapatan negara kita harus ditanggungkan untuk 
membayar utang. Sekarang angka itu turun menjadi 2496, artinya 
kurang dari seperempat dari pendapatan nasional kita yang harus 
kita tanggungkan untuk membayar utang. Pertanyaannya, apakah 
berarti sudah cukup? Saya katakan belum, belum. Ekonomi kita ha- 
rus sama-sama kita bangun agar makin adil, makin merata di se- 
luruh tanah air. Kemiskinan dan pengangguran harus bisa kita tu- 
runkan lagi. Komponen utang luar negeri yang terus menurun harus 
bisa kita turunkan lagi. 


Keadaan fiskal kita, APBN kita, APBD kita, juga harus kita jaga. 
Subsidi yang terlalu besar itu merusak. Subsidi harus tepat sasaran. 
Warga bangsa yang penghasilannya menengah dan tinggi, tidak adil 
kalau harus menikmati subsidi. Karena itu, mengurangi jatah untuk 
rakyat kecil, mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Bisnis 
sumber daya alam yang telah kita perbaiki, harus kita teruskan dan 
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semua itu ada dalam rekomendasi Saudara. Oleh karena itu, saya 
merasa bahwa klop. Itulah yang menjadi agenda pemerintah, itulah 
yang kami jalankan. Saya meminta dukungan dari Saudara semua. 


Sedangkan kebijakan dan langkah pemerintah menyangkut 
ekonomi, kami akan terus menjaga di te-ngah gonjang ganjing per- 
ekonomian global, ekonomi kita tidak mengalami krisis sebagaimana 
yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Kita akan menjaga pertumbuhan, 
kita akan tetap mempertahankan strategi empat jalur, yaitu pemba- 
ngunan ekonomi pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro 
pengurangan kemiskinan, dan pro menjaga kelestarian alam. 


Kita juga ingin menjaga kesehatan fiskal kita, Saudara sudah 
tahu tadi bahwa dengan ratio utang terhadap pendapatan negara 
yang rendah, defisit yang terjaga, tidak seperti negara-negara maju 
sekarang ini, besar sekali hutangnya, besar sekali defisitnya maka 
dengan seperti itu, Insya Allah, keadaan fiskal kita akan terjaga. Un- 
dang-undang dan regulasi yang Saudara sarankan untuk ditinjau 
kembali agar lebih adil, terus kita lakukan. 


Mengenai pajak, saya berterima kasih sekali, ada semangat 
dari Nahdlatul Ulama yang intinya, yang intinya, pajak itu sumber 
penerimaan negara. Tahun 2004, kita punya APBN kurang dari 500 
triliun. Alhamdulillah tahun ini lebih dari 1600 triliun, 70% lebih dari 
pajak. Artinya apa? Kalau pembayaran pajak lebih baik lagi, penge- 
lolaan pajak lebih baik lagi, maka APBN kita jauh lebih tinggi, dan itu 
akan baik untuk membangun negeri ini, membantu saudara-sauda- 
ra kita yang memerlukan bantuan. 


Kami juga melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang ti- 
dak adil terus berjalan. Kontrak itu terjadi tiga puluh tahun yang lalu, 
dua puluh tahun yang lalu. Sekarang terasa tidak adil. Inilah yang 
kita bicarakan kembali dengan cara yang baik agar menjadi adil dan 
membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat In- 
donesia. Indonesia juga aktif bekerja sama de-ngan negara sahabat 
karena ekonomi kita sudah menjadi satu, tidak mungkin Indonesia 
mengisolasi diri. Itulah, Alhamdulillah, tahun depan Indonesia akan 
menjadi Ketua APEC, yaitu kerja sama ekonomi di Asia Pacific. De- 
ngan demikian, Insya Allah dengan kerja sama itu hampir pasti ada 
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manfaat yang dialirkan ke negeri kita untuk menjaga pertumbuhan 
dan kebangkitan ekonomi nasional. 


Di bidang pendidikan, saya sudah membaca. Menteri terkait 
saya minta untuk segera mempelajari rekomendasi ini, utamanya 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keua- 
ngan, dan lain-lain, karena banyak yang bisa kita pelajari. Saya setuju, 
materi akhlak, moral, budi pekerti, dan karakter itu diarus-utamakan 
dalam pendidikan kita. Saya juga setuju, agar tidak ada campur ta- 
ngan yang negatif, saya ulangi, campur tangan yang negatif, dari ja- 
jaran pejabat pemda dalam urusan sekolah-sekolah di daerah. Saya 
menerima laporan banyak, dan ini juga menjadi rekomendasi dari 
Munas dan Konbes ini. Saya juga setuju tentunya dengan pemikiran 
Saudara-saudara, Bapak, Ibu, untuk meningkatkan mutu pendidikan 
di tanah air. Apakah pendidikan umum maupun pendidikan agama, 
dan itulah yang menjadi agenda pemerintah. Saya meminta duku- 
ngan dan kerja sama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. 


Bidang sosial dan budaya, kalau saya baca, itu harus dib- 
aca oleh semua pihak. Banyak yang harus membaca rekomendasi 
di bidang sosial budaya ini bukan hanya pemerintah. Yang me- 
nyangkut pemerintah akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Ada 
juga yang harus dibaca oleh keluarga besar Nahdliyyin sendiri dan 
tentang pikiran agar pemerintah mengatur bagaimana kehidupan 
antar-umat beragama, agar tidak terjadi tabrakan terus, konflik hor- 
isontal, dan yang lain-lain, ini pikiran yang baik, pikiran yang mu- 
lia. Namun demikian, mari kita rumuskan secara hati-hati, jangan 
sampai dianggap pemerintah mencampuri urusan kegiatan agama, 
atau dianggap pemerintah menjalankan politik otoritarian. Oleh 
karena itu, harus tepat, dan justru saya meminta pandangan, dan 
saran dari para ulama dan Nahdlatul Ulama, seperti apa yang paling 
baik hubungan, antara agama dengan pemerintah atau negara, dan 
aturan seperti apa yang bisa kita bikin agar kehidupan bernegara, 
saya ulangi, kehidupan beragama teduh, penuh kedamaian, ada ma- 
salah diselesaikan secara damai, fatwa para ulama didengar, ulama 
bisa membimbing, mengarahkan ajaran yang benar sesuai dengan 
aqidah dan ajaran-ajaran yang berlaku. Saya kira seperti itulah yang 
perlu kita pikirkan secara bersama, dan PBNU saya lihat sudah man- 
tuk-mantuk, mari kita bicarakan untuk kepentingan rakyat kita. 
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Yang terakhir adalah bidang internasional, Saya juga berteri- 
ma kasih tulus, Saudara-saudara karena ada kepedulian menyang- 
kut apa yang terjadi di dunia ini, terutama yang berkaitan dengan 
kehidupan beragama, termasuk rekomendasi Saudara. Isu-isu in- 
ternasional sekarang ini cukup banyak dan semuanya terus terang, 
telah, sedang, dan akan terus ditangani oleh pemerintah. Saya se- 
laku Presiden, beserta pemerintahan yang saya pimpin akan terus 
aktif dan bahkan pro aktif untuk ikut serta dalam menangani ma- 
salah-masalah internasional itu. 


Saudara-saudara, 


Di bagian kedua sambutan saya ini, saya ingin menyam- 
paikan tiga hal berkaitan dengan rekomendasi Saudara, berkaitan 
dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, yaitu isu penistaan 
agama. Yang kedua, apa yang terjadi di Suriah, negara sahabat kita. 
Dan juga, isu yang berkaitan dengan etnis Rohingya atau muslim 
Rohingya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan posisi, peran, dan 
upaya pemerintah Indonesia khususnya menyangkut tiga isu aktual 
itu. Menyangkut yang disebut dengan isu yang penistaan agama, 
kali ini yang terus terang dilecehkan dan dinistakan adalah agama 
Islam, dengan beredarnya sebuah film yang berjudul Innocence of 
Moslem. Saya dan pemerintah terus terang, telah menyampaikan 
ketidaksenangan dan kecaman saya atas dibuatnya, dan diedarkan- 
nya film seperti itu, yang menurut saya merupakan bentuk pelecehan 
terhadap sebuah agama. Kalau hal-hal semacam itu terus dibiarkan 
akan menyulut konflik dan benturan yang luas di seluruh dunia, me- 
nimbulkan ketidaktentraman di antara pemeluk-pemeluk agama di 
dunia ini. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab dengan pro- 
dusennya, maka banyak negara dibikin repot karena ada aksi-aksi 
kekerasan. Demikian juga warga negara Amerika Serikat atau warga 
negara barat yang lain, yang sebenarnya juga tidak bersalah ikut 
menjadi sasaran kekerasan di banyak negara. Bayangkan, perbuatan 
seperti itu menyusahkan semua, membikin dunia ini menjadi kurang 
tentram dan kurang damai. 


Saudara-saudara, 
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Indonesia terus aktif dan peduli. Saudara masih ingat, seki- 
an tahun yang lalu ada karikatur yang dibuat di Denmark yang di- 
anggap tidak senonoh terhadap Rasulullah Nabi Muhammad Saw. 
Waktu itu ada juga masalah-masalah gangguan keamanan dan ke- 
tertiban. Saya memiliki inisiatif untuk menulis artikel di media inter- 
nasional, Saya dengan Perdana Menteri Norwegia berinisiatif untuk 
menyelenggarakan dialog antarmedia, termasuk media barat dan 
media Islam yang pertama kali dilaksanakan di indonesia. Tujuan 
saya, haruslah semua saling menghargai, saling menghormati, dan 
saling memahami sensitivitas yang ada di agama mana pun, bukan 
hanya Islam, tapi juga agama mana pun. Dengan demikian itu akan 
membawa kehidupan di seluruh dunia itu lebih tentram. Demikian 
juga ketika ada isu, ada yang akan membakar kitab suci Al-Quran, 
kita, saya bersama para pemuka agama, dan semua agama di In- 
donesia waktu itu bukan hanya Islam, bersama-sama menyerukan, 
janganlah ada kegiatan seperti itu terjadi di dunia kita. 


Saudara-saudara, 


Dengan kejadian seperti ini, dengan masih terjadinya lagi 
aksi-aksi atau perbuatan yang tidak tepat seperti itu, ke depan dunia 
harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencegah 
hal-hal seperti ini untuk terjadi lagi. Seluruh pemimpin dunia, nega- 
ra barat, negara timur, negara Islam, juga harus sangat serius untuk 
mengelola masalah ini. Kita punya yang disebut Universal Declara- 
tion of Human Rights, deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia. Ka- 
lau kita baca, meskipun bercerita tentang hak dan kebebasan, ada 
Pasal 29, Article twenty-nine, yang sebetulnya membatasi penggu- 
naan hak dan kebebasan. Kebebasan tidak boleh dilaksanakan se- 
cara absolut di dunia ini, ada batasnya. Manakala itu misalnya terkait 
dengan moralitas, ketertiban umum, dan lain-lain. Undang Undang 
Dasar kita pun demikian, di Indonesia juga jangan menggunakan 
kebebasan secara absolut karena bisa menimbulkan ketidakbaikan, 
ada batasnya. Ini yang juga harus kita serukan ke masyarakat dunia. 


Saya menyeru organisasi kerjasama Islam dan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk memikirkan sebuah protokol internasional, 
untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, terjadi lagi. Indone- 
sia akan aktif, Indonesia siap, sekarang pun kita telah melakukan di- 
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plomasi untuk ikut merumuskan semacam protokol internasional 
untuk menolak dan mencegah penistaan agama seperti itu di masa 
depan dari siapa pun, terhadap agama mana pun. Dan masih berkai- 
tan dengan film Innocence of Moslem, saya berterima kasih kepada 
umat Islam di Indonesia, yang masih terukur di dalam menyampai- 
kan responsnya, ini sungguh perilaku yang islami. Kita tidak ingin 
memerangi kemungkaran dengan cara-cara yang lebih mungkar. 
Oleh karena itu, segala sesuatunya tidak boleh melampaui batas, 
apalagi sampai melanggar hukum, apalagi sampai menyerang dan 
menjatuhkan korban bagi diplomat. Ingat, kita juga punya duta be- 
sar, punya diplomat di negara mana pun, kewajiban Indonesia, kewa- 
jiban saya melindungi keselamatan mereka. Oleh karena itu, bagus 
kalau pada tingkat dunia, semua negara punya tanggung jawab yang 
sama. Tentu kita sakit, kita terluka dengan tayangan film itu, tetapi 
sekali lagi marilah dengan cerdas itu, kita respon itu, dan yang pen- 
ting ke depannya, bagaimana dunia saling belajar hidup berdampi- 
ngan secara damai, antarkeyakinan, antar-agama, antarbangsa, de- 
ngan demikian dunia kita makin teduh dan makin aman. 


Yang kedua, isu tentang Suriah atau Syria. Terus terang Indo- 
nesia menyesalkan tiadanya komitmen yang kuat dari masyarakat 
dunia untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan yang ada di Suriah. 
Usulan Indonesia jelas, sekarang ini yang penting hentikan dulu ke- 
kerasan dan korban jiwa yang terus berjatuhan, anak-anak, kaum 
perempuan, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah. 
Setelah dihentikan kekerasan dan perang saudara itu, silakan di- 
lanjutkan dengan proses politiknya sesuai dengan kehendak rakyat 
Suriah, sesuai dengan kehendak atau keinginan bangsa Suriah. PBB, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus sungguh berperan, saya telah 
mengambil inisiatif, beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya 
telah menelepon Sekjen PBB, Ban Ki Moon. Intinya, tolonglah PBB 
tegas bertindak segera dan menghentikan tragedi kemanusiaan itu. 


Saya juga telah berbicara dengan Presiden Rusia, Presiden 
Putin di Los Cabos, karena saya tahu Rusia memegang hak veto 
dalam Dewan Keamanan PBB, sebagaimana Amerika Serikat, Ing- 
gris, Perancis, dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Saya sam- 
paikan kepada Presiden Putin, tolonglah bersatu, Dewan Keamanan 
PBB untuk menghentikan tragedi itu. Saya juga berbicara dengan 
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Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Amerika Serikat yang juga me- 
miliki hak veto. Sama pesan saya, tolonglah dihentikan dulu, poli- 
tiknya nomor dua sesuai dengan keinginan bangsa Suriah. Dan saya 
sudah menulis surat kepada Lakhdar Brahimi, pengganti Kofi Annan, 
yang sekarang ditunjuk sebagai utusan khusus PBB dan Liga Arab. 
Insya Allah, akhir bulan ini saya akan bertemu dengan Bapak Lakh- 
dar Brahimi, saya akan sampaikan pandangan-pandangan Indone- 
sia untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Yang penting, 
hentikanlah tragedi kemanusiaan itu, dan kemudian yang lain baru 
dilaksanakan kemudian. 


Saudara-saudara, 


Itu posisi kita, jelas, tegas, dan kita ingin menjadi solusi dari 
apa yang terjadi di Syria sekarang ini. Yang terakhir, adalah apa po- 
sisi dan peran Indonesia yang berkaitan dengan etnis Rohingya 
yang ada di Myanmar. Kita prihatin atas tragedi etnis Rohingya yang 
ada di Myanmar. Sebenarnya Saudara-saudara, itu konflik komunal 
antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhaing. Kebetulan Rohingya 
beragama Islam dan Rakhaing beragama Budha. Sama dengan dulu 
konflik di Maluku, Maluku Utara, dan di Poso, seperti itu. Sungguh- 
pun demikian saya sudah menyurati Presiden Myanmar, Presiden 
Thein Sein, yang intinya saya sangat berharap dan meminta peme- 
rintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik komunal secara adil, 
tuntas, dan tidak diskriminatif. Saya juga menyarankan perlunya dili- 
batkan organisasi kerja sama Islam termasuk negara-negara Islam, 
untuk bersama-sama dengan PBB mengatasi masalah-masalah itu, 
dan saya katakan Indonesia sangat siap untuk membantu. Respon 
dari Presiden Myanmar positif, oleh karena itu saya berharap-harap 
benar-benar itu dijalankan, dengan demikian segera bisa diakhiri. Di 
dalam negeri, saya menyampaikan kepada semua, kalau ingin mem- 
berikan bantuan kemanusiaan, silakan. Silakan untuk menolong 
saudara-saudara kita. Saya sudah bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, 
Ketua PMI, yang juga datang ke Myanmar untuk bersama-sama 
PMI, Pemerintah, dan masyarakat luas bisa memberi bantuan kema- 
nusiaan yang tepat. 


Itulah tiga isu besar pada tingkat dunia yang harus kita 
lakukan, yang kita jalankan. Dan masih menyangkut tiga hal itu, 
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saya sungguh berharap para pemimpin jajaran Nahdlatul Ulama 
memberi contoh menjadi pelopor. Marilah menyelesaikan segala 
sesuatunya dengan sedamai mungkin, tanpa menimbulkan ke- 
kerasan apalagi jatuhnya korban jiwa. Itulah cara-cara yang islami. 
Saya sudah bertukar pikiran dengan PBNU, Kiai Aqil Siroj, bebera- 
pa waktu yang lalu, pandangan kita sama. Saya sungguh mengajak 
NU bergandengan tangan menjalankan tugas mulia bagi dalam 
negeri maupun di luar negeri agar betul-betul tercipta kerukunan 
antar-umat beragama. Di dalam negeri barangkali ada isu intra- 
agama, sesama Islam, mungkin Islam dengan non Islam, selalu 
ada jalan yang baik, yang mulia, untuk mencari solusi. Ini bangsa, 
bangsa sendiri, negara, negara sendiri, alangkah mulianya kalau 
Islam menjadi contoh, dan betul-betul menaburkan Islam sebagai 
rahmat bagi semesta alam. 


Itulah yang saya harapkan Saudara-saudara, dan akhirnya 
sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, telah mengundang saya pada 
acara yang sangat penting ini, dan juga sekali lagi, saya ucapkan 
selamat atas pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Be- 
sar yang berjalan dengan baik ini. Semoga Allah Swt membimbing 
kita semua, Nahdlatul Ulama, pemerintah, bangsa Indonesia, dan 
sahabat-sahabat kita di seluruh dunia untuk membangun hari esok 
yang lebih baik. Sekian. 


Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Cirebon, 17 September 2012 


Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 
Presiden Republik Indonesia 
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GM Aa at 5 
اهيمر‎ AY 


| 
NEGARA PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 


1. Kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, baik se- 
cara syar'i maupun 'aqli, karena banyak ajaran syariat yang tak 
mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Oleh karena itu, 
al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan: 


AJA ba os DELENG DA قاين‎ soup Sal a 

PSA فمهذوم, وَمَا لا حارس‎ 
“Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Aga- 
ma adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. 
Sesuatu tanpa landasan akan roboh. Sedangkan sesuatu tanpa 


pemelihara akan lenyap". (Abu Hamid al-Ghazali, Ihya" Ulum 
ad-Din, Bairut-Dar al-Ma'rifah, tt, juz, 1, h. 17) 
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Dengan demikian, antara agama dan negara ada hubungan sa- 
ling membutuhkan. Hal ini termasuk dalam masalah duniawi 
yang diserahkan Islam kepada pilihan umat manusia sesuai ha- 


dits Nabi: 

ss Aa A‏ (رواه مسام عن أنس) 
“Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu” (H.R. Mus-‏ 
lim dari Anas ra.)‏ 


Kendatipun eksistensi negara sangat penting dalam Islam, na- 
mun ia bukanlah tujuan (ghayah), melainkan hanya sebagai sa- 
rana (wasilah). Oleh karena itu, Islam tidak menentukan bentuk 
negara dan pemerintahan tertentu bagi umatnya. 


Tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat, lahir 
dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, setiap kebijakan peme- 
rintah terhadap rakyatnya wajib mengacu kepada kemaslaha- 
tan mereka, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: 


puyi dia‏ على ikay baja BI‏ (عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى, الأشباه والنظائرء بيروتء دار الكتب العلمية, ١207‏ هء 


(AY ص‎ 
“Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus 
terkait dengan kemaslahatan mereka" (Abdurrahman bin Abi 
Bakr as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nadha 'ir, Bairut-Dar al-Kutub 
al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 121) 


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil ke- 
sepakatan bangsa (mu'ahadah wathaniyyah), dengan Pancasila 
sebagai dasar negara. Rasulullah Saw bersabda: 


المسلِمُون kabagi de‏ (رواه البهقي عن أي هريرة) 
“Kaum Muslimin itu berdasar pada syarat-syarat (kesepakatan)‏ 


mereka" (H.R. Al-Baihaqi dari Abi Hurairah) 


Meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam (dawlah Islami- 
yyah), akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian 
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pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan meru- 
pakan syari'at/agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan 
selaras dengan Islam. 


6. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen 
bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya. 


T: Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing- 
masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan ke- 
makmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan 
berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada 
pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Is- 
lam. 
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II 
PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 


Pemilukada yang didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 ten- 
tang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan yang sangat mulia, 
antara lain: 

a. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat luas dalam 
memilih pemimpin di daerahnya. Dengan demikian, ini 
merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dalam ber- 
demokrasi. 

b. Terpilihnya kepala daerah yang aspiratif yang memahami 
betul problematika masyarakat dan pemecahannya. 
Tujuan mulia ini dapat disebut dengan kemaslahatan 
(mashlahah) yang hendak diraih dengan pemilukada. 


Dalam praktek pelaksanaan pemilukada selama ini, dampak 
positif (mashlahah) yang diharapkan tidak selalu terbukti. 
Bahkan sebaliknya, dampak negatif (mafsadah), baik dalam 
proses maupun dalam produknya, telah terjadi dalam skala 
yang sangat mencemaskan. 


Pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat melalui pe- 
milukada bukanlah pendidikan politik yang sehat, melainkan 
pendidikan politik yang buruk, antara lain berupa merebaknya 
money politics (risywah siyasiyyah). Biaya pemilukada menjadi 
sangat mahal, bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi para 
kandidat. Hal ini sangat potensial untuk menimbulkan korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN). Banyaknya kepala daerah yang 
terlibat kasus korupsi, membuktikan kebenaran hal ini. 


Harapan untuk memperoleh kepala daerah yang terbaik (ash- 
lah) melalui pemilukada, lebih sering tidak terwujud dalam ke- 
nyataan. Sementara itu konflik horizontal akibat pemilukada 
telah menjadi kenyataan yang sangat memprihatinkan. 
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5. Mengingat mafsadah pemilukada merupakan mafsadah yang 
sudah nyata terjadi (muhaqqaqah), sedangkan mashlahahnya 
lebih sering maslahat semu (wahmiyyah), maka pemilukada 
wajib ditinjau kembali. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: 


Lal A مِنْ‎ As sali 
"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada meraih kemasla- 
hatan” (Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, al-Asybah wa 
an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 87). 


6. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati dan wa- 
likota melalui lembaga perwakilan (DPRD tingkat | dan DPRD 
tingkat ||) layak untuk diberlakukan kembali, karena terbukti 
mafsadahnya lebih kecil daripada mafsadah pemilukada. Hal 
ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang ditempuhnya 
madharat yang lebih ringan di antara dua madharat (irtikab 
akhaff al-dlararain) yang didasarkan pada kaidah fiqhiyyah: 


'Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan, maka harus 
dijaga (dihindari) mudarat yang lebih besar dengan melak- 
sanakan / memilih mudarat yang lebih ringan” (Abdurrahman 
bin Abi Bakr as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha 'ir, Bairut-Dar 
al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 87). 
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IH 
PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM 


Salah satu wujud dari kewajiban taat kepada ulil amri, se- 
bagaimana diperintahkan dalam al-Quran, adalah kewajiban 
rakyat untuk membayar pajak (dlaribah) kepada pemerintah. 
Harta pajak yang dikumpulkan merupakan milik rakyat yang 
diamanatkan kepada pemerintah. Sebagai pemegang ama- 
nah, pemerintah wajib mengelola pajak secara profesional, 
transparan dan akuntabel serta menggunakannya untuk 
sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Sayyidina Umar Ibn 
al-Khaththab Ra berkata : 


Ka SIS ولي البتيم إن اختخث‎ dja شيي مِنْ مال الله‎ LA II 


"Sungguh aku menempatkan diriku mengenai harta Allah 
(harta ummat) dalam posisi seorang wali anak yatim. Jika aku 
membutuhkan, maka aku menggunakan sebagian hartanya. 
Oleh karena itu, apabila aku telah berkelapangan rezeki, maka 
aku mengembalikannya. Dan jika aku berkecukupan rezeki, 
maka aku menahan diri untuk tidak menggunakannya". (Ab- 
durrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha 'ir, 
Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 121). 


Dalam kenyataannya, pemerintah RI belum optimal dalam 
mengelola pajak secara profesional, transparan dan akunta- 
bel, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam pemungu- 
tan, pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak. Pajak yang se- 
harusnya untuk kemaslahatan rakyat, beralih menjadi sarana/ 
media memperkaya oknum-oknum tertentu. 


Penegakan hukum/law enforcement/iqamatul-hukmi wal-qa- 
nun wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat 
perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan ke- 
jahatan perpajakan. 


KOMISI 
BAHTSUL 
MASAIL 


b Gb da GS GA RIS sh Na 
Ma Éi dab é $ أو‎ AN وام‎ Sadi ade أَقَامُوا‎ 5 SAN توق ني‎ 
روما ا‎ klau Eh 


“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah melakukan 
kerusakan, bahwa ketika orang kuat mencuri, mereka mem- 
biarkannya. Dan ketika orang lemah mencuri, mereka mem- 
berikan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah 
binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya". 
(H.R. Bukhari dari Aisyah ra.) 


Ketika pajak tidak dikelola dengan amanah dan/atau tidak di- 
gunakan untuk kemaslahatan rakyat, maka pemerintah telah 
kehilangan legitimasi keagamaan dalam memungut pajak dari 
rakyatnya. 


Ditetapkan di : Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, 


Jawa Barat 


Pada tanggal : 30 Syawwal 1433 H. / 16 September 2012 


Tim Perumus: 


Prof. Dr. KH. Artani Hasbi (Rais Syuriyah PBNU/Ketua Komisi) 
Dr. H.A. Malik Madaniy, MA (Katib 'Aam PBNU) 

KH. Afifuddin Muhajir (Katib PBNU) 

Sholahuddin al-Aiyubi, M.Si (Katib PBNU) 

HM. Mujib Oulyubi, MH (Katib PBNU/Sekretaris Komisi) 

Drs. KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I. (Awan PBNU) 

H. Ahmad Asyhar Shofwan (PWNU Jawa Timur) 

Tgk. H. Syargawi Abdus Shamad (PWNU Aceh) 

Muhammad Jadul Maula (PWNU DIY) 


COENOUBRWN A 


10. Dr. Abdul Jalil, M.E.I (PWNU Jawa Tengah) 
11. H. Bachrudin Nasori, S.Si,. M.M. (Lembaga Wakaf PBNU) 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 
TENTANG PENANAMAN MODAL 


A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal adalah UU hasil revisi dari dua UU Penanaman Modal yang 
sudah lama berlaku di Indonesia, hampir 40 tahun umurnya, yaitu 
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing seba- 
gaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang 
Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penana- 
man Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 
12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Dalam UU tersebut, investasi sebagai penopang pemba- 
ngunan dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan 
ekonomi semata. Sebagaimana undang-undang (UU) yang sarat 
kepentingan asing, seperti UU Sumber Daya Air (SDA). 

Secara empirik semua hal di atas menggambarkan penjajahan 
asing dengan mengatasnamakan investasi. Bila kondisi demikian 
dibiarkan, Indonesia akan semakin berada dalam cengkeraman 
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penjajahan ekonomi di bawah rezim neoliberalisme global. Menu- 
rut Revrisond Baswir, Ekonom Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
(di Harian Republika Senin 9 April 2007), bahwa UU Penanaman 
modal terdapat sesat pikir di antaranya dengan beberapa aspek; 

Pertama, UU Penanaman Modal yang menggantikan UU 
No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang- 
Undang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) tersebut, jelas bersifat ahistoris. Artinya, UU itu cende- 
rung mengabaikan latar belakang Indonesia sebagai sebuah ne- 
gara yang pernah dijajah. Padahal sebagai akibat dari penjajahan 
selama 3,5 abad yang dialami Indonesia, telah menjadikan struk- 
tur perekonomian Indonesia berwatak kolonial. Hal ini dapat dili- 
hat dari kedudukan perekonomian Indonesia dalam hubungan- 
nya dengan pusat-pusat kapitalisme internasional dan berbagai 
komoditas strategis sekarang ini yang dikuasai oleh perusahaan- 
perusahaan asing. 

Kedua, para pendukung Undang-undang tersebut cenderung 
tidak menyadari keberpihakan mereka yang sangat berlebihan 
terhadap penanaman modal asing. Oleh karena itu mereka men- 
gabaikan kebutuhan untuk mengoreksi watak kolonial perekono- 
mian Indonesia. Sebagaimana sering mereka kemukakan, teru- 
tama ketika membela diri terhadap para penanam modal asing, 
juga membela diri terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu. Salah 
satu asas yang dipakai dalam menyusun Undang-Undang Pena- 
naman Modal adalah asas “perlakuan yang sama”, yang seharus- 
nya di bidang-bidang usaha strategis memberi perlakuan khusus 
kepada penanaman modal dalam negeri. 

Sepintas lalu tampak tidak ada masalah dengan asas terse- 
but. Namun bila dicermati berdasarkan sifat ahistoris UU itu, jus- 
tru penggunaan asas yang mengabaikan kebutuhan koreksi atas 
watak kolonial perekonomian Indonesia itulah pangkal semua 
masalah. Dipakainya asas “perlakuan yang sama” dalam penye- 
lenggaraan penanaman modal di Indonesia, di tengah-tengah 
struktur perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial, dengan 
sendirinya para pendukung UU itu secara terbuka menyatakan 
persetujuannya terhadap status quo yang mempertahankan 
watak kolonial dalam perekonomian Indonesia sampai saat ini. 

Undang-Undang Penanaman Modal itu telah menyempur- 
nakan kesalahan UU No.1/1967 yang telah membuka jalan bagi 
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berlangsungnya proses neokolonialisme di negeri ini. UU Pena- 

naman Modal telah menaikkan investasi asing, terutama sektor 

industri kimia dan farmasi. Misalnya pada tahun 2007 investasi di 

dua sektor tersebut mencapai 1,495 Miliar dolar AS. Inggris me- 

nempati urutan pertama realisasi investasi menurut negara asal 

sebesar 1,412 miliar dolar AS. Taiwan di urutan kedua dengan nilai 

investasi 396,4 juta dolar AS. (Data LTN NU 2007). Dengan UU 

Penanaman Modal seperti ini ada indikasi kuat kegiatan investasi 
asing cenderung naik. 

Pandangan ini secara mendasar telah mengabaikan hal ter- 
penting dalam ekonomi yakni aspek keadilan distribusi sehingga 
menciptakan jurang kesenjangan yang makin melebar. Inilah awal 
petaka bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin karena 
tidak mampu mengakses sumber daya alam, kesehatan, pendidi- 
kan, serta layanan publik lainnya. 


Pasal/Ayat Bermasalah 

1. UU Penanaman Modal memperlakukan sama antara penana- 
man modal asing dan penanaman modal dalam negeri: 

2. Pemerintah tidak akan menasionalisasi atau mengambil alih 
hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang- 
undang: 

3.  Penanam modal berhak untuk melakukan transfer dan repa- 
triasi dalam valuta asing: 

4. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing ha- 
nya pada produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan 
perang. 


Rekomendasi 

UU Penanaman Modal perlu direvisi, terutama: 

1. Penanaman Modal dalam negeri harus diutamakan untuk 
melindungi kepentingan ekonomi nasional, 

2. Negara berhak menasionalisasi dan mengambil alih kepemi- 
likan modal asing, jika situasi mengharuskan: 

3. Negara harus mengatur secara ketat praktek transfer dan re- 
patriasi aset oleh pemilik modal. 

4. Pembatasan bidang usaha bagi pemodal asing harus diper- 
luas terutama kepada sektor-sektor strategis dan yang me- 
nguasai hajat hidup orang banyak. 
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D. Dalil-Dalil 
1. Al-Quran 


QS. Al-Hasyr (59): 7: 


GA SA Jan NE BA Di اه من‎ A ما اء‎ 


Apa saja harta fai-i (rampasan) yang diberikan Allah - 
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka un- 
tuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta 


itu jangan (hanya) beredar di antara orang-orang kaya di antara 
kamu. (QS. Al-Hasyr (59): 7] 


Tafsir al-Qurthubiy: 

ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا النىء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء 

Li AS Ab Alt Jah a a بم قوق‎ 

خذ الرئيس ربعها لنفسهء وهو المرباع. (أبو عبد الله خد بن أحمد بن 

أبو بكر القرطبي» الجامع لأحكام القرأن» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 

عبد المحسن SAN‏ بيروت-مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
oat UHN EYY‏ الجزء العشرون» ص. (YOY‏ 


Makna ayat diatas, "Kami lakukan hal itu supaya para pemimpin, 
orang-orang kaya, dan orang-orang kuat tidak membagikan 
harta fai' (harta dari orang-orang kafir selain ghonimah) kepada 
di antara mereka, bukan kepada orang-orang yang fakir dan le- 
mah karena (kebiasan) orang-orang Jahiliyah, ketika mendapat- 
kan harta ghonimah, pemimpinnya mengambil seperempat un- 
tuk dirinya. 


At-Tafsir al-Munir: 
JAN وهذا مبدأ إغناء الميع» وتحقيق السيولة للكل. (وهبة الزحيليء التفسير‎ 
بيروت-دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى»‎ gelly فى العقيدة والشريعة‎ 
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(AN الجزء الثامن والعشرون» ص.‎ AS 4١ 


Ini adalah prinsip mengusahakan kecukupan ekonomi kepada 
seluruh rakyat dan mewujudkan pemerataan kekayaan bagi 
mereka. 


Negara harus memprioritaskan peran bangsa sendiri dalam 
mengelola kekayaan dalam negeri. 


. Hadits Nabi Saw. 


sa Jala WAN عن سعيد ا‎ 
ola). gal Ka زوق‎ edah 


Dari Sa'id bin a a Umar bin Khatthab, beliau berkata: 
Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang menyediakan barang ke- 
butuhan itu diberi rezeki, sedangkan penimbun barang kebutu- 
han itu terkutuk. (HR. Ibnu Majah) 


. Aqwal al-Shahabah 


Umar ibn al-Khath-thab ra.: 
“Seandainya ada kambing mati di tepi sungai Eufrat, tentu eng- 


kau akan mengetahui saya mempertanggung jawabkannya di 
hadapan Allah pada hari kiamat” 


Ini berarti bahwa pemimpin tidak boleh membuat kebijakan 
yang salah dan dapat merugikan rakyat, bahkan tidak boleh 
pula merugikan binatang. 


4. Aqwal al-Ulama 


Al-Madkhal al-Fiqhy al-'Amm: 
هذه القاعدة ترسم حدود‎ "idad مَنُوط‎ KN Je La 
الإدارة العامة والسياسة الشرعية فى سلطان الولاة وتصرفاتهم على‎ 


دي 
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الرعية. فتفيد أن أعال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافدة على الرعية 
الملزمة لها فى حقوقها العامة والخاصة يحب أن تبنى على مصلحة الماعة 
وتهدف إلى خيرها. ذلك لأن الولاة من الخليفة فن دونه من العال 
المعظفين في فروع السلطة المكومية ليسوا Ve‏ لأنقسهم. ly‏ وكلاء 
عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم وصيانة 
الحقوق والأخلاق وضبط الأمن ونشر العام وتسهيل المرافق العامة 
وتطهير امجقع من الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها 
ومستقبلها بأفضل الوسائل مما يعتبر عنه بالمصلحة العامة. فكل عمل أو 
تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استتشار أو 
استبداد أو يؤذي إلى ضرر أو فساد هو غير جائز. (مصطفى أحمد 
الزرقاء» المدخل الفقهي العام» دمشق-مطبعة طربين» الطبعة العاشرةء 


T 


(Nyo: الجزء الثاني ص‎ ANAA / BATAY 


Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus mengacu pada ke- 
maslahatan. Kaidah ini menggariskan batas-batas aturan seca- 
ra umum dan batas-batas politik Islam mengenai kewenangan 
para pemimpin dan pelaksanaan tugas-tugas mereka untuk 
rakyat. Kaidah in dapat dipahami, bahwasanya pelaksanaan 
tugas-tugas para pemipin serta kebijakan-kebijakan mereka 
yang terkait dengan hak-hak rakyat secara umum dan khusus, 
wajib dilakukan atas dasar kemaslahatan umum dan dimaksud- 
kan untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Hal itu karena para 
pemimpin sebagai kholifah, dan lainnya sebagai pejabat dalam 
berbagai urusan bukanlah untuk diri mereka. Tetapi mereka 
adalah orang-orang yang mewakili rakyat dalam melaksanakan 
berbagai urusan untuk menegakkan keadilan, menghindarkan 
kedhaliman, menjaga hak-hak dan moral, menciptakan ke- 
amanan, mengembangkan keilmuan, memberikan santunan so- 
sial, membebaskan kemafsadatan, mewujudkan segala sesuatu 
yang terbaik bagi rakyat pada saat ini dan mendatang dengan 
berbagai sarana untuk kemaslahatan umum. Tidak boleh ada 
tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan 
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kemaslahatan yang dapat mendatangkan kemudaratan atau 
kerugian rakyat." 
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II 
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI 


A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 
menjadi pintu masuk memperkuat neoliberalisme di Indonesia 
yang memperkokoh watak kolonialisme dalam pengelolaan Mi- 
gas Nasional. Landasan yang digunakan adalah UU Migas No. 
22/2001 yang menggantikan UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 
8/1971. 

UU Migas tersebut disusun atas desakan International Mone- 
tary Fund (IMF) melalui Letter of Intent (LOI) sebagai kompensasi 
dana pinjaman IMF untuk menanggulangi krisis moneter yang 
dialami Indonesia. Penyusunan RUU Migas dan peraturan pelak- 
sanaannya (Peraturan Pemerintah) dibiayai oleh World Bank me- 
lalui USAID. 

Sehigga RUU Migas (kami istilahkan Jilid I) yang diajukan 
oleh Mentamben Kuntoro Mangkusubroto pada era Presiden 
Habibie ditolak oleh DPR. Meski dalam Pemandangan Umum- 
nya di DPR pada tanggal 1 Maret 1999 Mentamben Kuntoro 
Mangkusubroto mengajukan dalil bahwa monopoli Pertamina 
selama ini telah berdampak pada ineffisiensi dan KKN. 

Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Mentamben Susilo 
Bambang Yudhoyono mengajukan kembali RUU Migas Jilid | 
yang sudah ditolak DPR dalam bentuk RUU Migas Jilid Il dengan 
substansi yang sama dengan RUU Migas Jilid I. Namun penga- 
juan tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman 
Wahid dan mentok di Sekneg dan tidak bisa diteruskan untuk 
dibahas di DPR. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid meng- 
ganti Susilo Bambang Yudhoyono dengan Purnomo Yusgiantoro 
sebagai Menteri ESDM. 

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan pada 23 
Juli 2001, Menteri ESDM Purnomo Yuggiantoro tetap dipertah- 
ankan pada posisinya oleh Megawati Soekarnoputri. Dan di era 
Presiden Megawati RUU Migas yang kemudian menjadi UU No. 
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22/2001 berhasil digolkan. Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri 

ESDM kemudian mengimplementasikan UU Migas No. 22/2001 

hampir 9 tahun, yaitu di era Presiden Megawati dan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan Sistem Migas antara 

lain: pertama, kuasa Pertambangan dicabut dari Pertamina. Yang 

berkontrak dengan Perusahaan Minyak Asing/Swasta adalah 
Pemerintah yang diwakili oleh Lembaga baru: BP Migas. 

Kedua, BP Migas berstatus Badan Hukum Milik Negara, se- 
hingga penjualan migas bagian Negara harus dilakukan dengan 
menunjuk pihak Ketiga dan Blok produksi yang sudah selesai 
Kontrak tidak akan pernah bisa diambil alih/dioperasikan oleh 
BP Migas. 

Ketiga, management/pengelolaan Cost Recovery dan assets 
yang dibeli dengan dana cost recovery beralih dari Pertamina ke 
BP Migas. 

Keempat, pertamina sebagai Perusahaan minyak yang ter- 
integrasi, harus dipecah atas Perusahaan Hulu dan Perusahaan 
Hilir yang terpisah. Kelima, di hilir dibentuk BPH Migas sebagai 
Regulator dan Perusahaan asing bisa masuk melalui izin dari 
Pemerintah dan Harga BBM dan Gas untuk dalam negeri dise- 
rahkan ke mekanisme pasar, dsbnya. 

Kemudian Pengelolaan Pertambangan umum non migas 
dalam UU Pertambangan No. 11/1967 menganut pola hubu- 
ngan Bussines to Goverment dengan Perusahaan Tambang di- 
mana Pemerintah berkontrak dengan Perusahaan Tambang 
Asing dalam bentuk Kontrak Karya (CoW) yang merupakan 
kelanjutan dari Sistem Konsesi Zaman Kolonial berdasarkan In- 
dische Mijnwet 1899. Posisi Pemerintah 'sejajar' dengan Kon- 
traktor. Kontraktor diwajibkan membayar Pajak dan Royalti/ 
PNBP sekitar 196 untuk emas. Seluruh isi Kontrak baru bisa di- 
rubah setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak, ter- 
masuk kontrak yang menyangkut besaran royalti. Regulasi/ PP 
No. 13/2000 yang merubah royalti emas dari 1% menjadi 3.75% 
hingga saat ini tidak digubris oleh Pemegang Kontak Karya. 
Pemerintah tidak berdaya karena Pemerintah yang berkontrak. 
Kedautan Negara hilang! 

Dengan Kontrak Karya dan sejenisnya (PKP2B), management 
sepenuhnya ditangan Pemegang Kontrak. Pemegang Kontrak 
“berkuasa penuh" atas wilayah konsesi. 
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Sistem Kontrak Karya telah disadari merugikan Negara. 

Disamping kedaulatan negara atas kekayaan bahan tambang 
mineral dan batubara tergerus (karena yang berkontrak adalah 
Pemerintah), perolehan Negara (Pajak dan PNBP) dari pertam- 
bangan umum relatif masih amat sangat kecil (karena royalti 
yang sangat sangat kecil), juga management kontraktor tam- 
bang sepenuhnya berada ditangan mereka. 


B. Pasal/ayat Bermasalah 

1. Penunjukan kuasa hukum dalam pelaksanakan kontrak (BP 
Migas) menyebabkan Pemerintah kehilangan otoritas untuk 
melakukan perubahan kontrak secara sepihak; 

2. Royalti kepada Negara dari hasil pengelolaan Sumber Daya 
Alam terlalu kecil; 

3. Belum ada pengaturan bagi hasil untuk Daerah dimana lo- 
kasi Migas itu berada. 


C. Rekomendasi 

1. Pemerintah harus memiliki otoritas dalam pengelolaan Mi- 
gas untuk melakukan perubahan kontrak karya secara sepi- 
hak. 

2. Rasio penerimaan Negara dari hasil pengelolaan Sumber 
Daya Migas minimal mencakup; usyur (1096) dan ditambah 
dengan khoroj (pajak) sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku. 

3. Harus ada pengaturan bagi hasil untuk daerah tempat sum- 
ber daya Migas secara adil dan proporsional. 


D. Dalil-Dalil 
1. Al-Quran 
QS. Al-Baqarah: 29: 


هُوَ الذي IE‏ لم ما في at SN‏ اشتوى إلى Sa‏ 
سبع سمَوَاتٍ وهو يكل شَيْءٍ ae‏ (البقرة: (YA‏ 

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu, dan kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, 


lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui se- 
gala sesuatu. (QS. al-Baqarah (2): 29) 
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2. Aqwal al-Ulama 


Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu: 

والخلاصة أن المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند ASIN‏ فى مشهور 

EE e المذهب لأن‎ 

لأدى الأمر إلى لفتن والهرج. (وهبة الزحيليء ١‏ لفقه GI‏ وأدلته» 

روت دار الطبعة الثالثة SITI‏ ۱۹۸۹م الجزء 
الخامس» ص (OAL-0AY‏ 


Kesimpulan; tambang benda keras atau cair adalah milik nega- 
ra, menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur. 
Oleh karena tambang itu dapat saja ditemukan oleh orang- 
orang yang jahat, maka kalau tidak menjadi milik negara, ten- 
tu dapat mendatangkan banyak malapetaka, dan kekacauan. 


Al-Asybah Wa an-Nadha-ir: 
we uga هذه‎ D KA 0 19 e A 


Dg 0‏ الإمام | wi‏ والقسمة لا بد لي KA‏ 4 
العدل تقدم الأحوج وا e‏ بين متساوي الحاجات. (جلال الد 
السيوطي, الأشباه والنظائرء بيروتدار الكتب العلمية» ۳ m‏ 
ص (NYAN‏ 


Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus terkait 
dengan kemaslahatan mereka. Teks kaidah ini oleh Imam As- 
Syafi'i, dan beliau bersabda: “Kedudukan pemimpin terhadap 
rakyatnya itu seperti kedudukan seorang wali anak yatim. Se- 
sungguhnya tugas pemimpin itu membagikan hak-hak rakyat. 
Sedangkan pembagian hak itu harus adil, dan termasuk adil 
itu mengutamakan orang yang lebih membutuhkan, dan me- 
nyamaratakan bagian di antara orang-orang yang setingkat 
kebutuhannya. 
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IH 
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 


A. Latar Belakang 

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (UU Minerba) disahkan sebagai perubahan atas UU No. 
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. 
Perubahan dilakukan terutama untuk mengembalikan fungsi 
dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya 
alam yang dimiliki dan diharapkan dapat membawa perbaikan 
dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. Dengan 
demikian amanat UUD 1945 bahwa "Bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dapat 
diwujudkan. 

Jika dibandingkan dengan UU No 11 tahun 1967, UU Mi- 
nerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup 
mendasar. Di antaranya penghapusan sistem kontrak karya bagi 
pengusahaan pertambangan yang digantikan dengan sistem 
Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

UU Minerba juga mengakomodasi kepentingan daerah, 
dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas 
wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan. 

Meskipun ada beberapa pasal perbaikan, UU Minerba dinilai 
belum mengatur secara lebih detail hal-hal yang berkaitan de- 
ngan kejelasan arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan 
strategi pertambangan nasional yang akan dituju. 

UU Minerba masih bersifat umum sehingga tidak bisa ope- 
rasional. Karena itu teknis pelaksanaannya banyak diserahkan 
kepada Pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) dan atau 
peraturan daerah (Perda). Dari 175 pasal UU Minerba, setidak- 
nya terdapat 22 pasal yang mengharuskan adanya peraturan 
pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemeirntah (PP), dan 3 
pasal dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). UU 
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tersebut tidak memberikan kepastian arah dan gambaran pe- 

ngelolaan sektor pertambangan. UU tersebut juga masih me- 

miliki beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus. Antara lain, pertama, tidak adanya norma yang menga- 

tur adanya kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (Do- 

mestic Market Obligation/DMO). Akibatnya terjadi kasus pem- 

bangkit listrik PLN yang tidak mendapatkan pasokan batu bara 
pada saat pertumbuhan produksi batu bara begitu besar. 

Kedua, ketidakjelasan besaran penerimaan negara dari pa- 
jak dan nonpajak untuk sektor pengusahaan Minerba yang ber- 
akibat penerimaan penerimaan negara tidak optimal (potencial 
lost). 

Ketiga, pemberian kewenangan IUP kepada pemerintah 
daerah tanpa disertai kesiapan kerangka acuan tentang strategi 
kebijakan pertambangan nasional. Akibatnya pengelolaan dan 
eksploitasi pertambangan di daerah-daerah tidak terkontrol. 
Berdasarkan data, semenjak otonomi daerah digulirkan, tidak 
kurang dari 3.000 izin dan kuasa pertambangan telah diterbit- 
kan oleh pemerintah daerah tanpa kontrol dan pengawasan 
yang memadai. 

Keempat, UU Minerba juga tidak mampu 'mengintervensi' 
dan memperbaiki kontrak-kontrak pertambangan yang telah 
ada selama ini. Pasal 169 (a) UU Minerba menyebutkan bahwa 
kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang 
ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kon- 
trak/perjanjian. 

Terkait dengan beberapa kekurangan UU Minerba, maka di- 
pandang mendesak dilakukan perbaikan UU ini sehingga ada 
arah, kebijakan, dan strategi sektor pertambangan nasional 
yang jelas dan terukur. 


B. Pasal/Ayat yang Bermasalah 


1. Tidak adanya norma yang mengatur adanya kewajiban me- 
masok kebutuhan dalam negeri; 

2. Ketidakjelasan penerimaan negara dari pajak dan non pajak 
dari sektor pengusahaan Minerba; 

3. Terlalu besarnya kewenangan yang diberikan kepada peme- 
rintah daerah untuk mengeluarkan IUP tanpa disertai kesia- 
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pan kerangka acuan tentang strategi kebijakan pertamba- 
ngan nasional yang jelas. 

4. Tetap diberlakukannya kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebe- 
lum Undang-Undang ini berlaku sampai jangka waktu be- 
rakhirnya kontrak/perjanjian, meskipun fakta menunjukan 
kontrak itu dibuat dengan tidak menguntungkan Negara. 


C. Rekomendasi 

1. Perlu adanya norma yang mengatur kewajiban memasok ke- 
butuhan Minerba dalam negeri; 

2. Rasio penerimaan Negara dari hasil pengelolaan sumberda- 
ya Minerba minimal mencakup; usyur (1096) dan ditambah 
dengan khoroj (pajak) sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku: 

3. Otoritas terkait pemberian izin penambangan tetap harus 
menjadi kewenangan pemerintah pusat: 

4. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertam- 
bangan batubara yang berlaku sebelum Undang-Undang 
ini harus menyesuaikan dan tidak menunggu sampai jangka 
waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 


D. Dalil-Dalil: 
1. Al-Quran 
OS. Al-Bagarah: 29: 


هُو الي GS‏ لم ما في Pa ANN‏ اشتوى إلى Gagas GAN‏ 
سَبْعَ سَمَواتِ وَهْوَ ِكل شَيْءٍ ake‏ (البقرة: (YA‏ 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu, dan kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, 


lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui se- 
gala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah (2): 29) 


OS. Pa 267: 
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(YY حمِيدٌ. (البقرة:‎ SAN E فيه وَاعْلَمُوا‎ 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan- 
lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ke- 
tahuilah, bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. 
al-Baqarah (2): 267) 


. Aqwal al-Ulama 


Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: 

والخلاصة ان المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند المالكية فى مشهور 

المذهب لأر 00 قد يجدها شرار الناس 0 i‏ يكن حكمها للإمام 

لاد الأمر: إلى لفتن والهرج. (وهبة JI‏ لفقه الإسلاي TANP‏ 

P P‏ الطبعة NAAA / ھ۱٤۰۹ A‏ الجزء 
الخامس» (SAL-OAY‏ 


Kesimpulan; tambang benda keras atau cair adalah milik nega- 
ra, menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur. 
Oleh karena tambang itu dapat saja ditemukan oleh orang- 
orang yang jahat, maka kalau tidak menjadi milik negara, ten- 
tu dapat mendatangkan banyak malapetaka, dan kekacauan. 


Al-Asybah Wa an-Nadha-ir :‏ 
Si‏ ف Wi‏ على dalah ba EN‏ هذه القاعدة نص las‏ 
٠ ya‏ وقال: "مره s AN‏ من 9 مارا di‏ مِنْ A Tea‏ 
UN;‏ وظيفة الإمام | m na‏ 
العدل تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات. (جلال الد 
السيوطى» الأشباه والنظائرء ببروت دار الكتب العلمية» wi Y‏ 
ص. GAN‏ 


N 
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ASR 25 
Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus terkait 
dengan kemaslahatan mereka. Teks kaidah ini oleh Imam As- 
Syafi'i, dan beliau bersabda: “Kedudukan pemimpin terhadap 
rakyatnya itu seperti kedudukan seorang wali anak yatim. Ses- 
ungguhnya tugas pemimpin itu membagikan hak-hak rakyat. 
Sedangkan pembagian hak itu harus adil, dan termasuk adil itu 
mengutamakan orang yang lebih membutuhkan, dan menya- 
maratakan bagian diantara orang-orang yang setingkat kebu- 
tuhannya. 


Al-Muwafaqat: 

BSE على ا ا‎ a aA 

أصول الشريعة» تحفيق: m‏ عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى» (SN 5١17‏ ۱۹۹۷م الجزء SEN‏ ص (AM‏ 


Kemaslahatan umum harus diutamakan atas kemaslahatan 
khusus. 
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IV 
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 
TENTANG SUMBER DAYA AIR 
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A. Latar Belakang 


Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral 
dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia 
di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan 
karunia Allah SWT untuk dimanfaatkan, juga seharusnya dijaga 
kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. 
Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber- 
sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. 

Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keber- 
langsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan 
menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama tidaklah 
salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang- 
Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yai- 
tu pasal 33 (2) UUD 45 yang berisi: Ayat (2): "Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara"; Ayat (3): "Bumi, air, 
dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmu- 
ran rakyat."; Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke- 
mandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional 

Sejarah pengaturan kebijakan air di Indonesia selama masa 
penjajahan Belanda ditetapkan dalam Algemeen Waterregla- 
ment (AMR) di tahun 1936 tentang peraturan perairan umum. 
Pada masa itu pemerintah Belanda tidak membebani masyarakat 
pengguna air untuk membayar iuran namun hanya ditekankan 
pada masalah pemeliharaan bersama. Walaupun pelaksanaan 
peraturan tersebut lebih diuntukkan untuk kepentingan penja- 
jah, namun pada masa itu air belum menjadi komoditas yang 
bisa diperjualbelikan. Pada masa orde lama keluarlah Undang- 
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undang Pokok Agraria (yang selanjutnya populer dengan sebu- 
tan UUPA) di tahun 1960. Pengaturan air dalam UUPA dapat 
dilihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2: " Seluruh bumi, air 
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha 
Esa merupakan kekayaan nasional." Ayat 3: " Hubungan antar 
bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa terma- 
suk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi". 

Pada era pemerintahan Sokearno tersebut pemerintah tetap 
mengakui keberadaan swasta yang dikelola oleh putra bang- 
sa atau swasta nasional dan dilarang keras untuk melakukan 
monopoli. UUPA sendiri secara konsepsi mampu memberikan 
pencerahan kepada kehidupan petani karena menjanjikan pe- 
nataan sumber-sumber agraria umumnya dan pengelolaan air 
secara khusus untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian. 
Beberapa kenyataan di atas mengindikasikan bahwa peman- 
faatan air masih seputar untuk mendukung kebijakan pertanian. 

Di bawah rezim orde baru konsep "pembangunan" menjadi 
agenda penting kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. 
Konsep bahwa politik adalah panglima di masa orde lama di- 
gantikan menjadi ekonomi adalah panglima. Keberhasilan pem- 
bangunan di kaitkan dengan kenaikkan GNP (Gross National 
Product). Di Indonesia ideologi dan teori pembangunan terse- 
but dilaksanakan dengan kontrol yang ketat oleh pemerintah. 
Kontrol ketat tersebut dimaksudkan supaya pembangunan yang 
bertumpu pada bantuan hutang luar negeri dan investasi dari 
perusahaan transnasional lainnya dapat berjalan mulus. Karena 
persyaratan agar modal dan investasi asing bisa masuk ke In- 
donesia adalah dengan terjaminya stabilitas politik dan keama- 
nan disamping tersedianya tenaga buruh murah dan lemahnya 
UU lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong aktifnya peran 
swasta dalam setiap sektor-sektor pembangunan di Indonesia. 

Masuknya hutang luar negeri di sektor air dimulai pada pe- 
riode 1970-an saat Soeharto mencanangkan program revolusi 
hijau atau swasembada pangan. Kebijakan tersebut memang 
berhasil membawa Indonesia kepada keberhasilan swasembada 
beras di tahun 1984, tetapi keberhasilan tersebut harus dibayar 
mahal dengan "keharusan" masuknya bisnis swasta ke sektor 
air karena program swasembada pangan tersebut dibiayai oleh 
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hutang luar negeri. Hal itu juga yang mendorong pemerintah 
mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Pe- 
nguasaan negara pemerintah untuk mengelola sendiri persoa- 
lan pengelolaan sumberdaya air ternyata menimbulkan persoa- 
lan tersendiri, karena terbukti bahwa Negara tidak mempunyai 
sumberdaya yang memadai untuk pengelolaan tersebut. Maka 
pemerintah-pun beralih ke paham selanjutnya yaitu meningkat- 
kan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sum- 
berdaya air tersebut. Mulai awal tahun 1980-an tampak upaya 
dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, khu- 
susnya dalam sektor sub-irigasi dan penyediaan air bersih. 
Setelah itu pada dekade 1990-an, upaya menarik minat dan 
menggandeng swasta dalam sektor pengairan tampak sema- 
kin gencar dilakukan. Upaya penarikan pihak swasta terhadap 
pengelolaan SDA tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintahan 
orde baru waktu itu yang dikendalikan oleh kekuatan modal as- 
ing. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara semasa orde 
baru tidak lain bertujuan untuk memuluskan program pemba- 
ngunan yang bertumpu pada bantuan dan hutang luar negeri 
serta investasi dari perusahaan transnasional lainnya. Kebijakan 
pemerintah orde baru menyeret ketergantungan Negara kepada 
bantuan asing yang selalu meningkat dalam setiap repelita. 
Masa reformasi ternyata belum bisa merubah substansi kebi- 
jakan di sektor air, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan jeratan 
hutang yang menimpa bangsa Indonesia akibat politik "pem- 
bangunan" di masa lalu. Hal tersebut tercermin dari kelahiran UU 
No. 7 tahun 2004 yang diindikasikan banyak pasalnya yang me- 
langgengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya 
air. Sebagaimana telah diketahui pada tanggal 19 Februari 2004, 
DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumber- 
daya Air menjadi undang-undang baru. Undang-undang ini 
menggantikan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kelahi- 
ran Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 
tersebut mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan. 
Sebuah undang-undang, yang mengatur pengelolaan air lebih 
terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan 
mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air, 
memang sangat dibutuhkan tetapi pada kenyataannya Undang- 
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Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tersebut 
tampak didominasi oleh kepentingan ekonomis, air yang seha- 
rusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya dikuasai dan dike- 
lola bersama karena bersangkutan dengan hajat hidup orang 
banyak justru dikomersialisasikan karena ada pandangan yang 
melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi 
ekonomi tinggi. 


B. Pasal/Ayat Bermasalah 


Hak guna usaha air dalam operasionalnya telah dikomersial- 
kan; 

Hak guna usaha air diberikan kepada perorangan atau badan 
usaha swasta/asing atas izin pemerintah; 

Ketiadaan peraturan UU yang melindungi ketahanan perse- 
diaan air dan mengendalikan mekanisme pengusahaan air 
untuk ekspor ke negara lain; 

Praktik penggalian sumber air tidak mempedulikan dampak 
ekologi, ketahanan suplai air, dan standar eksplorasinya; 


1. 


2. 


3. 


C. Rekomendasi 


Hak guna air harus dimiliki oleh negara agar terwujud sebe- 
sar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikomersil- 
kan; 

Hak guna pakai air dan hak guna usaha air harus mencer- 
minkan kolektivitas antar pengguna; dalam hal ini pemerin- 
tah sebagai regulator pemerataan hak guna pakai tersebut; 
Diperlukan UU yang melindungi ketahanan cadangan air 
dan mengendalikan praktik ekspor air ke luar negeri; 
Penggalian sumber daya air harus mempedulikan dampak 
ekologi dan pencemaran lingkungan yang merusak standar 
kehidupan rakyat banyak; 

Beberapa pasal UU Sumber Daya Air bertentangan dengan 
jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 yang me- 
ngutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat 
dan mengutamakan demokrasi ekonomi. Untuk itu, bebera- 
pa pasal tersebut harus segera dibatalkan. 

Semangat resentralisasi pengelolaan sumberdaya air yang 
diwujudkan dalam kewenangan pengelolaan berdasarkan 
luasan sawah (i) dibawah 1000 ha untuk Pemerintah Kabu- 


1. 
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paten, (ii) 1000-3000 ha untuk Pemerintah Propinsi: dan (iii) 

lebih dari 3000 ha untuk Pemerintah Pusat, sangat berlawa- 

nan dengan semangat partisipasi rakyat, desentralisasi dan 
otonomi daerah. Resentralisasi ini harus dihapuskan. 


D. Dalil-Dalil 
1. Al-Quran 
OS. Al-Furgan: 48 - 49: 


وغو Eits » PARA‏ مِنَ السَمَاءِ مَاء 
Asal‏ لخي Bika‏ ميا kia,‏ يما GS Gia WAN WE‏ 
(الفرقان: 245-48 ) 

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) kabar gembira dengan 
kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari lan- 
git air yang Amat bersih. Agar Kami menghidupkan dengan air 
itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum 
dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang- 


binatang ternak dan manusia yang banyak. (QS. Al-Furqan 
(25): 48-49) 


QS. Al-Mukminun: 18 - 20: 
به‎ = 0 ii; AN 2 a sk ry وار‎ 


Ke A 7 Ni iis og 5 
(YANA (المؤمنون:‎ SI 


Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu 
Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya Kami 
benar-benar berkuasa menghilangkannya. Lalu dengan air itu, 
Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; 
di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang 
banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. 
Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang 
menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang- 
orang yang makan. (Q.S. Al-Mu`minun (23): 18-201. 
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QS. Al-Qomar: 28: 

(YA (القمر:‎ . nisan شرب‎ Sa As أنَّ الْمَاءَ‎ 2333 
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu 
terbagi antara mereka (dengan unta betina itu): tiap-tiap gili- 


ran minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (Q.S. al-Gamar 
(54): 281. 


2. Hadits Nabi Saw. 
4 براق‎ z2 Ros a W 4 5 PARA Aa TA 
AU IE روط‎ E ب ين المح‎ 
ثلآثْ: في‎ San (آلئٿاش‎ Ja Hied صلى الله عليه وسام‎ 
واه أَحْمَدُ وأو دَاوْد.‎ 3 GS فا‎ celah, لكلا‎ 
Dari seorang sahabat ra, berkata: Saya berperang bersama 
Rasulullah Saw., kemudian saya mendengar beliau bersabda: 


"Manusia itu berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api” 
(H.R. Ahmad dan Abu Dawud) 


3 


Jé Jang ade الله صل الله‎ Ogan G KE الله‎ ai آي‎ Na 
متفق عليه‎ (SKI به‎ al sliil J 225 (لا‎ 


Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 
Tidak boleh dilarang, kelebihan air (untuk keperluan lain, dan 
tidak boleh) dilarang untuk mengairi rerumputan (di sekeliling- 
nya). (HR. Bukhari dan Muslim) 


3. Agwal al-Ulama 
Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj: 


(والمياه المباحة) بأن لم تملك (من الأودية) كالتيل AG‏ ودجلة 
(والعيون) الكائنة (JLH G)‏ ونحوها من الموات وسيول الأمطار 
(يستوي الناس فها) خر [الناس شركاء في ثلاث: الماءء NG‏ 
والنار] وص إثلاثة لا يمنعن: الماء SSI,‏ والنار] فلا يجوز لأحد 
تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجاع وعند الازدحام مع ضيق الماء أو 
مشرعه pah‏ الأسبق والا أقرع eat‏ (شمس الدين الرملي» bal Ake‏ 
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شرح المہاج» Day‏ دار ANANE / ANG 4 K‏ الجزء 
gan‏ عو OO‏ 


Air yang dibolehkan untuk umum, adalah air tanpa pemi- 
lik yang berasal dari sungai, seperti sungai Nil, sungai Furat, 
sungai Dijlah, dan air dari sumber air di gunung-gunung, dan 
sesamanya; seperti air dari tanah tanpa pemilik, dan air dari 
aliran air hujan. Semua itu menjadi hak bagi siapa saja secara 
merata karena hadits Nabi Saw.: “Manusia itu berserikat dalam 
tiga hal; yaitu air, rumput, dan api". Oleh karena itu, berdasar- 
kan ijma' (konsensus) ulama tidak boleh bagi siapa pun me- 
nguasai penggunaannya, dan tidak boleh pula bagi penguasa 
/ pemerintah membuat keputusan untuk menguasainya. Ketika 
banyak orang membutuhkan air yang ketersediaannya tidak 
memadai, seharusnya diutamakan orang yang lebih dahulu. 
Jika semuanya dalam waktu bersamaan, seharusnya digilir se- 
cara bergantian. 
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RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG PANGAN 


A. Latar Belakang 

Beberapa waktu terakhir ini banyak pihak sibuk mencermati 
RUU Pangan yang baru diluncurkan oleh DPR. Tidak dipungkiri 
bahwa semangat yang dikandung dalan RUU ini sedikit lebih 
maju dibanding UU Pangan yang akan digantikannya. Sekurang- 
kurangnya, hal ini tampak dari: (i) orientasi kedaulatan dan ke- 
mandirian pangan, (ii) semangat otonomi daerah, keragaman 
pangan dan potensi lokalita, (iii) pembenahan kelembagaan 
pangan berbasis multidimensi, dan (iv) standarisasi keamanan 
pangan. 

Setelah dicermati rumusan pasal demi pasal, keberadaan 
pasal-pasal sebagai jabarannya ternyata nuansa yang tersurat 
maupun yang tersirat sangat jauh dari semangat reorientasi 
tersebut. Bahkan justru berbau penjajahan dan kolonialisasi ter- 
hadap sistem pangan nasional RI. 

Dalam bahasa Bung Karno, hal seperti itu pada tahun 
1960an disebut sebagai NEKOLIM: neokolonialisme dan neoim- 
perialisme. BK juga menyindir mereka yang membuka diri bagi 
maraknya penjajahan baru dalam urusan ekonomi politik seba- 
gai antek Nekolim. 

Dewasa ini tidak mudah membedakan antara pemikiran 
Nekolim, antek Nekolim dan negarawan. Itu yang bisa dilihat 
terkait dengan beberapa permasalahan besar di balik urusan im- 
portasi beras, kedelai, daging sapi dan garam dapur. Hal itu pula 
yang mewarnai investasi persawitan nusantara. Nuansa abu-abu 
yang sama juga muncul dalam materi yang dikandung dalam 
RUU Pangan yang ambigu. 

RUU ini berpotensi memarjinalisasi kehidupan kaum Nahdli- 
yyin pada tingkat basis yang notebene adalah mayoritas warga 
Negara Indonesia. Jika dicermati, materi yang dikandung dari 
RUU ini lebih menonjolkan orientasi impor, membuka pasar bagi 
siapapun, dan desentralisai tanpa kendali. Adanya ketentuan 
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yang tersurat dalam pasal-pasal keamanan pangan, standari- 
sasi mutu, pemenuhan gizi, dan lain-lainya, diperkirakan akan 
memberatkan warga NU. Karena itu warga NU hanya punya dua 
pilihan: melanggar UU Pangan atau keluar dari pasar sebagai 
produsen maupun penjual pangan segar maupun olahan. Ber- 
bagai pasal RUU ini yang menyebutkan beragam sanksi dalam 
pelanggaran pemenuhan standard bisa menjadi proses krimi- 
nalisasi terhadap rakyat kecil dan fakir-miskin pelaku ekonomi. 


Pasal/Ayat Bermasalah 


RUU ini memberikan peluang terlalu besar untuk impor yang 
dapat merugikan petani; 
RUU ini berorientasi pada ketahanan pangan, dan bukan 
pada kedaulatan pangan. 


. Rekomendasi 
1. 


RUU ini harus membatasi impor pangan demi terwujudnya 
kedaulatan pangan dan perlindungan kepada petani; 

RUU ini harus tetap menjadikan dan membina petani seba- 
gai produsen pangan nasional utama, dan tidak mengalih- 
kan tanggung jawab produksi pangan kepada perusahaan; 
Untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan per- 
lu ada Lembaga Negara yang khusus menangani masalah 
tersebut. Lembaga ini memiliki kedudukan setingkat Kemen- 
terian atau lebih tinggi dan harus memiliki kapasitas koordi- 
nasi urusan pangan yang multi dimensi sifatnya. 

RUU ini juga harus menekankan perlunya upaya perlindu- 
ngan dan pemberdayaaan terhadap rakyat tani. 


. Dalil-dalil 


i; 


2. 


2. 


1. Al-Quran 


QS. Al-Mu'minun: 8: 

(A رَاعُونَ. (المؤمنون:‎ Bara A والذِينَ م‎ 
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya. (QS. al-Mu'minun (23): 8] 


3A 
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Tafsir Al-Razi: 

والراعي القائم على الشيء لحفظ واصلاح كراعي AN‏ وراعي الرعية 

(خر الدين الرازيء التفسير A‏ بروت دار الفكر» PANAS‏ 
aAA‏ الغالث والعشرون+ ago‏ ۲ ۸) 


Pemimpin yang melaksanakan sesuatu untuk memelihara dan 
mewujudkan kemaslahatan itu laksana penggembala domba, 
dan pemimpin rakyat. 


2. Hadits Nabi Saw. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما له Ip‏ الله صلى الله 
وم يقول: 00 da‏ عَنْ se)‏ بيه A‏ راع 323 
Jak‏ عَنْ la‏ رواه البخاري ومسام 


Dari Abdullah ibn Umar ra, bahwasanya ia mendengar Ra- 
sulullah Saw. bersabda: Kalian semua adalah pemimpin, dan 
akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. 
Imam (kepala negara) adalah pemimpin, dan akan dimintai 
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


دي 


. Agwal al-Ulama 


Al-Asybah Wa an-Nadhaiir: 

de هذه القاعدة نص‎ ialadh Bis KEN Je NI Ss 

الشافي. وقال: Aa Aja‏ ه من se dl: ew‏ ال ردن 

الدين السيوطي, الأشباه والنظائرء بيروت دار الكتب العلميةء 
OT‏ 


Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus ter- 
kait dengan kemaslahatan mereka. Teks kaidah ini oleh Imam 
As-Syafi'i, dan beliau berkata: “Kedudukan pemimpin terhadap 
rakyatnya itu seperti kedudukan seorang wali anak yatim. 
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VI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 


A. Latar Belakang 


Konsekuensi dari komitmen Indonesia masuk menjadi ang- 
gota WTO sejak tahun 1994, telah diikuti dengan kesertaan 
dalam penandatangan GATS (General Agreement on Trade in 
Services). Kemudian Indonesia pada bulan Desember 2005 
menandatangani GAT's (General Agreement on Trade in Services) 
yang mengatur liberalisasi perdagangan pada 12 sektor. Perjan- 
jian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk 
pelayanan sektor publik yang harus diprivatisasi. Arah liberalisasi 
pendidikan sejalan dengan logika ekonomi kapitalisme dengan 
menjadikan pendidikan sebagai barang komersial (komoditi). 

Liberalisasi pendidikan sejatinya merupakan kepentingan 
kelas pemodal dengan orientasi surplus value. Praktek liberali- 
sasi akan menghilangkan tanggung jawab Negara dengan me- 
nyerahkan pendidikan ke pasar, karena dunia pendidikan meru- 
pakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan. 

Liberalisasi pendidikan sejatinya bertentangan dengan ke- 
pribadian bangsa Indonesia. Kepribadian rakyat Indonesia adalah 
anti terhadap Kolonialisme dan Imperialisme dalam mewujud- 
kan kesejahteraan. Rakyat Indonesia telah dijamin mendapatkan 
kesejahteraan dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945. 

Esensi UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan nasional 
bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja ter- 
didik, yang satu kategori dengan industri pertambangan, perda- 
gangan, jasa perbankan dan keuangan serta jasa-jasa lainnya. 
Artinya, Pendidikan bukan bidang usaha melainkan upaya so- 
sial, politik dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan merupakan jalan untuk memiliki kesadaran diri guna 
pembebasan nasional menuju kemerdekaan sejati. Karena itu, 
pendidikan adalah layanan yang merupakan kewajiban Peme- 
rintah dan bukan bidang usaha yang perlu diliberalisasi. 
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Aa 
MASAL 3/ 

Hak konstitusional rakyat Indonesia untuk mendapatkan 
pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, usaha 
pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan dan 
peningkatan kesejahteraan, melalui pemajuan keilmuan dan 
teknologi diberikan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi se- 
bagai berikut: “(7) Setiap warga negara berhak mendapat pendi- 
dikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 
dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusa- 
hakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mu- 
lia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapa- 
tan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyeleng- 
garaan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai 
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia.” 

Namun sejumlah pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional justru memberikan beban kepada 
masyarakat untuk mengurus pendidikan. Hal ini tidak benar dan 
bertentangan dengan UUD 1945 karena negara justru mewa- 
jibkan rakyat untuk membiayai dan mendanai penyelenggaraan 
pendidikan. Ketentuan ini secara terang disebutkan dan ada pula 
yang “diselundupkan” sehingga tidak terlalu terlihat beban ma- 
syarakat. Karena itu, untuk mengingatkan kembali peran negara 
mensejahterakan rakyatnya melalui pendidikan maka pengam- 
bilan keputusan harus tunduk pada UUD 1945. 


B. Pasal/Ayat Bermasalah 

1. Penyebaran beban tanggung jawab pendidikan dan sumber 
daya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat; 

2. Operasionalisasi pendidikan menimbulkan beban pembia- 
yaan yang berakibat penurunan minat belajar; 

3. Sistem pendidikan nasional gagal mencapai tujuan pendidi- 
kan, dan akan bertambah parah jika penyelengara pendidi- 
kan menyertakan lembaga pendidikan asing; 
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C. Rekomendasi 

1. Penanggung jawab pendidikan adalah Negara, sesuai ama- 
nat proklamasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 

2. Pendidikan harus mempertimbangkan aspek kelemahan 
ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dan tetap men- 
jaga daya saing peserta didik di pasar kerja; 

3. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
masih terdapat kelemahan-kelamahan dan telah merugikan 
rakyat serta berpotensi menghilangkan peran dan tanggung 
jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memjamin hak rakyat atas pendidikan. Untuk itu, kelema- 
han-kelemahan beberapa pasal yang ada dalam UU Sikdik- 
nas tersebut harus segera direvisi. 


D. Dalil-Dalil 


1. Al-Quran 
Al- ويم‎ 11: 


i Aa Maa EK an KA 


Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis”, lapangkanlah, maka Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", berdirilah, maka Allah akan mengangkat 
beberapa derajat, orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Mujadalah 
(58): 111 


QS. At-Taubah: 122: 
basi منم طائنه‎ Ba Ja تئر‎ NGE SE Naja Gabah وماکان‎ 
(NY (التوية:‎ nga gl إذا رعو ِل‎ gagé Lah في ال‎ 


Tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
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mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. at-Taubah (9): 1221 


Tafsir al-Khazin: 

an‏ قَوْمَهُمْ BI‏ رَجَعُوا ليم ada‏ يحْذَرُونَ] يعني بأس الله ونقمته 

إذا خالفوا أمره في الآية دليل على أنه يجب أن يكون المقصود من العام 

والتفقه دعوة الخلق إلى الحق وارشادهم إلى الدين القوبم والصراط 

المستقيم is‏ من تفقه وتعام بهذا القصد كان اہج القويم والصراط 

A‏ (تفسير الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» بيروت» 
دار الفكرء ۱۳۹۹ هھ / ca NANA‏ الجزء الثالث» ص (NA‏ 


'Agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya". Artinya, menjaga diri dari ancaman Allah 
dan siksa-siksa-Nya, ketika mereka menentang perintah-Nya. 
Ayat ini menunjukkan, bahwa ilmu dan pendalamannya itu 
wajib ditujukan untuk membawa rakyat kepada kebenaran, 
dan mengarahkan mereka ke jalan lurus. Oleh karena itu, pen- 
didikan dengan tujuan untuk hal tersebut merupakan cara 
yang baik, jujur dan lurus. 


2. Hadits Nabi Saw. 


4 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أ Ia‏ الله صلى الله 
الوم يقول: Ja - KK‏ عَنْ je PLN Lag,‏ 383 
Jak‏ عَنْ (agen‏ رواه البخاري ومسام 


Dari Abdullah ibn Umar ra, bahwasanya ia mendengar Ra- 
sulullah Saw. bersabda: Kalian semua adalah pemimpin, dan 
akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. 
Imam (kepala negara) adalah pemimpin, dan akan dimintai 
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 
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Dari Ibnu Abbas, berkata: Manusia dari tawanan perang Ba- 
dar tidak mempunyai tebusan (untuk membebaskan diri mere- 
ka). Lalu Rasulullah Saw. menjadikan sebagai tebusan, mereka 
mengajari menulis anak-anak shahabat Anshar. (HR. Ahmad) 


A idag بن مَالِكِ قال: قال 25 سول الله صلى الله عليه‎ sae 
الختا‎ JBS ASI عِندَ عبر‎ Jal یز یش عل كل مش وول ضِعْ‎ 
رواه | بن ماجه‎ (GA yi jasa 


Dari Anas ibn Malik, Rasulullah Saw. bersabda: Mencari ilmu 
adalah wajib bagi setiap muslim. Orang yang membekali ilmu 
kepada orang yang bukan ahlinya (tidak mengerjakannya de- 
ngan baik) bagaikan orang yang mengalungkan babi dengan 
intan, mutiara dan emas. (HR. Ibnu Majah) 


HO 
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VII 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 
TENTANG PERGURUAN TINGGI 


A. Latar Belakang 

Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya DPR menye- 
tujui Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Un- 
dang-Undang PT ini merupakan turunan dari Undang-Undang 
Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah dibatalkan Mahka- 
mah Konstitusi pada tahun 2010 karena bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun pendidikan Indo- 
nesia. Demikian juga dengan UU PT, yang masih nampak se- 
mangat liberalisasi dan komersialisasi. 

Lahirnya UU PT yang mengusung semangat otonomisasi dan 
internasionalisasi kampus adalah angin segar bagi perguruan 
tinggi di Indonesia. Namun, tidak dapat ditepis justru otonomi 
dalam pengelolaan perguruan tinggi ini bernuansa individu- 
alistik. Sebab, dengan adanya UU PT ini kita akan dihadapkan 
dengan drama “kelinci dan kura-kura" yaitu sebuah gambaran 
bagaimana universitas yang memiliki kapasitas yang mumpuni 
akan dapat maju pesat layaknya seekor kelinci yang mampu ber- 
lari kencang di sirkuit perlombaan, mungkin hal ini memang baik 
tapi, di sisi lain universitas-universitas negeri dan swasta yang 
belum digdaya dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi 
akan ketinggalan dalam mutu dan kualitas pendidikan layaknya 
seekor kura-kura yang berjalan lamban dalam sirkuit perlom- 
baan. Gambaran inilah yang perlu dicermati bahwa negara ini 
tidak dilahirkan dari ideologi liberal yang mengedepankan ke- 
pentingan masing-masing universitas, tetapi negara ini diba- 
ngun di atas fondasi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai 
keadilan, kebersamaan dan gotong-royong. 


B. Pasal/Ayat Bermasalah 
1. Perguruan tingi dibentuk dengan pola BHMN yang cende- 
rung profit oriented dan terbuka bagi persaingan yang tak 
sehat; 
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2. Biaya yang mahal pada penyelenggaraan pendidikan tinggi 


akan membuat nyali kecil sebagian besar masyarakat Nah- 
dliyyin; 

3. Intervensi lembaga pendidikan tinggi asing yang cenderung 
liberalisme dan kapitalisme. 


C. Rekomendasi 


1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus bersifat nirlaba, 
sehingga harus dijauhkan dari sistem BHMN yang profit ori- 
ented; 

2. Pendidikan harus dinilai sebagai investasi jangka panjang 
bagi penyiapan kader bangsa yang produktif, kreatif dan 
berdedikasi bagi bangsa dan Negara; untuk itu negara harus 
menswasembadakan peserta didik di perguruan tinggi; 

3. Pendidikan tinggi harus menetralisir dampak dari liberalisme 
dan kolonialsme peredaban demi terwujudnya manusia In- 
donesia yang berintegritas, bermartabat dan menjujung 
tinggi nasionalisme. 


D. Dalil-Dalil: 


1. Al-Qur'an 


QS. Al-Mujadalah: 11: 


pena Mat ت‎ e 


Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis”, lapangkanlah, maka Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu”, berdirilah, maka Allah akan mengangkat 
beberapa derajat, orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Q.S. al-Mujadalah 
(58): 11] 
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QS. At-Taubah: 122: 


La طائفه‎ kin B K فلولا تئر ِنْ‎ SE gd oa ماکان‎ 
(NY (التوبة:‎ Sa a AS as A في ال‎ 


Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. at-Taubah (9): 1221 


Tafsir Fat-h al-Qadir: 


A9‏ ,3 أ الهم دَرَجَاتَ] أي ويرفع الذين أوتوا | العلم Kis‏ در ت 
عالية في الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» ومعنى الآية أنه يرفع 
الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات» È‏ الذين أوتوا العام على Jl‏ 
آمنوا درجات» من جع بين الان eS‏ 
رفعه بعلمه درجات. (الشوكاني» فتح نقح القدير» بيروت» دار الفكرء 
الطبعة الأولى» PAAY‏ الجزء الخامس» ص (YTY‏ 


(Dan orang-orang yang diberi ilmu, memperoleh kedudukan), 
artinya; Allah mengangkat orang-orang yang berilmu pada 
beberapa derajat yang tinggi mengenai kemuliaan di dunia, 
dan pahala di akhirat. Makna ayat ini: “Sesungguhnya Allah 
akan mengangkat orang-orang yang beriman pada beberapa 
derajat di atas orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah 
mengangkat orang-orang yang berilmu pada beberapa dera- 
jat di atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, barang 
siapa yang beriman dan berilmu, tentu Allah akan mengangkat 
beberapa derajat karena imannya, kemudian mengangkat be- 
berapa derajat lagi karena ilmunya. 
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2. Hadits Nabi Saw. 


Dari Shafwan ibn Assal al-Muradiy berkata: Sungguh aku men- 
dengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah orang yang keluar 
dari rumah untuk mencari ilmu kecuali baginya para Malaikat 
memayungkan sayapnya karena senang apa yang ia lakukan”. 
(HR. Ahmad). 


HH 
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MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
Di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon Jawa Barat 
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul Oa'dah 1433 / 15-17 September 2012 


PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA 


A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya luas dan ter- 
dapat berbagai jenis sumber daya alam yang berlimpah. Semua 
itu merupakan kekayaan negara yang sangat besar nilainya, di- 
samping kekayaan lain dalam bentuk bada-badan usaha. Keka- 
yaan negara yang sangat besar itu kiranya cukup memadai untuk 
dijadikan modal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemak- 
muran rakyat. 

Oleh karena itu, seluruh kekayaan negara tersebut harus dike- 
lola dengan benar untuk kemaslahatan rakyat. Baik pengelolaan- 
nya secara langsung oleh negara maupun melalui kerjasama de- 
ngan pihak investor (penanam modal) asing dan nasional. Namun 
sangat eronis, jika pengelolaan kekayaan negara tersebut justeru 
lebih banyak menguntungkan pihak investor. Sehingga pening- 
katan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata sejak 
Indonesia merdeka sampai sekarang tidak kunjung datang. 
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B. Pertanyaan 


1. Bagaimanakah hukum pengelolaan kekayaan negara yang 
lebih menguntungkan investor? 

2. Bagaimanakah hukum mematok keuntungan saham usaha 
milik negara, dan keharusan pemerintah memberikan subsidi 
untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok? 

3. Apakah pejabat berwenang wajib mengganti kerugian negara 
akibat kesalahan pengelolaan, dan akibat pemberian subsidi 
untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok? 


C. Jawaban 


1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih banyak mengun- 
tungkan investor, hukumnya haram dan tidak sah karena pe- 
ngelolaan tersebut merugikan negara dan rakyat. 

2. Pematokan keuntungan saham pada usaha milik negara 
adalah haram dan tidak sah karena menyalahi prinsip syir- 
kah. Seharusnya pembagian keuntungan ditentukan sesuai 
persentase modal. Demikian pula haram bagi pemerintah 
memberikan subsidi untuk memenuhi keuntungan saham 
yang telah dipatok. 

3. Pejabat berwenang yang gegabah wajib mengganti kerugian- 
kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan, terma- 
suk kerugian dalam memberikan subsidi untuk memenuhi 
keuntungan yang telah dipatok. 


D. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم : 


TS Sp‏ ِن da pad AAN‏ إلا دين اموا وعيو 
الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هم EEs‏ داو انما Sr a SES‏ 
LOL‏ (سورة ص: (YE‏ 
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: روح المعاني» الألوسي‎ 
a ALIS Lae hÉ óh A T 
ن النفوس‎ (YE (ص:‎ KOSAN NA LA sal ا‎ 


jah‏ الظام وسائر الصفات Asad‏ والى أن e‏ انفسهم 
قليل جدا بالنسبة إلى الآخرين. (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» شهاب الدين مود ابن عبد الله الحسيني الألوسيء 
بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ ج YY‏ ص (AA‏ 


أحكام القرآن» المصاص : 
وقوله تعالى: ون كيرا gid e sii ir‏ بَعْضْهُمْ على بض ) وهو 
E‏ ما الظام والبغي ويدل 
عليه أيضا قوله: 9 WA; | par‏ الصالحاتِ AP Id‏ 
a cola Fa‏ حمد بن علي الرازي الجصاصء بيروتء دار 
الكتب العلمية» طبعة .١‏ سنة VENO‏ ه. / VAIE‏ م ج ۳»> ص 


(Os. 


السنة المطهرة : 


عَنْ أبي ieh‏ رَضِيَ الله عَنْهُ JG‏ قال Ogan‏ الله صلى الله عليه 
Jas PAN Yi) kan‏ اا الث AN‏ ما لم ين Bt‏ 
صَاحِبَهُ DSB‏ حَانَ Sea‏ مِنْ legit‏ رواه البههقي. 
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أقوال العلاء : 


وان gyal) P Jan‏ شرح المهذبء محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي» ييروت: دار الفكرء ج APN‏ 


روضة الطالبين» الإمام النووي : 

ولو أجر المتولي K‏ التولية ثم حدث ذلك فكذلك الحم على الأص 
لأن العقد جرى بالغبطة في ad,‏ فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل» 
ثم ارتفعت AN‏ بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة» والثاني ينفسخ 
العقد لأنه بان وقوعه بخلاف 5 ف المسشل. والدالث إن كانت 
الإجارة سنة فا دونها لم يتأثر العقدء وان كانت أكثر فالزيادة مردودة 
وبه قطع أبو الفرج الزاز في NG‏ (روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
حبي الدين يحبى بن شرف النووي» بيروت» المكتب الإسلاي» سنة 
6 هء طبعة Y‏ ج O‏ ص (TOY‏ 


الأشباه والنظائرء السيوطى : 

dia"‏ ألإمام Dis zegi Je‏ بِالْمَضْلَحة". هذه القاعدة نص علا 
الشافعي» وقال: "مارا ألما مِنْ Nda a‏ قلت: 
as Ta‏ عن al‏ بن Wa a‏ 


Si ) 4 dia KA‏ 45555 قان e Sidat‏ ... (إلى 


18 


KOMISI 
BAHTSUL 
MASAIL 


... ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بت JM‏ غير الأحوج 
الأحوج. قال yT‏ إمام» فهل لغير 
الأحوج أن يتقدم بنفسه فيا بينه وبين الله تعالىء da aka‏ 
ملت إلى أنه لا يجوز. واسعنطت ذلك من حديث kel)‏ آنا قاسم والله 
المعط ). قال: ووجه الدلالة: أن ALN‏ والإعطاء إنغا هو من اللّه تعالى 
لا من الإمام» فليس للإمام أن يلك أحدا إلا ما ملكه الله. وانما وظيفة 
الإمام القسمة. والقسمة لا بد أن تكون بالعدل. (الأشباه والنظائرء 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» سنة »١ iab aa VEY‏ ص (NYAN‏ 


عد الأحكام» ابن عبد السلام : 
WA‏ في تصرف AN‏ ووا يتضرف melia Il‏ با دكن مق 
التصرفات ا هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفسادء وجلبا ا 
والرشاد» ولا يقنصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن 
يؤدي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيرون في PE sene‏ 
حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا kaya‏ بدرهم» أو مكياة زييب بمثلها لقول 
الله تعالى: ولا Jk Ig‏ اليم biasa Ae)‏ وان كان هذا 
في حقوق gbl‏ فأولى بت في تون ان المسلمين فها يتصرف 

فيه AMI‏ من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصاط العامة أوفر 
وأكثر من اعتنائه Nan thall‏ | أو دفع 
صلاحا فهو منبي عنه كإضاعة JUN‏ بغير فائدة. (قواعد الأحكام في 
thas‏ الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميء الحقق: 
مود الشنقيطيء بيروت» دار المعارف» ج ۲> ص (Vo‏ 
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: التي‎ geal uå 
يبطل إن وقع في صلب‎ li) والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد‎ 
العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجاسه کا تي‎ 
وحيث صم م يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون‎ 
ولد ك مغصوب ويقلع غرس. (تحفة المحتاج شرح‎ AP) بدلا وأجرة ورا‎ 

المنهاج» ابن جر AA‏ بیروت» دار الفكرء ج 5 ص (YAN‏ 


مغني zbal‏ الشريدني : 

(و) الرابع (أن يكون gal‏ والخسران على قدر المالين) باعتبار القهة لا 
الأجزاء سواء شرطا ذلك أم لاء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا 
فيه لأن ذلك oS olisi‏ ذلك على قدرهاء كا لر کان ينما AP‏ 
فرت أ WA A a‏ لنساوي في الرخ 
والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في EN‏ والخسران مع 
التساوي في الملين» فسد العقد لأنه حالف SE gh‏ 
dadi‏ إلى معرفة معاني ألفاظ | a‏ حمد المعروف بالخطيب 
الشربيني» بيروتء دار MSI‏ 0 


: الكبيرء المأوردي‎ SH 


مسالة: قال G‏ قال الشافعي رحمه الله: (وَلا مان WANI Je‏ 


bag ا أن‎ | az d المودِعِينَ ولا‎ Je ولا‎ 2623 Je 
ف أموال الغير ثلاثة‎ GAN قال المأوردي: وهذا کا قال‎ (ag 
أقسام: يد ضامنة» ويد أمينةء اختلف قول الشافعي فيها: هل هي‎ 
الشامنة فيد الغاصبء والمستعيرء‎ ١ ضامنة أو أمنية؟. فأما‎ 
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والمساوم» والمشتري» والمستقرض» وكل هؤلاء يلزحم ضبان ما هلك 
meal‏ وان کان هلاكه بغير تعدهم» لعي من بين متعد بيده al‏ 
معارض على ما فى يده. وأما اليد الأمينة فيد الوكل والمضارب 
والشريك والمودع والمستأجر والمرتين» فهؤلاء كلهم لا ضبان علبهم ما لم 
يتعدوا ويفرطواء لأنه ليس mè‏ متعد بيدهء ولا obja‏ على غيرٍ. 
(الحاوي الكبيرء علي بن EÉ‏ بن E‏ بن حبيب البصري البغدادي 
الشافي» الشهير با ماوردي» بيروت» دار الفكرء ج A‏ ص DA‏ 


Kak 
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II 
PEMBAYARAN PAJAK 


A. Deskripsi 


Pajak merupakan sumbangan rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang. Pajak yang berlaku di Indonesia 
meliputi berbagai jenis pajak, dan nilainya cukup tinggi. Pajak 
tersebut sengaja dikondisikan menjadi sumber utama pendapa- 
tan negara, seperti pada tahun 2012 pendapatan pajak sebesar 
78 % dari seluruh pendapatan negara. Sedangkan pendapatan 
berbagai jenis sumber daya alam yang berlimpah, badan-badan 
usaha milik negara, dan banyak lainnya hanya mencapai 22 %. 

Pajak merupakan sumber dana dari rakyat yang berpenga- 
ruh pada beban ekonomi terutama bagi rakyat miskin. Apalagi 
bila pajak dikenakan secara berlebihan meliputi berbagai jenis 
pajak dengan nilai cukup tinggi. Bahkan beban ekonomi rakyat 
akan menjadi lebih berat, manakala dana pajak yang dibayarkan 
oleh rakyat banyak digelapkan dan diselewengkannya. Semen- 
tara sumber-sumber dana non pajak yang semestinya sangat 
besar dan dapat mengurangi pajak, justeru tidak banyak me- 
nguntungkan negara, dan tidak pula banyak bermanfaat untuk 
rakyat. 


B. Pertanyaan 
1. Bagaimana hukum pembayaran pajak di Indonesia? 
2. Apakah tetap wajib membayar pajak, ketika dana pajak ba- 
nyak digelapkan dan diselewengkan? 
C. Jawaban 
1. Pada dasarnya tidak ada kewajiban pembayaran pajak di 


dalam syari'at Islam. Namun, pembayaran pajak boleh diber- 
lakukan bagi rakyat yang mampu untuk kemaslahatan rakyat 


Aa i 

MASAI 53 
apabila sumber-sumber dana non pajak yang telah dikelola 
dengan benar tidak mencukupi untuk kebutuhan negara. 

2. Adapun pembayaran pajak yang dikenakan kepada rakyat 
miskin adalah haram. Sedangkan pengenaan pajak yang 
telah dilakukan secara berlebihan dan memberatkan rak- 
yat, wajib dikurangi jenis-jenisnya, dan diturunkan besaran 
nilainya. 

3. Apabila pemerintah telah mewajibkan pembayaran pajak se- 
cara benar, tetapi dana pajak banyak digelapkan dan dise- 
lewengkan, maka hukum pembayaran pajak tetap wajib. 
Sedangkan penyelewengan dana pajak wajib segera diber- 
antas dan pelakunya ditindak tegas. 


Rekomendasi : 


1. Pemerintah harus segera mengurangi di antara berbagai je- 
nis wajib pajak, dan menurunkan tinginya nilai pembayaran 
yang memberatkan rakyat. 

2. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memberantas 
penggelapan dan penyelewengan dana pajak, maka ke- 
wajiban pembayaran pajak oleh pemerintah wajib ditinjau 
ulang. 


D. Dasar Penetapan 


p K AN وأولي‎ Ope الله وأطيغوا‎ Ye Iya أا ل‎ 


ار Ba KA‏ إل :الله Jend‏ إن Gas AS‏ الله Rap‏ 
AN‏ ذلك حبر sasi‏ تأويلاً) (النساء: 04( 


` ^ 


السنة المطهرة : 
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عَنْ ci áb‏ فس عَنِ GN‏ صلى الله عليه وسلم قال: )5 فى 
JA‏ وى GK‏ ردان الترمذي. 


تحفة الأحوذي» أبو العلا ena‏ 

قوله (إن في الملل لقا سوى EEN‏ كفكاك أسير واطعام مضطر SBI,‏ 
an‏ افع A‏ وبين 
خبر God)‏ الملل حق سوى GI‏ قاله ١‏ م الجامع 
الصغير. وقال القارىء في المرقاة وذلك مثل أن لا يحرم السائل 
ا ¿ لا يمنع متاع بيته من å a, pa ea‏ وغيره| 
ولا ينع أ حد الماء والملح والنار كذا ذكره الطيبي coig‏ انتبى. (تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا خد عبد الرحمن بن عبد 
الرحم الباركفوري» بيروت» دار الكتب العلمية» ج Y‏ ص (AY‏ 


: الإمام النووي‎ ggah 

(فرع) قال الغزالي: "مال PLAN‏ لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة 
عامة أو هو محتاج عاجز". (المجموع شرح المهذبء محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي» z“‏ خض (TEI‏ 


(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو 
دراهم يصرفها في Ela‏ إن ادوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من 


DA 
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SIA GAN dl ea Yg tel aba AJA 
ing ae لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوهء‎ 
بن حسين بن‎ E تصيره حلالا. (بغية المسترشدين» عبد الرحمن بن‎ 


عمر المشهور باعلوي). 
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IH 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 


A. Deskripsi 


Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia merupakan negeri 
yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Semen- 
tara dana pajak merupakan sumber dana pendapatan negara 
yang sangat besar. Namunm, jumlah rakyat miskin masih terlalu 
banyak, termasuk mereka yang miskin mengenaskan. Kemiski- 
nan yang menjerat mereka tidak hanya sementara, tetapi ter- 
hitung sepanjang hidup, bahkan turun sampai pada anak cucu. 
Sebagian rakyat mencapai hidup sejahtera, sebagian yang lain 
hidup dalam kemakmuran, dan sebagian lagi hidup hura-hura 
bergelimang harta. 

Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, ketimpa- 
ngan ekonomi berlanjut terjadi dan tidak ada tanda-tanda akan 
terhenti. Sehingga, kesejahteraan dan kemakuran rakyat secara 
menyeluruh dan merata masih jauh dari harapan. Terkuat fakta, 
bahwa dari waktu ke waktu ekonomi selalu dikuasai oleh kelom- 
pok kecil tertentu. Sedangkan rakyat miskin tidak memperoleh 
hak-hak secara layak, penuh dan utuh. Semua ini menjadi bukti, 
bahwa di negeri yang kaya ini ternyata keadilan ekonomi bagi 
seluruh rakyat belum terwujud. 


B. Pertanyaan 


1. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah dalam meningkat- 
kan kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin? 

2. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah melakukan peme- 
rataan ekonomi untuk meningkatkan kesejateraan hidup 
rakyat? 

3. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah yang mengabaikan, 
mengurangi, dan mengalihkan hak-hak rakyat miskin? 
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C. Jawaban 


1. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab meningkatkan 
kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin karena 
hal tersebut merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan 
pemerintahan. 

2. Pemerintah wajib menciptakan pemerataan dalam arti kese- 
imbangan dalam bidang ekonomi diantara sesama rakyat 
karena hal tersebut merupakan bagian dari keadilan sosial. 

3. Pemerintah tidak boleh (haram) mengabaikan, mengura- 
ngi atau mengalihkan hak-hak rakyat miskin kepada lainnya 
dengan alasan apa pun karena hal tersebut merupakan tin- 
dakan khianat yang dapat menyengsarakan mereka. 


D. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم 


SA Aa äi Ja من‎ daty الله على‎ s لما‎ 
ا‎ kY 0 I 0 وا‎ a A 
dea gala IgG عَنْهُ‎ SG lag AT اسول‎ iu 

(Y (الحشر:‎ SAS 


الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي» ابن فرح القرطبي : 
ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا النىء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء 
لأا ينهم دون الفقراء والضعفاء oY‏ أهل الجاهلية كانوا إذا Ii‏ 
خذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يصطفى منها أيضا بعد المرباع 
ما شاء. vm‏ بن أحمد بن ابي 
كزين فرح القرطبي» gas‏ أحمد ع عبد العليم البردوني» القاهرة» د 
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A Kii lis والرشول‎ a موأ لا‎ Ki b 
(YY 20 dori 


مفاتيح الغيب / تفسير الرازي» الرازي : 
وقال عليه الصلاة والسلام: ok Y)‏ لمن لا أمانة (A‏ وقال ”يمون بن 
حران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. وقال 
القاضي: لفظ الأمانة وان كان متناولا للكل إلا أنه تعالى قال في هذه 
AN‏ وقال ”مون بن كران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة 
لعهد وصاة الرحم. وقال القاضي: لفظ الأمانة وان كان متناولا للكل إلا 
0 الآية: إن é‏ الله a‏ أن ag‏ | الأماتات إلى 
KUA‏ فوجب أ 0 مراد بهذه الأمانة ما يجري مجرى المال؛ لأنها 
TT‏ إلى الغير. (مفاتيح الغيب / تفسير الرازني» E‏ 
بن کی بن الرازي الشافعي المعروف بالفخر Lag SI‏ 
en BAN‏ ين »زا يصن [AN‏ 


السنة المطهرة : 
عن آي ah‏ ري الله عله أن اي Paan‏ 
ak. Yu ig, Ek Ya‏ وَمَنْ رك دنا أ 3 bkó‏ 


لاني bola, (Yaa KE‏ لبخاري 


عَنْ أبي ap‏ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ التي صلى الله dag le‏ قال: (مَنْ 
ترك مالا agak‏ وَمَنْ ترك كلا (LIG‏ رواه البخاري ومسام 
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عد الأحكام» ابن عبد السلام : 
Ts‏ ا ذكرنا من 
التصرفات sak‏ الأصلح للمولى عليه درءا للضرر sa,‏ وجلبا ا 
والرشاد» ولا يقنصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصاح إلا أن 
يؤدي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيرون في Sega‏ 
حقوق افسهم مكل أن kasa aa‏ بدرم؛ A‏ 
الله تعالى: ولا Ng‏ مال اليم إل بتي ob Aia‏ كان هذا 
في حقوق Gb‏ فأولى aa‏ مون عام ا 

فيه AY‏ من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصاح | العامة أوفر 
وأكثر من اعتنائه بالمصاح e‏ و دفع 
صلاحا فهو منبي عنه كإضاعة JUN‏ بغير فائدةء واضرار الأمزجة لغير 
Je SI casio‏ الشبع منبي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال» 
وافساد الأمزجة. (قواعد الأحكام thas È‏ الأنام» عز الدين عبد 


العزيز بن عبد السلام السلميء الحقق: مود الشنقيطي» بيروت» دا 
الكتب العلمية» ج N‏ ص 04-0۸( 


الأشباه والنظائرء السيوطي : 

(القاعدة الخامسة) تضرف الإمام Jo‏ الرعية bg‏ بالمصلحة. هذه 
القاعدة نص We‏ الشافعي» وقال منزاة الإمام a‏ الرعية منزلة الولي 
من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال 
a‏ الأخرص Gl (Gp)‏ عاف (ae)‏ ارا JB JB Le‏ 
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ES نْ‎ | il ة وَل‎ jja الله‎ Jl فيي مِنْ‎ SIP 
ان ف‎ "San Lihi BB 3g ad Ona 
ذلك) أنه ھک الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تسا‎ 
TT يفظن اليد‎ bed اراد‎ ASI (lan) cela 
وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة (ومنها) ما ذكره الماوردي أنه لا‎ 
يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وان صححنا‎ 
الصلاة خلفه لأا مكروهة وولى الأمر مأمور براعاة المصلحة ولا‎ 
المكروه. (الأشباه والنظائر» عبد‎ Jas مصلحة فى حمل الناس على‎ 
الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» بيروت» دار الكتب‎ 
Oa dab هع‎ E E العليية‎ 


اعد الأحكام» ابن عبد السلام : 
فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور YAN‏ يتصرف 
في أموا ل المصاح | العامة | BY)‏ ونواهم > فإذا تعذر BB‏ بذلكه Kala‏ 
القيام بها ممن يصلح ذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال Lah‏ 
فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن 
يصرفه فيهء بأن يقدم الأهم فالآهم» والأصلح فالأصلح» فيصرف كل مال 
خاص في JP‏ أهمها فأهمهاء ويصرف ما وجده من أموال المصاح | العامة 
Na‏ ؛ لأنا لو منعنا ذلك لفاتت Has‏ صرف 
ل إلى مستحقهاء ولأثم AT‏ الجور بذلك وضمنوهء فكان 
هذه thall‏ ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. (قواعد 
الأحكام في مصاط الأنام؛ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
الحقق: مود الشنقيطي» Lag‏ دار المعارف» ج (Ap‏ 
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الأشباه والنظائرء السيوطي : 

ومنها أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت الال غير الأحوج على الأحوج. 
... (إلى قوله) lly n‏ وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون 
بالعدل» ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات. 
(الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء 
ببروت» دار الكتب العلمية» سنة VEY‏ ه.» طبعة »١‏ ص ar‏ 


الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري : 

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاکا أو غيره أن يرفع الضرر عن 
مؤوسيه فلا medi‏ هو ولا يسمح لأحد أن Ke‏ (الفقه على المذاهب 
الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ببروت» دار الفكرء ج »٤‏ ص 5). 


Kak 
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IV 
KORUPSI DAN HUKUMAN MATI 


A. Deskripsi 


Korupsi merupakan tindak kejahatan yang semakin merebak 
di negeri ini dan sangat membahayakan negara serta menyeng- 
sarakan bangsa. Setiap sumber dana milik negara, dan setiap 
anggaran belanja negara menjadi incaran untuk menjadi lahan 
korupsi. Korupsi telah dijadikan jalan pintas tercepat untuk me- 
rauk kekayaan yang besar dan lebih besar. Merebaknya korupsi 
tersebut telah menempatkan Indonesia dalam peringkat korupsi 
tertinggi di dunia. Dalam setiap tahun, jumlah korupsi yang sa- 
ngat besar itu telah mengakibatkan kemiskinan tanpa ujung me- 
nimpa rakyat banyak. 

Korupsi yang sangat diharapkan dapat segera diberantas 
habis, ternyata belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. 
Kiranya terlalu mudah pelaku korupsi membebaskan diri dari 
dakwaan, dan bahkan dari jeratan hukum. Demikian pula, sanksi 
hukum atas tindak korupsi dirasa sangat ringan, dan pengem- 
balian harta yang dikorupsi hanya sebagian kecil dari sebanyak 
jumlah keseluruhan. Pada sisi lain, pengusutan kerugian negara 
akibat korupsi, dan pengembaliannya tidak pernah dilakukan 
ketika terduga pelaku telah meninggal dunia. Kiranya masih ba- 
nyak kelemahan dan keganjilan dalam pemberantasan korupsi. 


B. Pertanyaan 


1. Bagaimanakah hukum menerapkan hukuman mati bagi ko- 
ruptor? 

2. Apakah hasil korupsi wajib dikembalikan seluruhnya meski- 
pun telah ditetapkan hukuman penjara bagi pelakunya? 

3. Bagaimanakah hukum memeriksa kekayaan yang diduga 
hasil korupsi, sedangkan tersangka pelaku telah meninggal 
dunia? 
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C. Jawaban 


1. Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah 
(boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan 
tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya 
dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat ba- 
nyak. 

2. Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke negara 
meskipun pelaku telah menjalani hukuman penjara. 

3. Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi adalah wa- 
jib meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia agar 
diperoleh kepastian mengenai status harta tersebut. Apabila 
telah terbukti, bahwa harta tersebut adalah hasil korupsi, 
maka wajib dikembalikan kepada negara untuk kemaslaha- 
tan rakyat dan untuk membersihkan harta warisan dari harta 
haram. 


D. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم 


Kep $ saah ag عل‎ ta ch ومن يطلل‎ Ik وما كان لت أن‎ 
0 NANG Ih Se A 


الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي» القرطبي : 

الثالثة؛ قال العلاء: "والغلول كيرة من الكبائر", بدليل هذه الأية وما 
ذكناه من حديث أي هريرة: أنه يحمله على عنقه. (الجامع لأحكام 
القرآن / تفسير القرطبيء خد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطيء 
الحقق: أحمد عبد ala)‏ البردوني» القاهرةء دار الشعب» سنة VIVY‏ 
cna‏ طبعة Y‏ ج »٤‏ ص (YOA‏ 
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iis 0‏ لين asa GAN G‏ وَيَسْعَْنَ في الأَرْضٍ فساداً أَنْ 
شلوا أو ak a Áa‏ لأف 
I‏ لَهُمْ خِرْيٌ في الا pas‏ في a‏ عَنَابٌ عَظِيمْ * إلا اين ابوا ba‏ 
JS‏ أن a Nga‏ الله عَفُورٌ dheng‏ (المائدة: (TETY‏ 


تفسير القران العظيم / تفسير ابن كثيرء ابن كثير: 
وقوله "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض" الآية. الحاربة هي المضادة والخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى 
قطع الطريق وإخافة السبيلء وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع 
الوح فل gan‏ اسلف esa‏ بوي ايد 
الدراهم P‏ من الإفساد في الأرضء وقد قال الله تعالى: slh‏ 
ds‏ سَعى في أ ألأرْضٍ LAN A Ja Sa Ng Kè i‏ 
الماد 4 (البقرة: (NGO‏ (تفسير القرأن للج ابن كثيرء أبو 
الفدا ل لشاف dee‏ بي كير الدمشتي» بيروت» دار الفكرء سنة 
Yes‏ ھج ۲> ص (A‏ 


قد يصح إطلاق لفظ ilal‏ لله ولرسوله على من عظمت جريرته 
بامجاهرة بالمعصية وإن كان من أهل الملة» والدليل عليه ما روى زيد بن 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول البسير من الربا 
شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالحاربة فأطلق علهم اسم 
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الله تعالى بذلك. (أحكام القراق. أبو .بكر GI do aa‏ 
الجصاص» اللحقق؛ € الصادق محاوي» دار sll‏ التراث GA‏ 
بیروت» ١505‏ هھ ج »٤‏ ص (ON‏ 


السنة المطهرة : 


عَنْ دي Coal‏ رضي الله عنه قَالَ: Ipin lia‏ الله صلى AN‏ 
a ng ae‏ رَسُولَ الله G‏ برض باردة تالخ يا haad SE‏ 
وائ َد UB‏ مِنْ هدا s$s gali‏ به على EN ag Jes LA‏ 
K4 Ja) JG‏ 3( قُلْتُ: cas‏ قال: (قاجتيئوة!). قال Ip Ela E‏ 
LB LI us‏ له مِثْلَ ذَلِكَ ققال: (هَلْ i AS KI‏ نعي IE‏ 
IS‏ إِنّ الئاس عر تاركيء قال: DID‏ ركو 
Aa‏ (رواه أحمد وأبو داود بلفظ "فقاتلوه ") 


تكاة امجموع شرح المهذب» الإمام النووي - بخيت المطيعي : 

(القتل) وهو أشد أنواع التعزير كذلك كان جزاء على ألخش AM‏ 
وأعظمها ضررا al hlas‏ والجرائم الهادمة لكيان SPI‏ المقوضة لأركان 
النظام. ... (إلى قوله) ... فقد نص الحنفية على جواز التعزير بالقتل لمن 
لا يزول فساده إلا بالقتل كن تكرر منه اغتيال النفوس لأخد JU‏ مثلا. 
وكذلك قالوا الساعي إلى الحكام بالإفساد والظلمة والسارق وأمثالهم ممن 
يتعدى ضررهم إلى الناس. وكذلك روى عن مالك وبعض أصحاب أحمد 
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جواز القتل تعزيرا كا في قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة 
ذاك. وأما عند الشافعية فقد اختلف النقل عنهم فها هو الغزالي في 
الوجيز يقول: "ولا يجوز أن يقتل في التعزير لسسع وهذا النص 
صر فى عدم جواز Jal‏ تعزيرا عندهم". ولكن ابن القيم يقول: روي 
عن بعض أصحاب الشافعي جواز قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم 
يجيزون القتل تعزيرا. وروی أحمد في مسنده عن ديام ا ميري رضي h‏ 
عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا 

بأرض باردة ba‏ فا عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به 
على des bel‏ برد بلادنا Ji‏ هل يسكر ؟ قلت نعمء قال فاجتنبوه 
قلت إن الناس غبر تارکه» قال ob‏ يتركوه فاقتلوهم. وهكذا كان عله 
Pe‏ . إلى قوله) ... وقد جرى عمل المسلمين على 
aa‏ عبد العزيز رضي اللّه عنه غيلان القدري لأنه 
كان داعية naa‏ القتل تعزيرا أيدته السنة 
القولية والعملية. AS)‏ المجموع شرح المهذبء محبي الدين يحبى بن شرف 


بغية المسترشدين» باعلوي : 

فائدة: قال المحب الطبري في كتابه التفقيه: يجوز قتل عال الدولة 
المستولين على Ab‏ العباد إلحاقا لهم بالفواسق المس» إذ ضررهم أعظم 
منباء ونقل الأسنوي عن ابن mJ‏ م أنه يجوز للقادر على قتل 
الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة IN‏ لظلمة أن يقتله بنحو JA‏ 
الناس من ظلمهء SY‏ إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل 
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بشرطه فأولى الظالم المتعدي» اه. (بغية المسترشدين» عبد الرحمن بن 
د بن حسين بن عمر المشهور باعلوي) 


الفقه الإسلاي وأدلتهء وهبة الزحيلي : 
ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتلء مثل المفرق ilk‏ 
المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين. ... AD‏ قوله) ... وأمر النبي 
صلی الله عليه وسا Jè‏ رجل تعمد عليه لکذب» وسله ديل w‏ 
- فيا يرويه أحمد في المسند - عمن لم ينته عن شرب ار في المر 
الرابعة» فقال: ob"‏ لم يتركره فاقتلوهم". والخلاصة: أنه يجوز a‏ 
سياسة لمعتادي الإجرام ومدمني A‏ ودعاة الفساد وجري ya‏ الدولة 
ونحوه. (الفقه NUN‏ وأدلته» أ. د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء 
تء طبعة Y‏ سنة VESA‏ ها / ۱۹۸٩‏ م Ag‏ ص (KN‏ 


الزواجرء Pa‏ 
الضرب الثاني: ما يتعلق به حق gol‏ فالتوبة منه يشترط فا جميع ما مرء 
ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدي» فإن کار ن مالا رده إن بقي والا 
a E El Ya aa ap lt JSI as‏ 

(الزواجر عن اقتراف AN‏ ابن جر الهبقي؛ ج Y‏ ص (MA‏ 


اسن المطالب» bS‏ الأنصاري : 

Galas)‏ فح الدال ندبا (بقضاء دينه» وإنفاذ وصيته إن تيسر) حالا 
تعجيلا للخير وخر (قس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) روا 
الترمذني وحسنه قال في المجموع. والمراد بالنفس هنا alang pa‏ 
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محبوسة عن مقاتما الكريم فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن 
يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب واستشكل في 
الجموع البراءة بذلك ثم قال JE,‏ أنهم رأوا ذلك ميراثا للميت للحاجة 
والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند Ab‏ الحق حقه مع القكن 
من التركة. (أسنى المطالب شرح روض الطالب» ركريا بن مد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاري» ج »٤‏ ص OAE‏ 


KKK 
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V 
RISYWAH POLITIK 
A. Deskripsi 


Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi untuk memi- 
lih di antara para calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 
Misalnya, jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, 
Gubernur, Bupati, dan lainnya. Pelaksanaan pemilihan umum 
tersebut sering membuat banyak orang terkesima. Para calon 
berkompetisi untuk merebut suara terbanyak. Mereka melaku- 
kan bermacam cara untuk menarik simpati masyarakat peme- 
gang hak pilih. 

Dalam upaya menarik simpati masyarakat untuk merebut 
suara terbanyak, tidak jarang diwarnai berbagai bentuk pembe- 
rian oleh para calon kepada para pemegang hak pilih. Para calon 
membagikan kepada mereka, pemberian dengan dalih trans- 
port, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja untuk 
datang ke tempat pemilihan suara. Bahkan para calon terkadang 
memanfaatkan kesempatan pemilu untuk memberikan kepada 
mereka, zakat dan shadaqah. Pemberian dengan berbagai da- 
lih tersebut tidak lepas dari maksud tertentu, dan berpengaruh 
bagi mereka sebagai calon pemilih untuk menentukan calon 
yang akan dipilihnya. 


B. Pertanyaan 


1. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama trans- 
port, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja 
yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, 
termasuk kategori risywah? 

2. Bagaimanakah hukum pemberian zakat atau shadaqah yang 
dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, dan 
apakah termasuk kategori risywah? 
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Bagaimanakah hukum menerima pemberian yang dimak- 

sudkan untuk risywah oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan? 

Apakah penerima risywah haram memilih calon sesuai 

maksud diberikannya risywah sebagaimana ia diharamkan 
menerima risywah? 


C. Jawaban 


Pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, 
ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimak- 
sudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak 
sah dan termasuk kategori risywah (suap). 

Pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan semata- 
mata agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah 
dan termasuk risywah (suap). Jika pemberian zakat atau sha- 
daqah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau mem- 
beri shadaqah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima 
memilih calon tertentu, maka zakat atau shadaqah itu sah, 
tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan 
antara dua maksud tersebut. 

Menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah 
(suap) oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan 
agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram bila 
penerima mengetahui maksud pemberian itu dimaksudkan 
untuk risywah. Adapun bila penerima tidak mengetahuinya, 
maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada suatu saat menge- 
tahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk risywah, 
maka penerima wajib mengembalikannya. 

Apabila penerima risywah (suap) memilih calon sesuai 
maksud diberikannya risywah karena pemberian risywah, 
maka hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima 
risywah. Tetapi jika ia memilihnya semata-mata karena ia 
merupakan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih, maka 
hukum memilihnya mubah (boleh). Bahkan wajib memilih- 
nya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik dan 
terpenuhi syarat. Sedangkan menerima risywah tetap haram. 


3: 


4. 
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D. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم : 


ia ji لتوا‎ KE ينا إلى‎ aa بلاطل‎ Kis Kl ولا وا‎ 
OAA (البقرة:‎ Las A الئاس‎ Ja 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن / تفسير الطبريء ابن جرير الطبري : 
Jaja‏ الكلام: "ولا اکل بعضک أموال بض فيا يتك بالباطل راک 
بالباطل" أكله من غير الوجه الذي | أباحه الله لاكليه. . .. لإلى قوله) ... 

ويعني بقوله بالإثم بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم وأنتم تعلمون F‏ 
Al,‏ تتعمدون أكل ذلك بالإثم على قصد متكر إلى ما حرم الله Ke‏ 
منه ومعرفة بأن Nad‏ ذلك معصية لله Els‏ (جامع | ol‏ عن تأويل أي 

القرآن / تفسير الطبري)» E‏ بن جرير بن يزيد بن خالد NAH‏ 
بيروت» دار الفكرء سنة ea ١505‏ ج Y‏ ص OAT‏ 


معالم التنزيل / تفسير البغوي» البغوي : 

eS‏ الوجه الذي أباحه 
ا الشيء الناحب» BA JAN SI,‏ يكون 
بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق الهو JK‏ وأجرة المي 
asi,‏ وقد Da‏ بطريق الرشوة والخيانة لوَتدلُوا ينا إلى gi‏ 
أي تلقوا أمور تلك الأموال Ka‏ وبين أرباها إلى WA Kh‏ التنزيل 
قر aga‏ أشن ين مسد ال aga ega‏ ار 
المعرفةء سنة ۱٤۰۷‏ ه. / MAY‏ م.ء طبعة چ A‏ ص 194( 
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السنة المطهرة : 


کک SA F‏ قال: أنّ رَسُولَ الله صل الله ade‏ 
JANG 238 Jas‏ بالات An (sa KG‏ 
واللفظ للبخاري 


عَنْ ae‏ الله بن عبرو رضي الله عنه أنه JE‏ "لعن Jpg‏ الله لى 
"GA sg E sk AN‏ (رواه الترمذي 3G‏ داود وابن ماجه 
وأحمد) 


Gia al wu قال:‎ GP عَنْ‎ 
(رواه أحمد)‎ NA a والڙائش.‎ 


عَنْ أبى a‏ رَسُول AN‏ صلى الله عليه Y 236) ‘dag‏ 


J de Ian ai be ولا يريم وَلَهُمْ‎ iaa aa 
SRI إِمَامَا لا يبايغة إلا‎ gb Ibas dai ابن‎ is ja La 
ا‎ rA o w 

pan 


الأشباه والنظائرء السيوطى : 
القاعدة الأولى: الأمور مقاصدهاء فا مباحث: (الأول) الأصل في هذه 
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القاعدة قوله صلى الله عليه وسام WI)‏ الأعمال بالنيات). ... (إلى قوله) 
... وعن Tel‏ في سننه من حديث أنس (لا عمل لمن لا نية له) وفي 
والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» Daja‏ 
دار الكتب العلمية» سنة ١207‏ ه.» طبعة »١‏ ص (A‏ 


فرع: قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب 
الفرق بين حقيقتهم| مع أن الباذل راض ke‏ والفرق من وججمين أحده| 
ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحم بغير الحق أو 
الامتناع عن A‏ والهدية هي العطية المطلقة. والثاني قال الغزالي 
في الإحياء: JUN‏ إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقةء واما لعاجل 
وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب» واما عمل فإن كان 
عملا حرما أو واجبا متعينا فهو رشوة» وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة» 
واما للتقرب والتودد إلى المبذول له» فإن كان بمجرد نفسه فهدية» oly‏ 
كان ليتوسل aale‏ إلى أغراض ومقاصد فإن كان anle‏ بالعام أو السب 
فهو هدية» وان كان بالقضاء والعمل فهو رشوة. (روضة الطالبين وعمدة 
سنة NGO‏ م.» طبعة ج AN‏ ص )۱٤٤‏ 


تنبيه: قبول الرشوة حرام وهي ما Jika‏ ليحك بغير الحق, أو لجتنع 
من الحم بالحق وذلك خر (لعن الله الراشي والمرتشي (KG‏ رواه 
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ابن حبان وغيره 0S,‏ ولان SH‏ الذي يأخذ عليه الملل ul‏ كان 
بغير حق فأخذ الال في مقابلته حرام» أو بحق فلا يجوز توقيفه على 
الملل إن كان له رزق في بيت JU‏ (مغني geal‏ إلى معرفة bul‏ 
adl‏ أحمد المعروف بالخطيب الشريدني» ج »٤‏ ص (VOE‏ 


حواشي الشرواني» الشرواني : 

ob‏ كان Jia‏ نظر ob‏ تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له 
جاز له بذل JW‏ ولكن الآخذ IL‏ بالأخذ وهذا كا إذا تعذر الأمر 
بالمعروف إلا ببذل مال. (حواشي الشرواني على تحفة امحتاج بشرح 
المباجء عبد اميد pedal‏ ص )٠١5‏ 


فرع: ما ذكرناه هو حك الطلب بلا بذل فلو Ji‏ مالا ليتولى فقد أطلق 
ابن القاضي وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود. والصحيح تفصيل ذكره 
الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو کان من يستحب لړ فله بذل 
الملل ولكن الأخذ IL‏ بالأخذء وهذا كا إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا Jia‏ 
مال. وان لم يتعين وم يكن مستحبا جاز له بذل الال ليتولى. (روضة 
المكتب LN‏ سنة ١505‏ هء طبعة Y‏ ج >»٤‏ ص (NY‏ 


إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي : 


الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا حبته ولا GAN‏ 
به من حيث أنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر 
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جنسهاء وان ل ينحصر عينها وكان لو لا جاهه وحشمته لكان لا هدي 
مكروه» فإن فيه مشابهة الرشوة LSI,‏ هدية في ظاهرها فإن كان aale‏ 
a,‏ قضاء أن خلاو dal SAN‏ مال او کرد 
من الأععال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية 
لكان لا هدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها 
فى الحال طلب التقرب واكتساب الحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه. 
(إحياء علوم ان الإمام أبو حامد g‏ بن g‏ الغزالمي» Da‏ دار 


مغني zbal‏ الشريدني : 

ولو خاص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو 
هدية» قال القفال في فتاويه: ينظر إن کان أهدى ad)‏ مخافة أنه رما لو لم ره 
بشيء لنقض جميع ما فعله کان رشوة وان کان يأمن خيانته بأن لا ينقض 
ذلك بحال كان هبة. (مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الهاج د بن 
أحمد المعروف بالخطيب A‏ الفكرء ج Y‏ ص (EO‏ 


Xk 
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VI 
CALON BERMASALAH 


A. Deskripsi 


Setiap jabatan penting menjadi sasaran ambisi orang ba- 
nyak. Baik jabatan Presiden, Kepada Daerah, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, maupun jabatan-jabatan penting lainnya. 
Banyak orang mencalonkan diri dan selalu siap berkompetisi 
untuk meraih jabatan-jabatan tersebut. Ambisi mereka mungkin 
terlalu besar, dan tidak sebanding dengan besarnya keinginan 
untuk sukses mengemban jabatan jika nanti terpilih. Semen- 
tara rekam jejak para calon mengindikasikan, bahwa di antara 
mereka tidak memiliki tekad baik akan menjadikan jabatan yang 
menjadi sasaran ambisinya itu untuk kemaslahatan rakyat seba- 
gaimana mustinya. 

Kondisi para calon dalam setiap proses pencalonan untuk 
meraih suatu jabatan, tidak terlepas dari keterlibatan beberapa 
pihak. Yakni, pihak yang mencalonkan, mendukung, memilih, 
dan pihak lainnya. Sungguh merupakan suatu petaka, bila sema- 
kin langka ditemukan para calon yang benar-benar menyadari, 
bahwa jabatan adalah untuk berbagai kepentingan rakyat. Ki- 
ranya sangat memprihatinkan, bila di antara para calon adalah 
orang yang sebenarnya telah gagal secara terencana dalam 
mengemban jabatan sebelumnya. Bahkan kiranya menjadi suatu 
kewaspadaan, bila di antara mereka adalah orang-orang yang 
terindikasi akan cenderung menyelewengkan jabatan dengan 
mengabaikan berbagai kepentingan rakyat untuk kepentingan 
pribadi, termasuk kecenderungan korupsi. 


B. Pertanyaan 
1. Bagaimanakah hukum mencalonkan diri untuk menduduki 


suatu jabatan, bagi orang yang terbukti telah gagal dalam 
melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya, terbukti 
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sering mengabaikan kepentingan rakyat, terbukti sering 
menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan terbukti 
sering melakukan korupsi? 

2. Bagaimanakah pula hukum mencalonkan, mendukung dan 

memilih calon dengan beberapa hal sebagaimana di atas? 


C. Jawaban 
1. Tidak boleh (haram) mencalonkan diri, bagi orang yang ter- 


kena satu di antara beberapa hal sebagai berikut: 
a. Terbukti gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan 


sebelumnya. 

b. bTerbukti sering mengabaikan berbagai kepentingan 
rakyat. 

c. Terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan 
pribadi. 


e. Terbukti sering melakukan korupsi. 

2. Tidak boleh (haram) mencalonkan, mendukung dan/atau 
memilih orang yang terkena satu di antara beberapa hal se- 
bagaimana di atas. 


Hukum tidak boleh (haram) sebagaimana di atas (pada no.1 dan 
2) karena beberapa hal tersebut di atas menjadi bukti, bahwa ia 
tidak memiliki keahlian, tidak jujur, tidak terpercaya, dan lebih 
cenderung khianat. 


D. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم : 
lisy‏ م Bas A‏ رَاعُون 4 (المؤمنون: (A)‏ / (المعارج: (TY‏ 
مفاتبح الغيب / تفسير الرازي» الرازي : 


قوله تعالى: Pakis ig P lp‏ 4 قرأ نافع وابن كثير dely‏ أنه 
يسمى الشىء الوقن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداء ومنه قوله تعالى: 
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SU g ١ ira Al | SUS)‏ إلى Je, gQ‏ ووو 
kla (YY 2 SK‏ تؤدي العيون دون المعاني فكان KM‏ عليه 
الأمانة في نفسه والعهدء a. E‏ 
ما أمر الله تعالى به كقوله: sa‏ ع AB‏ الله عَهِدَ Le J) gth‏ 

” Po والراعي القائم على الشيء لحفظ وإصلاح كراعي‎ OAT 
ويقال: من راعي هذا الشيء ؟ أي موليه. (مفاتيح | الغيب» 7 کر‎ 
الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي» بيروت» دار إحياء التراث‎ 
(WA ص‎ AY العربى» ج‎ 


السنة المطهرة : 


ق التي صلل الله عله وام أله STS) I6‏ 
SARI‏ عل الس نع وو تدای عن زع 
E‏ مره Qa ci de kek‏ 
oi‏ وهي Ngt‏ عَم dal‏ د ph‏ على مال oga‏ وهو Jaa‏ غلة ألا 
Ke‏ رع KEG‏ مشئول عن aliy oale Ge‏ سل 


00 e daan pn 


II [ro Aka الله‎ Ja Y الله‎ al 


جی الله KEN Kd‏ فى جى الله شنا بعر (A lå adah aas‏ أو قَالَ: 


(Jas A3 iis OT)‏ رواه أحمد 
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عَنْ Ga‏ بن Ak‏ قال: قال رول AN‏ صَلى dag ale AN‏ (مَنْ وَل مِنْ 


روضة الطالبين» الإمام النووي : 

ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب. وأما من 
يصلح فله حالان أحدها أن يتعين القضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن 
يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه 
lele,‏ بل يلزمه أن Ja‏ ويحترز e b‏ ن الصحيح 
نعم وبه قال kah‏ عبر على D‏ بسائر فروض الكفاية عند التعين 
فإن قيل امتناعه من هذا الواجب المتعه لمتعين المتعلق بالمصاح العامة ويشبه أن 
تكون كيرة فيفسق به ويخرج عن الأهلية فكيف da‏ ويجبرء فالجواب أنه 
يكن أن يقال إنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب ولي. قلت وينبغي أن يقال لا 
يفسق لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولا وهذا لس بعاص قطعا وان كان مخطتاء 
واللّه أعلم. الحال Kana‏ لغير إما أن 
يكون أصلح وأولى A‏ واما مثله واما دونه OB‏ کان امن تداق عن أن 
الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل بالانعقاد ob‏ لم نجوز 
للمفضول القضاء حرمت توليته وحرم عليه الطلب والقبول وان جوزناه جاز 
Jail‏ وأما الطلب شكروهء وقيل حرام وإن كان الأصلح لا يتولى فهو 
كالمعدوم. وأما إذا كان هناك مثله فله القبول ولا يلزمه على الأصم فرها قام به 
غيره. وأما الطلب فإن كان خامل SAN‏ ولو تولى اشتهر وانتفع الناس بعلمه 
استحب له الطلب على الصحيح. وقال القفال لا يستحب وان کان مشهورا 
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ينتفع الناس بعلمه فإن | يكن له كفاية ولو ولي حصلت كفايته من بيت 
Poan Tes I a Ja‏ ~ 
فالصحيح أن الطلب مكروه» وقيل KE Sp IN‏ الطاب 
هذه يكره القبول ولو ولي بلا طلب وعلى هذا حمل امتناع السلف sa‏ 
هناك من هو دونه فإن لم تجوز تولية المفضول فقد تعين عليه 00 
استحب له القبول وفي الوجوب AN‏ ويستحب له الطلب إذا وثق 
بنفسه» وهكذا حيث استحببنا الطلب والتولي أو kaki‏ فلك عند 3 
وغلبة الظن بقوة النفس. وأما عند الخوف فيحترز فرع التفصيل الذي ذكرنا 
فها إذا لم يكن هناك قاض متول فإن نظر إن كان غير مستحق لجور أو JE‏ 
فهو کا لو لم يكن وان كان مستحقا. والطالب يروم عزله فالطلب 1 
والطالب مجروح ذكره الماورديء قلت وسواء كان فاضلا أو مفضولا إذا 
صححنا تولية المفضولء والله أعلم. (روضة الطالبين وعمدة المفتين» GP‏ 
الدين يحبى بن شرف النووي» بيروت» المكتب D‏ سنة ١505‏ 
هء طبعة ۲ء ج AN‏ ص (AY‏ 


إسعاد الرفيق» بافضل : 
ومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولي على مال 
لم ANA‏ ی ك 
Pe‏ إذا صدر من خص مع علمه 
KA‏ القيام بت بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا q OS‏ 
LA SANA‏ عل ahe NGANA‏ امل 
ه (إسعاد الرفيق» د بن سالم بن سعيد بافضلء سراباياء الهداية, 
AN‏ 
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VII 
DANA TALANGAN HAJI 
A. Deskripsi 


Dana talangan haji merupakan dana pinjaman atau piutang 
yang diberikan oleh suatu bank tertentu kepada calon jama'ah 
haji dan langsung dibayarkan untuk melunasi pembayaran biaya 
haji yang diselenggarakan Kementerian Agama. Adapun pem- 
berian dana talangan haji tersebut dalam bentuk akad kredit / 
piutang dengan ketentuan peminjam dikenakan ujroh (ongkos 
sewa) atas pemanfaatan sistem perbankan. 

Pemberian dana talangan haji tersebut merupakan kerjasa- 
ma antara Kementerian Agama dan beberapa Bank Syari'ah. Se- 
tiap bank pemberi dana talangan haji memberikannya kepada 
para calon jama'ah haji sesuai jumlah yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Agama. Program dana talangan haji tersebut sa- 
ngat diminati oleh para calon jama'ah haji terutama bagi mereka 
yang belum memiliki dana untuk melunasi biaya haji. Bahkan 
mereka yang sebenarnya telah memiliki dana untuk melunasi 
biaya haji, di antaranya lebih menghendaki pelunasannya dari 
dana talangan haji, sedangkan dana yang dimilikinya dimanfaat- 
kan untuk kebutuhan usaha atau lainnya. 


B. Pertanyaan 
1. Bagaimanakah hukum penerapan ujrah (ongkos sewa) dalam 
akad kredit pemberian dana talangan haji? 
2. Apakah melaksanakan ibadah haji dengan pinjaman dana 
talangan haji terpenuhi syarat istitha'ah? 


C. Jawaban 


1. Hukum penerapan ujrah (ongkos sewa) yang disyaratkan 
dalam akad giradl (kredit/piutang) pemberian dana talangan 
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haji adalah tidak sah, haram dan termasuk riba karena ujrah 

(sewa) tersebut merupakan tambahan yang ditentukan se- 

bagai syarat untuk memperoleh giradl (kredit/piutang). 

Padahal giradl (kredit/piutang) disyari'atkan untuk tu- 
juan irfag (belas kasihan / berbaik hati) dengan jumlah pem- 
bayaran sama besarnya dengan jumlah piutang, tanpa ada ke- 
tentuan penambahan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, 
penerapan ujrah (ongkos sewa) tersebut menjadikan akad gi- 
radl (kredit/piutang) bertentangan dengan prinsip syar'i. 

Melaksanakan ibadah haji dengan dana talangan, terkait 

syarat istitha'ah (kemampuan haji), terdapat tafshil (rincian) 

sebagai berikut: 

a. Tidak terpenuhi syarat istitha'ah, dan tidak menjadikan 
seseorang wajib haji, apabila dana talangan haji tersebut 
merupakan dana untuk memenuhi kekurangan ongkos 
haji. Sedangkan sampai ia berangkat haji tidak memiliki 
dana yang cukup untuk pembayaran piutang dana tala- 
ngan haji tersebut. 

b. Terpenuhi syarat istithaah dan menjadikan seseorang 
wajib haji, apabila: 

1). Sebenarnya ia memiliki dana untuk melunasi pem- 
bayaran ongkos haji, tetapi dana tersebut digunakan 
untuk keperluan lain yang tidak dlaruri (musti di- 
penuhi), seperti: memperbaiki rumah. 

2). Pada saat ia berangkat haji memiliki dana yang cu- 
kup untuk pembayaran piutang dana talangan haji, 
meskipun belum dibayarkannya. 


D. Rekomendasi 


Pemerintah harus menghentikan kebijakan pemberian dana ta- 
langan haji karena: 


Akad ijarah (sewa) yang disyaratkan untuk memperoleh 
dana talangan haji adalah tidak sah dan haram karena ter- 
masuk riba. 

Pemberian dana talangan haji oleh bank bisa menyebabkan 
terjadinya praktek-praktek yang menimbulkan banyak maf- 
sadah, seperti: munculnya banyak praktek percaloan yang 


1. 
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justru menambah beban pembayaran bagi calon jama'ah 
haji yang memperoleh dana talangan haji. 


E. Dasar Penetapan 


القرآن الكريم : 


ANG كثيرة‎ baii 4 Kelas bas الله فضا‎ bi الي‎ iab 
(YEO واي زجغون 4 (البقرة:‎ kag 


KS AG Mba bas bp ذا الي يفرش الله‎ ja 
)١١ (الحديد:‎ 


معام التنزيل / تفسير البغوي» البغوي : 

قول تعال: تن 5ا الي يض BPA‏ حسام القرض اسم لكل ما 
يعطيه الإنسان ليجازى cade‏ فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما 
وعدهم من الثواب قرضاء I‏ نهم يعملونه لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض 
ما أسلفت من عمل صا أو سين» Je‏ في الل ad‏ مهي به 
القرض لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. (معالم التنزيل | 
تفسير البغوي» أبو E‏ الحسين بن مسعود الفراء البغوي» GAN‏ خااد 
inna. a‏ دار cek VAN Ta NE AN‏ 
طبعة ۲» ج ۱> ص (NYO‏ 


السنة المطهرة : 


عن عبد الله بن عرو أن رشول الله صلى الله عليه JAN J6 jas‏ 
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سلف ks‏ ول e‏ تيع ولا رب ما لم adi‏ وَل ig‏ ما (Iss g‏ 
رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد 


شرح هذا الحديث G)‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) : 

يكون أحده| مشروطا في الآخر. قال القاضى رحمه الله: السلف يطلق على 
السلم والقرضء والمراد به هنا شرط القارض على حذف المضاف أي لا يحل 
بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن 
تقرضني عشرة» قى IN‏ اللازم للصحةء Jad‏ على الفساد من طريق 
الملازمة. وقيل هو أن يقرضه قرضا ويديع منه شيئا بأكثر من قهته فإنه حرام 
لأن قرضه رؤج متاعه بهذا UN‏ وكل قرض جر نفعا فهو حرام. (تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» خد عبد الرحمن بن عبد الرحمم المباركفوري 
أبو العلاء بيروتء دار الكتب kakal‏ ج E‏ ص (CM‏ 

E‏ رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ AN‏ صلی الله عليه Ag‏ (كل 
َرْضٍ Aa‏ 3 ربًا). Bag‏ بن أي AA‏ 


Baa go Ela" الما قال:‎ Ig g 
إل أن‎ AE Ip Ie فلا‎ Je d لَهُ أو‎ aki َرْضًا‎ Ssi SS 
رواه ابن ماجه.‎ (AG JB Kg SA 


84 


KOMISI 
BAHTSUL 
MASAIL 


المهذب» الشيرازي : 

فصل: ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن بقرضه WI‏ على أن يديعه داره أو 
على أن يرد عليه أجود منه أو JSI‏ منه أو على أن يكتب له بها al‏ ير 
فما خطر الطريق. والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن aal‏ عن جده 
أن الني صلى الله عليه وسام نهى عن سلف وبيع» والسلف هو القرض في 
لغة أهل الحجاز. وروي عن A‏ كهب وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم أنهم نبوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة 
خرج عن موضوعه. (المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن 


: A9 egetl u 

(ولا يحوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسّر أو) 
رد (زيادة) على a‏ أو رد جيد عن رديء أو غبر ذلك من كل 
شرط جر منفعة للمقرض "رده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد 
العقد خر (كل قرض جر منفعة فهو Jeng (by‏ ضعفّه i A‏ معناه عن جمع 
من الصحابة» ومنه القرض لن يستأجر ملكه أي مغلا بأكثر من AP‏ لأجل 
القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجاعاء وإلا كره عندنا وحرم 
عند كثير من العلاء قاله السبكي. (تحفة الحتاج بشرح المهاج» ابن حجر 
kd)‏ ج ۵» ص (AA‏ 
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بغية المستر شدين» باعلوي : 

أما حكر من طلب المعاملة للدار الآخرة ثمبني على المقاصدء فإذا قصد معطي 
نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة الحرمة بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) فقصد فاسد Bag‏ في AAN‏ 
فليس كل حك يحك H‏ بصحته لا مؤاخذة بباشرته إلا إن وافق الظاهر 
الباطن» وأما لو خالفه Uh‏ هو قطعة نار يقطعها الحام ذلك الفاجرء وقد 
حذر العلاء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات» كما في bal‏ 
والدعوة التامة للقطب الحداد. (بغية المسترشدينء عبد الرحمن بن د بن 
حسين بن عمر المشهور باعلوي» ببروت» دار البكرء ج ۱> ص ۱۲۷) 


ا 
وان لم تكن مشروطة فلا بأس به حتى لو رد المستقرض أجود ما قبضه» فإن 
كان ذلك عن شرط ل يحل لأنه منفعة القرض. (المبسوطهء أبو بكر Ë‏ بن أي 


ال ان قذافة : 

فصل: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال أن المنذر: 
أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فاسلف 
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن أي بن كهب وابن 
عباس وابن مسعود أنهم نبوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد إرفاق وقربة 
فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» ولا فرق بين الزيادة في القدر 
أو في الصفة مثل أن يقرضه مكسرةء ليعطيه صحاحاء أو نقداء ليعطيه خيرا 


- - 
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منه. وان شرط أن يعطيه إياه في بلد آخرء وكان مله مؤنة لم جز لأنه 
Shy‏ وان 1 يكن مله مؤنة جاز. (المغني في فقه الإمام امد پڻ حل 
الشيباني» أبو E‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء بيروت» دار الفكرء 


سنة ١505‏ ه.» طبعة |> ج »> ص (YM‏ 


إحياء علوم الدين» الإمام JAN‏ : 
وأما della!‏ فنوعان: أحدها المباشرة وذلك له أسباب أما في نفسه 
فبالصحة» وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو 
قاهر, وأما في الال فبأن dai IL‏ ذهابه akls‏ إلى وطنه کان له أهل 33 
يكن- لأن مفارقة الوطن شديدة وأن يلك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة 
وأن يلك ما يقضي به ديونه. (إحياء علوم الدين؛ الإمام أبو حامد Ë‏ بن مد 


Kak 


Ditetapkan di : Cirebon 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 
Nomor : 001/Konbes/09/2012 
Tentang: 

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN 
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Menimbang : a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam 
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan 


berjalan jika tidak ada anggotanya: 


b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan 
secara baik dan berkesinam-bungan maka 
diperlukan pengaturan yang jelas mengenai 
anggota, sehingga anggota organisasi dapat 


dengan efektif menjalan-kan kegiatannya: 


c. Bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama tentang tata cara penerimaan dan 


MUNAS 
& KONBES NU 
2012 


pemberhentian anggota yang ada sudah 
tidak memadai lagi: 


Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V 
Pasal 10 dan 11:22 Anggaran Rumah 
Nahdlatul Ulama Bab |, Il, dan III yang 


terdapat dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8; 


Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di 
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M: 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufig dan hidayah-Nya: 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 


TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN NAHDLATUL 


ULAMA 
BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

(1) Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terlepas- 
kan dari organisasi Nahdlatul Ulama, disahkan sebagai anggota 
berdasarkan aturan yang berlaku yang dengan demikian memi- 
liki hak serta kewajiban sebagai anggota: 

(2) Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang be- 
ragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Ang- 
garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 

(3) Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, 
menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menganut salah 
satu Mazhab Empat, sudah agil baligh, menyetujui agidah, asas, 
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tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama, namun yang ber- 
sangkutan bukan Warga Negara Indonesia. 

Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota 
biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa ke- 
pada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengu- 
rus Besar. 

Penerimaan adalah pendaftaran baik bagi anggota baru melalui 
prosedur dan tahapan yang ada, maupun anggota lama melalui 
proses verifikasi. 

Pemberhentian adalah prosedur tetap untuk menyatakan bahwa 
seseorang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota 
Nahdlatul Ulama. 


BAB II 
PENERIMAAN ANGGOTA 
Pasal 2 


Calon anggota biasa harus mengajukan permohonan dengan 
form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melampirkan 
identitas diri. (KTP/SIM/PASPORT yang dikeluarkan oleh Nega- 
ra). 

Keanggotan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang 
memenuhi persyaratan. 

Anggota biasa diterima melalui Pengurus Ranting atas reko- 
mendasi Pengurus Anak Ranting setempat. 

Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggal maka 
pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat atau di tem- 
pat terdapat kepengurusan NU. 

Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui 
Pengurus Cabang Istimewa. 

Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat ting- 
gal maka pendaftaran anggota dilakukan di Pengurus Cabang 
Istimewa terdekat. 

Calon Anggota dapat mendaftarkan diri secara elektronik den- 
gan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada Ayat (1) 
sampai Ayat (7) dalam Pasal ini. 

Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengu- 
rus Cabang Istimewa. 


(4 


— 


(5) 


(6) 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
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(9) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus 
memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada 

calon anggota. 


Pasal 3 


(1) Calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan de- 
ngan form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melam- 
pirkan identitas kewarganegaraannya. 

(2) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh 
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat. 

(3) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan 
disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat. 

(4) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal 
maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Ca- 
bang Istimewa terdekat. 

(5) CalonAnggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara elek- 
tronik diterima dan disahkan dengan tetap memperhatikan hal- 
hal yang tersebut pada Ayat (1) sampai Ayat (4) dalam Pasal ini. 

(6) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus 
memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada 
calon anggota. 


Pasal 4 


(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengu- 
rus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus 
Besar. 

(2) Usulan sebagaimana pada Ayat (1) harus menjelaskan jasa yang 
sudah diberikan/dilakukan terhadap Nahdlatul Ulama dan diser- 
tai dengan riwayat hidup yang lengkap. 

(3) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan seba- 
gaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini untuk memberikan 
persetujuan atau penolakan. 

(4) Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Pengurus Besar 
harus diberitahukan kepada pengusul. 

(5) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan per- 
setujuan, maka kepada calon anggota kehormatan diberikan su- 
rat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat 
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yang dikeluarkan dalam bentuk khusus. 

(6) Penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan 
atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan 
oleh pengusul dan atau Pengurus Besar kepada anggota kehor- 
matan bersamaan dengan acara-acara resmi NU. 


BAB III 
KARTU TANDA ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA (KARTANU) 
Pasal 5 


— 


(1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan 
Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) sebagaimana 
contoh terlampir. 

(2) Penyerahan KARTANU dilakukan oleh Pengurus Cabang dan 
atau Pengurus Cabang Istimewa. 

(3) Proses penyerahaan KARTANU sebagaimana Ayat (2) dapat di- 
substitusikan kepada Kepengurusan di bawahnya. 

(4) Anggota kehormatan berhak mendapatkan Surat Keputusan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Sertifikat yang dike- 
luarkan dalam bentuk khusus (persamaan KARTANU Khusus). 
Karena anggota kehormatan adalah penghargaan bukan per- 
mohonan 

(5) Tata cara dan bentuk KARTANU akan diatur secara detail melalui 
Surat Keputusan PBNU dan sekurang-kurangnya memuat data- 
data mengenai Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Tempat Ting- 
gal, Jenis Kelamin dan Nama Orang Tua. 


Pasal 6 


Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KAR- 

TANU), adalah: 

(1) Sudah terdaftar dan disahkan menjadi anggota Nahdlatul Ulama. 

(2) Sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama. 

(3) Sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap 
ucapan, sikap dan perbuatan. 

(4) Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan KARTANU dengan 
mengisi formulir yang telah disediakan. 

(5) Membayar biaya administrasi pembuatan KARTANU. 
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BAB IV 
KEWAJIBAN ANGGOTA 
Pasal 7 


Setiap anggota wajib : 

(1) Berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga ajaran Ahlu 
Sunnah wal Jama'ah. 

(2) Setia dan taat serta menjaga nama baik organisasi. 

(3) Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala lang- 
kah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu 
yang diamanahkan kepadanya. 

(4) Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah 
Wathaniyah dan Ukhuwah Basyariyah serta mempertahankan 
ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia. 

(5) Mempromosikan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain 
menjadi anggota Nahdlatul Ulama. 


Pasal 8 


(1) Setiap anggota membayar uang pangkal dan i'anah syahriyah 
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama. 

(2) Anggota memberikan iuran kepada organisasi sesuai dengan 
kemampuan. 

(3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan 
(2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 


BAB V 
HAK ANGGOTA 
Pasal 9 


Setiap anggota berhak: 

(1) Menghadiri musyawarah Anggota, mengemukakan pendapat 
dan memberikan suara. 

(2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan 
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lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 
Memperoleh pelayanan dan pembelaan dari organisasi. 
Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Membela diri dan memperoleh kesempatan tabayyun dalam 
pelanggaran aturan organisasi. 

Terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah 
jam'iyah seperti tahlil, talgin, istighatsah, lailatul ijtima' dan lain-lain. 


BAB VI 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
Pasal 10 


Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ula- 
ma karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus 
Ranting dengan tembusan kepada Pengurus Anak Ranting atau 
Pengurus Cabang Istimewa secara tertulis bagi yang pendaft- 
aran keanggotaannya melalui Pengurus Cabang Istimewa. 
Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa akan menga- 
dakan rapat untuk membahas permohonan tersebut. 
Penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut harus 
mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang atau Pengurus 
Cabang Istimewa. 

Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan 
kepada anggota yang bersangkutan melalui pengurus ranting. 
Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa 
bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. 

Untuk menetapkan pemberhentian anggota atas permintaan 
sendiri tersebut, Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Is- 
timewa dapat meminta pendapat pada kepengurusan organisasi 
yang berada di atas atau bawahnya. 

Jangka waktu penetapan pengunduran diri dari anggota Nah- 
dlatul Ulama maksimal adalah 3 (tiga) bulan sejak pertama kali 
surat pengunduran diri diajukan. 

Apabila anggota sudah diberhentikan keanggotaannya dari 
Nahdlatul Ulama maka segala hak dan kewajibannya menjadi 
hilang. 
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Pasal 11 


(1) Seorang anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan Nah- 
dlatul Ulama karena dengan sengaja tidak memenuhi kewa- 
jibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang 
mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. 

(2) Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan 
sebanyak dua (2) kali dengan rentang waktu masing-masing 1 
(satu) bulan. 

(3) Pengurus Ranting dan atau Pengurus Cabang Istimewa akan 
mengadakan Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah untuk memba- 
has proses pemberhentian tersebut. 

(4) Dalam rapat sebagaimana Ayat (3), anggota yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. 

(5) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima maka pro- 
ses pemberhentian tersebut dihentikan dan sebaliknya apabila 
pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan 
dengan persetujuan rapat. 

(6) Persetujuan Pengurus Ranting atas pemberhentian anggota ha- 
rus mendapat pengesahan dari Pengurus Cabang dan dilapor- 
kan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(7) Persetujuan Pengurus Cabang Istimewa atas pemberhentian 
anggota harus mendapat pengesahan dari Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama. 

(8) Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan 
kepada anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Ranting. 

(9) Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa 
bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. 

(10)Seseorang yang sudah diberhentikan dari keanggotaan Nah- 
dlatul Ulama dengan sendirinya kehilangan hak dan kewajiban 
sebagai anggota. 


BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 12 


Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 13 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 3 Dzulga'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Agil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 
Nomor : 002/Konbes/09/2012 


Tentang: 


PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Bahwa sebagai organisasi yang menaungi 
umat Islam penting kiranya Nahdlatul Ulama 
menanamkan semangat yang tinggi bagi ter- 
ciptanya keteraturan dalam tubuh organisasi; 


. Bahwa untuk menciptakan keteraturan dalam 


organisasi tersebut membutuhkan perangkat 
yang berjalan secara sistemik dan bergerak 
secara terpadu serta menjunjung tinggi kedi- 
siplinan dan ketertiban dalam menjalankan- 
nya; 


. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di 


seluruh tingkatan guna menciptakan ketera- 
turan dalam mencapai tujuan mulia Nahdla- 
tul Ulama yang dicita-citakan; 


. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VI 


Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) dan (3), serta Pasal 
24: 


. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 


Bab V 


a, 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di 
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M; 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya: 


00 
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MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG PERANGKAT ORGANISASI NAHDLA- 
TUL ULAMA 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

(1) Perangkat adalah bagian dari organisasi yang mendukung di- 
jalankannya tujuan dan usaha serta program-program Nah- 
dlatul Ulama. 

(2) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul 
Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan 
Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. 

(3) Lajnah adalah Perangkat departementasi organisasi Nahdlatul 
Ulama yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama, 
yang sifat programnya memerlukan penanganan khusus. 

(4) Lembaga/Lajnah adalah perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama 
yang melekat di bawah koordinasi Tanfidziyah. 

(5) Badan Otonom adalah Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama 
yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang 
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan berang- 
gotakan perorangan. 

(6) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom 
berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan Badan 
Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. 


BAB II 
LEMBAGA 
Pasal 2 


(1) Struktur Kepengurusan Harian Lembaga terdiri dari seorang 
Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang 
Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 
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seorang Wakil Bendahara. 
Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab ke- 
pada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. 
Ketua Lembaga bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun 
kepengurusan harian Lembaga. 
Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali 
masa jabatan. 
Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk divisi-divisi sesuai 
dengan kebutuhan. 
Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui 
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing 
tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. 
Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, Cabang dan Cabang 
Istimewa disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program 
yang akan dijalankan. 
Pembentukan kepengurusan Lembaga harus mempertimbang- 
kan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang 
keahlian Lembaga tersebut. 


Pasal 3 
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(8) 


Lembaga-Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama adalah : 


Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas me- 
laksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan 
agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. 
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdalatul Ulama disingkat LP 
Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama 
di bidang pendidikan dan pengajaran formal. 

Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melak- 
sanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan 
pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. 

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU ber- 
tugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang 
pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. 

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat 
LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di 
bidang pengembangan pertanian, dan kelautan. 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LK- 
KNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bi- 


a. 
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dang kesejahteraan sosial dan kependudukan. 

Lembaga Kajian dan Sumberdaya Manusia disingkat Lakpes- 
dam, bertugas melaksanakan Kebijakan Nahdlatul Ulama di bi- 
dang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. 
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU, 
bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi 
dan kajian kebijakan hukum. 

Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat Lesbumi, 
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang 
pengembangan seni dan budaya. 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dis- 
ingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan men- 
tasharufkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiqnya. 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LW- 
PNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan ta- 
nah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nah- 
dlatul Ulama. 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, 
bertugas membahas masalah-masalah Maudhu'iyah (tematik), 
Waqi'iyah (aktual) dan Qonuniyah (Perundangundangan) yang 
akan menjadi bahan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 


. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, 


bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang 
pengembangan dan pemberdayaan Masjid. 

Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. 
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nah- 
dlatul Ulama disingkat LPBINU, bertugas melaksanakan kebi- 
jakan Nahdlatul Ulama di bidang pelestarian lingkungan dan 
penanggulangan bencana. 


BAB III 
LAJNAH 
Pasal 4 


Struktur Kepengurusan Harian Lajnah terdiri dari seorang Ketua, 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sek- 
retaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 


س 
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seorang Wakil Bendahara. 

(2) Ketua Lajnah ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada 
Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. 

(3) Ketua Lajnah bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun 
kepengurusan harian Lajnah. 

(4) Ketua Lajnah dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa 
jabatan. 

(5) Pengurus Harian Lajnah dapat membentuk divisi-divisi sesuai 
dengan kebutuhan. 

(6) Pembentukan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah 
dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan 
Nahdlatul Ulama. 

(7) Penghapusan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah 
dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan 
Nahdlatul Ulama. 

(8) Pembentukan kepengurusan Lajnah harus mempertim- 
bangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bi- 
dang keahlian Lajnah tersebut. 


Pasal 5 


Lajnah yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah: 

a. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas 
mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak. 

b. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, 
bertugas mengembangkan penelitian, penulisan, penerjema- 
han dan penerbitan kitab/buku serta pengembangan informasi 
menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. 

c. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU 
bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. 


BAB IV 
BADAN OTONOM 
Pasal 6 


(1) Pembentukan dan Pembubaran Badan Otonom diusulkan me- 
lalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar 
dan ditetapkan dalam Muktamar. 
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(2) Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam 
Muktamar. 

(3) Badan Otonom memiliki Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman 
Rumah Tangga (PRT) sendiri; 

(4) PD/PRT Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Ang- 
garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 


Pasal 7 


(1) Badan Otonom berkewajiban berpedoman akidah, azas dan tu- 
juan Nahdlatul Ulama. 

(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai 
dengan kelompok basis keanggotaanya. 


Pasal 8 


Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap 
tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. 


Pasal 9 


Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat ter- 

tentu adalah : 

a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk ang- 
gota perempuan Nahdlatul Ulama. 

b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota 
perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maskimal 40 tahun. 

c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU 
untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 
berusia 40 tahun. 

d. Ikatan Pelajar Nadhaltul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan 
santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 ta- 
hun. 

e. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pe- 
lajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal 
berusia 30 tahun. 
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Pasal 10 


Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya : 

a. Jam'iyyah Ahli Tharigah Al Mu'tabarah An-Nahdliyah disingkat 
JATMAN yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebi- 
jakan Nahdlatul Ulama dalam pengamalan dan pengembangan 
tasawuf. 

b. Jam'iyyatul Ourra Wal Huffazh Nahdlatul Ulama disingkat JOH 
NU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan 
Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kajian dan tilawatil 
gur'an. 

c. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI yang 
bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul 
Ulama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteran 
buruh dan tenaga kerja Indonesia. 

d. Pagar Nusa (Pencak Silat Nahdlatul Ulama) yang bertugas seba- 
gai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam 
pengembangan seni bela diri. 

e. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU yang ber- 
tugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul 
Ulama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan 
guru. 

f. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU yang bertugas 
sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama 
dalam pengembangan, penerapan dan tanggungjawab keil- 
muan. 


BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 11 


(1) Semua Peraturan Organisasi di lingkungan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama harus menyesuaikan dengan peraturan ini se- 
lambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah PO ini 
ditetapkan. 

(2) Semua Perangkat Organisasi di level kepengurusan yang lain 
harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lam- 
batnya dalam waktu 1 (satu) tahun. 
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Pasal 12 


Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 


BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 13 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 


diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal :3 Dzulqa'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 
Nomor : 003/Konbes/09/2012 


Tentang: 


RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA 


75 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


: a. Bahwa melalui Muktamar XXVII Nahdlatul 


Ulama pada tahun 1984 di Pondok Pesantren 
Salafiyah Syafi'iyah Asembagus, Situbondo, 
Jawa Timur, menegaskan kembali jati dirinya 
sebagai jam'iyyah diniyah ijtima'iyah yang 
mandiri secara politik, menjaga jarak yang 
sama dengan semua kekuatan politik, untuk 
meningkatkan perannya di masyarakat dan 
oleh karenanya perlu secara terus menerus 
melakukan pembenahan dan penertiban 
organisasi; 


. Bahwa sejak tahun 1985 Nahdlatul Ulama 


telah menerapkan larangan rangkap jabatan 
baik antar jabatan dalam organisasi di 
lingkungan Nahdlatul Ulama maupun antara 
jabatan dalam organisasi Nahdlatul Ulama 
dengan jabatan dalam Partai Politik; 


. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan 


ketentuan-ketentuan yang pernah diterbit- 
kan berkaitan dengan larangan rangkap 
jabatan, telah diterbitkan Peraturan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama No.015 /A.I1.04.d / Ill 
/ 2005; 


. Bahwa pelaksanaan atas ketentuan-keten- 


tuan mengenai rangkap jabatan yang pernah 
ditertibkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 


Menimbang 
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Ulama dianggap sudah tidak memadai lagi, 
sehingga perlu disempurna-kan dalam 
peraturan Organisasi yang baru. 


Mengingat : 1. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 
Nomor 002/MNU-27/1984 jo Keputusan 
Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/ 
4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul 
Ulama 1926, 

2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama Nomor 01/PBNU/I-1985 tentang Lara- 
ngan Rangkap Jabatan Pengurus Harian 
Nahdlatul Ulama jo Peraturan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama Nomor 72/A.II/ 04.d 
/X11/1985 tentang Larangan Rangkap Jabatan 
Pengurus Harian jo Peraturan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama Nomor 015/A.I1.04.d/ 
11/2005 tentang Larangan Rangkap Jabatan 
Pengurus Harian di Lingkungan Nahdlatul 
Ulama: 

3. Anggaran RumahTangga Nahdlatul Ulama 
Bab XVI Pasal 51 hasil Muktamar ke-32 
Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 
2010. 


Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No.02 
tahun 2006 tentang Rangkap Jabatan: 
2. Kasus-Kasus terjadinya benturan 
kepentingan yang merugikan Nahdlatul 
Ulama akibat rangkap jabatan yang terjadi 
dewasa ini, 
3. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M. 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufig dan hidayah-Nya: 
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MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 


TENTANG RANGKAP JABATAN DI LINGKU- 
NGAN NAHDLATUL ULAMA 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pengurus Harian di 
lingkungan Nahdlatul Ulama adalah meliputi : 


Pengurus Harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan seba- 
gaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 
26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), 
pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), pasal 35 ayat (1), Pasl 37 ayat 
(1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) hasil Muktamar ke-32 
Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010. 

Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, seba- 
gaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ula- 
ma Pasal 39 hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar 
pada tahun 2010. 

Pengurus Harian adalah pengurus yang karena kapasitas dan 
otoritasnya memiliki dan bisa melakukan instruksi ke bawah. 
Pengurus Harian Lembaga/Lajnah adalah Pengurus Harian de- 
partementasi yang tidak memiliki garis instruktif ke bawah. 
Rangkap Jabatan Internal adalah seseorang yang memiliki dua 
jabatan atau lebih yang sama tingkatannya dan atau berbeda 
tingkatannya di internal organisasi Nahdlatul Ulama. 

Rangkap Jabatan Politik adalah seseorang yang memangku ja- 
batan pengurus harian Nahdlatul Ulama atau pengurus harian 
Badan Otonom Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan 
pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi 
kepada partai politik. 

Rangkap Jabatan Lainnya adalah seseorang yang memangku ja- 
batan di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus memangku ja- 
batan pengurus Organisasi kemasyarakatan yang bertentangan 
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dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. 


(8) Jabatan Politik adalah sebagaimana disebut dalam Anggaran 


Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 Ayat (5), meliputi : Ja- 
batan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, 
anggota DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ula- 
ma adalah Ormas yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlus- 
sunah wal Jama'ah dan atau tidak mengakui Pancasila sebagai 
azas Negara. 


BAB II 
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA 
Pasal 2 


(9) 


(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 


dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada 
semua tingkatan. 


(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 


dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah 
pada semua tingkatan. 


(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 


dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, 
Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom di 
semua tingkatan. 


Pasal 3 


(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak 


dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah 
pada semua tingkatan. 


(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak 


dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada 
semua tingkatan. 


(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan ti- 


dak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, 
Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom 
pada semua tingkatan. 
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Pasal 4 


(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga 
pada semua tingkatan. 

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada 
semua tingkatan. 

(3) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Oto- 
nom pada semua tingkatan. 

(4) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada 
semua tingkatan. 

(5) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Oto- 
nom pada semua tingkatan. 

(6) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan 
tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan 
Otonom pada semua tingkatan. 


BAB III 
RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL 
ULAMA DENGAN 
JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI 
YANG BERAFILIASI 
DAN PERANGKAPAN LAINNYA 
Pasal 5 


(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah 
dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan ti- 
dak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai 
Politik pada semua tingkatan. 

(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah 
dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan ti- 
dak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organi- 
sasi yang berafiliasi kepada Partai Politik pada semua tingkatan. 
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Pasal 6 


Jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus organisasi kemasyaraka- 
tan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul 
Ulama. 


Pasal 7 


(1) Pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merang- 
kap sebagaimana dalam Pasal 5 di atas, harus mengundurkan 
diri dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(2) Pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap seba- 
gaimana dalam Pasal 6 di atas, harus mengundurkan diri dalam 
waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(3) Pengurus Harian Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau 
dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah, Pengu- 
rus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom di 
semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengun- 
durkan diri dari Pengurus Harian Partai Politik yang dibuktikan 
dengan menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang 
bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup. 

(4) Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik 
yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pen- 
gurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengu- 
rus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang ber- 
sangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus Harian 
Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik yang dibuktikan 
dengan menunjukan surat pernyataan pengunduran diri yang 
bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup. 

(5) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang mencalon- 
kan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Nahdlatul 
Ulama atau Pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka 
yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengu- 
rus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan 
menunjukan surat pernyataan pengunduran diri yang bersang- 
kutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup. 
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BAB IV 
PERANGKAPAN JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN 
NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK 
Pasal 8 


Jabatan Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah 
dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan 
jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Guber- 
nur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan anggota 
DPR/DPRD. 


Pasal 9 


Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Be- 
sar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah dan Ketua Tanfidziyah Pen- 
gurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil 
Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, 
Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPR/ DPRD. 


Pasal 10 


Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dan 9 yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan un- 
tuk menduduki jabatan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 dan 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak 
ditetapkannya sebagai calon. 


Pasal 11 
Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan poli- 


tik sebagaimana Pasal 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat 
pada jabatan struktural lainnya. 


BAB V 
TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN 
Pasal 12 


(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terha- 
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dap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama, anggota 
Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat 
Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nah- 
dlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan atau Badan 
Otonom di semua tingkatan. 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 
hadap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama dan 
Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan 
Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang berafi- 
liasi kepada Partai Politik di semua tingkatan dan atau merang- 
kap dengan jabatan politik. 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terha- 
dap anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, anggota Pen- 
gurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang 
merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyaraka- 
tan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nah- 
dlatul Ulama. 

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1), (2) dan (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memben- 

tuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang terdiri 4 (em- 

pat) orang dari unsur Syuriyah dan 5 (lima) orang Tanfidziyah. 

Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus 

Besar Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian Lem- 

baga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap 

Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama segera mem- 

berikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk 

memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis. 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampai- 

kan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum 

mengajukan pilihannya maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan seba- 
gai berikut : 

a. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang 
merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul 
Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah 
memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur 
yang paling tinggi dan jabatan Pengurus lainnya dinyatakan 
batal dengan sendirinya. 

b. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang 


— 


(2 


(3 
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merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik 

dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik 

untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengun- 

durkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus Harian di 
lingkungan Nahdlatul Ulama. 

c. Surat Keputusan penetapan bagi Pengurus yang merangkap 
dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang 
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul 
Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah 
mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus di 
lingkungan Nahdlatul Ulama. 

d. Tindasan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada 
yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana yang 
bersangkutan merangkap. 


Pasal 13 


Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 
hadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama, 
anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom 
tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Ha- 
rian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan 
atau Badan Otonom di semua tingkatan. 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 
hadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama dan 
Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan ja- 
batan Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang 
berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan. 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 
hadap anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, anggota 
Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah 
yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kema- 
syarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjua- 
ngan Nahdlatul Ulama. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1), (2) dan (3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat mem- 
bentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjum- 
lah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah. 
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(5) Apabila hasil pendataan menunjukkan adanya anggota Pengu- 
rus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus har- 
ian lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang 
merangkap Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama 
segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersang- 
kutan untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan ter- 
tulis. 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampai- 

kan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan be- 

lum mengajukan pilihannya maka Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan 

sebagai berikut : 

a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi 
Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingku- 
ngan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa 
yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Ha- 
rian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus 
Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal 
dengan sendirinya. 

b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi 
Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang be- 
rafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang 
bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari 
jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Wilayah sesuai ART Pasal 
50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk 
dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus 
Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan 
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapat- 
kan Surat Keputusan penetapan. 

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat 

Permohonan dari Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbit- 

kan Surat Keputusan penetapan yang tindasannya disampaikan 
kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana 
yang bersangkutan merangkap. 


(6 


— 


— 


(7 


MUNAS 
& KONBES NU 
2012 


Pasal 14 


Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 

hadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama, ang- 

gota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom 
tingkat Cabang yang merangkap dengan jabatan Pengurus 

Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan 

atau Badan Otonom di semua tingkatan. 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 

hadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama dan 

Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan ja- 

batan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang 

berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan. 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan ter- 

hadap anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, anggota 

Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang 

yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kema- 

syarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjua- 
ngan Nahdlatul Ulama. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1), (2) dan (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat mem- 

bentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjum- 

lah 5 (lima) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah. 

Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus 

Cabang Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian lem- 

baga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang yang merang- 

kap Jabatan, maka Pengurus Cabang Nahdalatul Ulama segera 
memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan 
untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis. 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampai- 

kan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan be- 

lum mengajukan pilihannya maka Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan 

sebagai berikut : 

a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan bagi 
Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingku- 
ngan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa 
yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Ha- 
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rian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus 
Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal 
dengan sendirinya. 

b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi 
Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang be- 
rafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang 
bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari 
jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Cabang sesuai ART Pasal 
50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk 
dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus 
Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan 
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapat- 
kan Surat Keputusan Penetapan. 

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat 

Permohonan dari Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud 

pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbit- 

kan Surat Keputusan Penetapan yang tindasannya disampaikan 
kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana 
yang bersangkutan merangkap. 


BAB VI 
SANKSI 
Pasal 15 


Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Per- 
aturan Organisasi ini dikenakan sanksi organisasi. 
Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama 
pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 12, 13 dan 14. 

Sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pemberhentian pe- 
ngurus diatur melalui Peraturan Organisasi tentang Tata Cara 
Penggantian Pengurus. 
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BAB VII 
ATURAN PERALIHAN 
Pasal 16 


Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib mera- 
tifikasi Peraturan Organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Or- 
ganisasi ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan ter- 
dekat. 


Pasal 17 


Semua ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Nah- 
dlatul Ulama dan Badan Otonom di semua tingkatan yang berten- 
tangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku. 


BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 18 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 


diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal :3 Dzulqa'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 


Nomor : 004/Konbes/09/2012 


Tentang: 


TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN 


KEPENGURUSAN 


5 5 5 


JAYA‏ أيهم 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


: a. Bahwa Nahdlatul Ulama telah menegaskan 


kembali jati dirinya sebagai jam'iyah diniyah 
ijtima'iyah yang memiliki misi: (a) mewujud- 
kan masyarakat sejahtera lahiriyah maupun 
batiniah, dengan mengupayakan sistem tata 
aturan yang mempengaruhi kebijakan yang 
menjamin terwujudnya tata kehidupan ma- 
syarakat yang sejahtera. (b) mewujudkan 
masyarakat yang berkeadilan dengan mela- 
kukan upaya pemberdayaan dan advokasi 
masyarakat. dan ) mewujudkan masyarakat 
yang adil, demokratis dan berakhlagul 
karimah; 


. Bahwa untuk merealisasikan misi sebagai- 


mana huruf a diperlukan tertib organisasi 
dengan sistem dan prosedur yang bersifat 
baku dan mengikat bagi seluruh pengurus di 
lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama yang 
mengatur tata pergantian pengurus; 


. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di 


seluruh tingkatan guna menciptakan ketera- 
turan dalam mencapai tujuan mulia Nahdla- 
tul Ulama yang dicita-citakan; 


. Bahwa tertib organisasi bertujuan memper- 


lancar jalannya roda organisasi Nahdlatul 


Menimbang 
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Ulama dengan mengutamakan kerjasama 

dan profesionalisme yang penuh semangat 

kekeluargaan, sehingga menghindari perpe- 

cahan yang mungkin timbul dalam menja- 
lankan organisasi. 


Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VII 
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 
Bab IV-Bab XIV. 


Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No. 
03 Tahun 2006: 

2. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 

di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M. 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufig dan hidayah-Nya: 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN 
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

(1) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan 
mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di 
lingkungan Nahdlatul Ulama. 

(2) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan dan 
membubarkan tugas, tanggung jawab serta kewenangan suatu 
kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

(3) Pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Pasal 40 Ang- 
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garan Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan persyaratan lainnya. 

(4) Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang ha- 
rus dilalui/dipenuhi oleh Calon Pengurus terutama Mandatori 
yang ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan. 


Pasal 2 


Syarat-syarat Kepengurusan 

Seseorang bisa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya sebagaima- 
na ditentukan Pasal 40 ART NU, yang dibuktikan dengan KAR- 
TANU dan atau kesaksian. 

(2) Pernah mengikuti jenjang kaderisasi yang diadakan oleh NU dan 
atau Banom NU, yang dibuktikan dengan verifikasi sertifikat dan 
atau kesaksian. 

(3) Memiliki latar belakang pondok pesantren dan atau memiliki 
pemahaman keagamaan ala Ahlusunnah wal Jama'ah. 

(4) Bersedia meluangkan waktu. 

(5) Memiliki integritas dan khidmat terhadap kyai/ulama yang di- 
buktikan dengan rekomendasi. 

(6) Menerima Pancasila sebagai azas dan dasar negara serta NKRI 
sebagai bentuk final yang dibuktikan dengan surat pernyataan 
di atas Materai. 


BAB || 
PENGESAHAN PENGURUS 
Pasal 3 


(1) Rais “Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan 
dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. 

(2) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan 
dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan su- 
dah mendapatkan persetujuan tertulis Rais Aam terpilih. 

(3) Penyusunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dilakukan oleh 
Tim Formatur. 

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais Aam terpilih (Ketua Formatur) dan 
Ketua Umum Terpiliih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa 
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orang Mede Formatur. 

(5) Tim Formatur bekerja selama satu bulan setelah Muktamar ber- 
akhir. 

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua 
Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur. 

(7) Susunan Pengurus Besar terdiri dari : 

a. Beberapa orang Mustasyar. 

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais Aam, 
seorang Wakil Rais Aam dan beberapa orang Rais, seorang 
Katib Aam dan beberapa orang Katib. 

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang A'wan. 

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua 
Umum, seorang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang 
Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa orang 
Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan 
beberapa orang Bendahara. 

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat pusat ditunjuk melalui Rapat 
Pengurus Besar Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebu- 
tuhan. 

f Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus 
Besar menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara 
lengkap. 

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan su- 
rat keputusan Pengurus Besar. 

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyah- 
kan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan. 


Pasal 4 


(1) Rais Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi 
Wilayah Nahdlatul Ulama. 

(2) Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konfe- 
rensi Wilayah Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah 
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih. 

(3) Penyusunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan oleh 
Tim Formatur. 

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ke- 


25 


KOMISI 
ORGANISASI 
(Peraturan Organisasi) 


tua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang ang- 

gota Mede Formatur. 

Tim Formatur bekerja selama-lamanya satu bulan setelah Konfe- 

rensi Wilayah berakhir. 

Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Wilayah Nah- 

dlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan 

tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai Ketua 

Formatur dan Ketua terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri 

berita acara hasil Konferensi. 

Apabila ada protes/keberatan atas usulan Tim Formatur, PBNU 

berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu ti- 

dak lebih dari 1 (satu) bulan. 

Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari : 

a. Beberapa orang Mustasyar. 

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan be- 
berapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang 
Wakil Katib. 

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang Awan. 

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan 
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa 
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa 
orang Wakil Bendahara. 

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Wilayah ditunjuk melalui 
Rapat Pengurus Wilayah Harian Syuriah dan Tanfidziyah se- 
suai kebutuhan. 

f Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus 
Wilayah menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara 
lengkap. 

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan su- 
rat keputusan Pengurus Wilayah. 

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyah- 
kan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan. 


Pasal 5 
Rais Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi 


Cabang Nahdlatul Ulama. 
Ketua Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konfe- 
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rensi Cabang Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah 
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih. 

(3) Penyusunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan oleh 
Tim Formatur. 

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ke- 
tua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang ang- 
gota Mede Formatur. 

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah 
Konferensi Cabang berakhir. 

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Cabang Nah- 
dlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan 
tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai ketua 
formatur dan Ketua terpilih dengan dilampiri berita acara Kon- 
ferensi Cabang dan Berita Acara Sidang Formatur serta Surat 
Rekomendasi Pengurus Wilayah. 

(7) Surat Rekomendasi Wilayah tidak boleh mengubah susunan ha- 
sil Tim Formatur. 

(8) Susunan Pengurus Cabang terdiri dari : 

a. Beberapa orang Mustasyar. 

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan be- 
berapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang 
Wakil Katib. 

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang Awan. 

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan 
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa 
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa 
orang Wakil Bendahara. 

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Cabang ditunjuk melalui 
Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriah dan Tanfidziyah se- 
suai kebutuhan. 

f Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus 
Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara 
lengkap. 

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan su- 
rat keputusan Pengurus Cabang. 

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyah- 
kan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan. 

(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pe- 
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ngurus Cabang hasil Konferensi maka Pengurus Wilayah dapat 
menunda penerbitan Surat Rekomendasi. 

(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah 
selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Wilayah 
tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PBNU harus menge- 
luarkan Surat Keputusan pengesahan Cabang. 


Pasal 6 


(1) Pembentukan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di 
luar negeri dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya 40 (em- 
pat puluh) orang kader atau anggota Nahdlatul Ulama di Negara 
yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan pengesa- 
han kepada Pengurus Besar. 

Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilampiri: 

a. Daftar pemohon yang disertai identitas lengkap pemohon. 
b. Alamat sekretariat dan pihak yang bisa dihubungi. 

c. Usulan susunan pengurus sementara. 

Pengurus Besar membahas surat permohonan dimaksud pada 
Ayat (2) dalam rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfi- 
dziyah dengan mengumpulkan data dan informasi yang lengkap 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah permohonan masuk. 
Apabila dicapai kesepakatan maka selambat-lambatnya 7 (tu- 
juh) hari setelah rapat harian gabungan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (3), Pengurus Besar menerbitkan Surat Keputusan 
pembentukan Pengurus Cabang Istimewa dengan susunan pe- 
ngurus sementara. 

Pengurus sementara bertugas menyelenggarakan Konferensi 
Cabang Istimewa yang pertama selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan setelah terbitnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). 

Apabila Pengurus Cabang Istimewa sementara di luar negeri 
telah didirikan maka pembentukan pengurus selanjutnya me- 
lalui Konferensi Pengurus Cabang Istimewa yang dihadiri oleh 
anggota. 

Susunan Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri sekurang- 
kurangnya terdiri dari: 


(2 


— 


(3 


— 


— 


(4 


— 


(5 


(6 


— 


— 


(7 
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Beberapa orang Mustasyar. 
Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari seorang Rais, 
seorang Wakil Rais, seorang Katib dan seorang Wakil Katib. 
Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang Awan. 
Pengurus harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua, dua 
orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sek- 
retaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara. 
Ketua Lembaga / Lajnah tingkat Cabang Istimewa ditunjuk 
melalui Rapat Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriah 
dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan. 
Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus 
Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara 
lengkap. 
Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan su- 
rat keputusan Pengurus Cabang Istimewa. 
Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyah- 
kan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan. 


Pasal 7 


v 


Rais Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan 
dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. 

Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan 
dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yang 
sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis 
Rais terpilih. 

Penyusunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama 
dilakukan oleh Tim Formatur. 

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ke- 
tua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang ang- 
gota Mede Formatur. 

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah 
Konferensi Majelis Wakil Cabang berakhir. 

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PWNU berdasarkan 
permohonan Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konfe- 
rensi Majlis Wakil Cabang serta Surat Rekomendasi Pengurus 
Cabang. 


(1) 
(2) 


(3) 
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(7) Surat Rekomendasi Cabang tidak boleh mengubah susunan ha- 
sil Tim Formatur. 
(8) Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari : 

a. Beberapa orang Mustasyar. 

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan be- 
berapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang 
Wakil Katib. 

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang Awan. 

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan 
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa 
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa 
orang Wakil Bendahara. 

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Majelis Wakil Cabang ditunjuk 
melalui Rapat Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah 
dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan. 

f Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus 
Majelis Wakil Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/ 
Lajnah secara lengkap. 

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan su- 
rat keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang. 

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyah- 
kan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan. 

(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pe- 
ngurus Majelis Wakil Cabang hasil Konferensi maka Pengurus 

Cabang dapat menunda penerbitan Surat Rekomendasi. 

(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Cabang 
selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Cabang 
tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PWNU harus mengelu- 
arkan Surat Keputusan pengesahan Cabang. 


Pasal 8 


(1) Rais Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi 
Cabang Nahdlatul Ulama. 

(2) Ketua Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konfe- 
rensi Ranting Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah 
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih. 
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(3) Penyusunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dilakukan oleh 
Tim Formatur. 

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ke- 
tua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang ang- 
gota Mede Formatur. 

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah 
Konferensi Ranting berakhir. 

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Ranting Nah- 
dlatul Ulama diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan 
Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konferensi Ranting 
serta Surat Rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang. 

Surat Rekomendasi Majlis Wakil Cabang NU tidak boleh me- 

ngubah susunan hasil Tim Formatur. 

(8) Susunan Pengurus Ranting terdiri dari : 

a. Beberapa orang Mustasyar. 

2. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan be- 
berapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang 
Wakil Katib. 

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syu- 
riyah dan beberapa orang A'wan. 

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan 
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa 
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa 
orang Wakil Bendahara. 

Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pe- 

ngurus Ranting hasil Konferensi maka Pengurus MWC dapat 

menunda penerbitan Surat Rekomendasi. 

(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah 
selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus MWC ti- 
dak mengeluarkan rekomendasi, maka PCNU harus mengeluar- 
kan Surat Keputusan pengesahan Ranting. 


— 


7 


(9 


— 


BAB III 
TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS 
Pasal 9 


(1) Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pe- 
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ngurus Cabang melalui keputusan Rapat lengkap Pengurus Be- 
sar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(2) Pengurus Wilayah dapat membekukan Pengurus Majelis Wakil 
Cabang setelah melalui keputusan Rapat Pengurus Wilayah Har- 
ian Syuriyah dan Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari 
Pengurus Cabang. 

(3) Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Ranting setelah 
melalui keputusan Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari Pengurus Majelis 
Wakil Cabang. 


Pasal 10 


Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila : 

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i ber- 
dasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah. 

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan ama- 
nat Konferensi Wilayah. 

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) 
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
dalam rentang wktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatandalam rangka meme- 
nuhi amanat Konferensi Wilayah selama 1 (satu) tahun berturut- 
turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional. 

(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang- 
kurangnya 2/3 Pengurus Cabang. 


Pasal 11 


(1) Pembekuan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Be- 
sar setelah dilakukan kajian dan pertimbangan dan memenuhi 
salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 9. 

(2) Pembekuan Pengurus Wilayah 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) 
dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar memberikan peri- 
ngatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan teng- 
gang waktu 1 (satu) bulan. 

(3) Pembekuan Pengurus Wiayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar melakukan te- 
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guran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Wilayah se- 
lama 1(satu) bulan. 
Pembekuan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 Ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Besar memper- 
temukan antara Pengurus Wilayah dengan Pengurus Cabang 
dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai 
kesepakatan. 
Kepengurusan Wilayah yang dibekukan diambil alih oleh Pengu- 
rus Besar. 
Pengurus Besar menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan 
kepengurusan akibat dari pembekuan. 
Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, care- 
taker atas nama PengurusBesar harus menyelenggarakan Kon- 
ferensi Wilayah. 
Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 2 
(dua) bulan dengan SK perpanjangan. 


Pasal 12 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila : 


Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i ber- 
dasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar. 
Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan ama- 
nat Konferensi cabang. 

Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) 
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka 
memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun 
berturut-turut. 

Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang- 
kurangnya 2/3 Majelis Wakil Cabang dan Ranting. 


Pasal 13 
Pembekuan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Besar 


melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu 
unsur sebagaimana dimaksud Pasal 11. 


(1) 


@) 


(3) 


(4) 


(5) 


(1) 
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(2) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) dapat dilaksanakan setelah 
Pengurus Besar melakukan teguran dan memberi kesempatan 
kepada Pengurus Cabang selama 3 (tiga) bulan. 

(3) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar memberikan 
peringatan pertama dan kedua yang masing-masing tenggang 
waktunya 1 (satu) bulan. 

(4) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Wilayah mem- 
pertemukan antara Pengurus Cabang dengan Pengurus Majelis 
Wakil Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya ti- 
dak mencapai kesepakatan. 

(5) Kepengurusan Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengu- 
rus Besar. 

(6) Pengurus Besar memberi mandat kepada Pengurus Wilayah un- 
tuk menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepenguru- 
san akibat dari pembekuan. 

(7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, care- 
taker atas nama Pengurus Wilayah harus menyelenggarakn Kon- 
ferensi Cabang. 

(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang. 


Pasal 14 


Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dibekukan apabila : 

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i ber- 
dasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Wilayah. 

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan ama- 
nat Konferensi Majelis Wakil Cabang. 

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) 
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka 
memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun 
berturut-turut. 

(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang- 
kurangnya 2/3 Pengurus Ranting. 
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Pasal 15 


(1) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang dilaksanakan oleh 
Pengurus Wilayah setelah melakukan kajian dan pertimbangan 
yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 
13. 

(2) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat di- 
laksanakan setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melaku- 
kan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Majelis 
Wakil Cabang selama 3 (tiga) bulan. 

(3) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus 
Wilayah memberikan peringatan pertama dan kedua yang ma- 
sing masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan. 

(4) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus 
Cabang mempertemukan antara Pengurus Majelis Wakil Cabang 
dengan Pengurus Ranting dalam sebuah permusyawaratan yang 
hasilnya tidak mencapai kesepakatan. 

(5) Kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang dibekukan diambil 
alih oleh Pengurus Wilayah. 

(6) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberi mandat kepada 
Pengurus Cabang untuk menunjuk caretaker untuk mengisi 
kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan. 

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, careta- 
ker atas nama Pengurus Cabang harus menyelenggarakan Kon- 
ferensi Majelis Wakil Cabang. 

(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang. 


Pasal 16 


Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila : 

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i ber- 
dasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Cabang. 

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan am- 
anat Rapat Anggota. 
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(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) 
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali. 

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meme- 
nuhi amanat Rapat Anggota selama 1 (satu) tahun berturut-tu- 
rut. 


Pasal 17 


(1) Pembekuan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Ca- 
bang melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi 
salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 15. 

(2) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah 
Pengurus Cabang melakukan teguran dan member kesempatan 
kepada Pengurus Ranting selama 3 (tiga) bulan. 

(3) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama memberikan peringatan pertama dan kedua yang ma- 
sing-masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan. 

(4) Kepengurusan Ranting yang dibekukan diambil alih oleh Pengu- 
rus Cabang. 

(5) Pengurus Cabang memberi mandat kepada Pengurus Majelis 
Wakil Cabang untu menunjuk caretaker untuk mengisi kekoso- 
ngan kepengurusan akibat dari pembekuan. 

(6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, careta- 
ker atas nama Pengurus Majelis Wakil Cabang harus menyeleng- 
garakan Rapat Anggota. 


BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 18 


Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini maka ketentuan- 
ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama maupun organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 19 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 


(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 3 Dzulga'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Agil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 


Nomor : 005/Konbes/09/2012 


Tentang: 


WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Menimbang : a. Bahwa dalam struktur organisasi Nahdlatul 


Ulama membutuhkan pengurus yang men- 
junjung tinggi ketertiban dalam menjalankan 
organisasi. 


. Bahwa setiap pengurus memiliki tugas dan 


wewenang yang berbeda sayu sama lain dan 
semua itu dijalankan dengan penuh tang- 
gung jawab serta tetap menjaga keterpa- 
duan antar bagian. 


. Bahwa ketertiban organisasi harus dilak- 


sanakan di seluruh tingkatan guna mencipta- 
kan keteraturan dalam mencapai tujuan 
mulia Nahdlatul Ulama. 


. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VIII; 
. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 


Bab XVIII. 


Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M. 


: 1; 


Mengingat 


Memperhatikan 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya: 
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MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI PENGURUS 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


(1) Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat 
pada seseorang karena jabatannya. 

(2) Tugas adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan fungsi 
yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya. 

(3) Mustasyar adalah penasihat bagi pengurus Organisasi Nahdlatul 
Ulama. 

(4) Syuriyah adalah pegarah, pembina dan pengawas pelaksanaan 
keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama. 

(5) Tanfidziyah adalah pelaksana keputusan-keputusan organisasi 
Nahdlatul Ulama. 


BAB || 
WEWENANG DAN TUGAS MUSTASYAR 
Pasal 2 


(1) Mustasyar mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan 
rapat internal yang dipandang perlu. 

(2) Mustasyar bertugas memberikan nasihat baik diminta atau tidak 
secara perseorangan maupun kolektif kepada pengurus menu- 
rut tingkatannya. 


BAB III 
WEWENANG DAN TUGAS RAIS AAM 
Pasal 3 
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(1) Kewenangan Rais Aam adalah: 

a. Menentukan kebijakan umum organisasi. 

b. Menjaga, memelihara, mengembangkan paham Islam Ahlu 
Sunnah waljama'ah 

c. Menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan 
NKRI 

d. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar mau- 
pun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan. 

e. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, penga- 
lihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, 
penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas 
harta benda bergerak dan tidak bergerak milik atau yang 
dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pem- 
batasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam mau- 
pun di luar pengadilan. 

f. Bersama Ketua Umum menandatangani Keputusan-keputu- 
san penting Nahdlatul Ulama. 

g. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat 
organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 

h. Bersama Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal 
menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang 
bukan domain dari Tanfidziyah. 

i. Memiliki kewenangan tertinggi dalam Mahkamah Ishlah NU 
untuk menyelesaikan sengketa internal organisasi. 

Tugas Rais Aam adalah : 

a. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pe- 
ngurus Besar Nahdlatul Ulama. 

b. Mengukuhkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan 
pengembang paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah. 

c. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi 
negara Pancasila dan NKRI 

d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tu- 
gas di jajaran Syuriyah. 

e. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, 
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat 
Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 
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f Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Leng- 

kap Syuriyah. 


BAB IV 
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL RAIS AAM 
Pasal 4 


(1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah : 
a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam ketika Rais Aam berha- 
langan. 
b. Menjalankan kewenangan Rais Aam sebagaimana didelega- 
sikan Rais Aam. 
c. Bersama Rais Aam memimpin, mengatur, mengawasi pelak- 
sanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Tugas Wakil Rais Aam adalah : 
a. Membantu tugas-tugas Rais Aam. 
b. Mewakili Rais Aam apabila berhalangan. 
c. Mewakili Rais Aam atas seizin dan perintah Rais Aam. 
d. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan 
atau bersama Rais Aam. 
Merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi ulama. 
f. Merumuskan arah dan kebijakan pemeliharaan dan pengem- 
bangan pendidikan pondok pesantren. 
g. Merumuskan arah dan kebijakan pendidikan agama di PTNU. 


D 


BAB V 
WEWENANG DAN TUGAS RAIS 
Pasal 5 


(1) Kewenangan Rais adalah : 
a. Menjalankan wewenang Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam 
ketika berhalangan. 
b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus sesuai pembagian 
tugas masing-masing. 
(2) Tugas Rais adalah : 
a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam. 
b. Mewakili Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berha- 
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langan. 
c. Melaksanakan bidang khusus sesuai pembagian tugas ma- 
sing-masing. 


BAB VI 
WEWENANG DAN TUGAS KATIB AAM 
Pasal 6 


(1) Kewenangan Katib Aam adalah : 

a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Syuri- 
yah. 

b. Bersama Rais Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang 
bukan domain dari Tanfidziyah. 

(2) Tugas Katib 'Aam adalah : 

a. Membantu Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Rais-Rais dalam 
menjalankan wewenang dan tugasnya. 

b. Menyiapkan bahan-bahan materi dan forum terkait pengem- 
bangan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah. 

c. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi serta forum untuk 
menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan 
NKRI. 

d. Merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Syuri- 
yah. 

e. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas diantara 
para Katib yang dituangkan dalam ketetapan. 

f Menyusun prosedur administrasi Syuriyah dituangkan dalam 
ketetapan. 

g. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pengurus 
Syuriyah. 

h. Menyiapkan kerjasama-kerjasama keulamaan baik regional 
maupun internasional. 

i. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Tanfidziyah. 


BAB VII 
WEWENANG DAN TUGAS KATIB 
Pasal 7 
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(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib 'Aam apabila 
berhalangan. 

b. Melaksanakan kewenangan sesuai dengan bidang masing- 
masing. 

c. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar 
yang bukan domain dari Tanfidziyah, apabila Katib 'Aam ber- 
halangan. 

(2) Katib mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Membantu tugas-tugas Katib 'Aam. 

b. Mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan. 

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam. 

d. Melaksanakan tugas kekatiban sesuai dengan ketetapan 
yang ada. 

e. Mendampingi Rais-Rais sesuai bidang masing-masing. 


BAB VIII 
WEWENANG DAN TUGAS AWAN 
Pasal 8 


(1) Kewenangan Awan adalah memberi masukan kepada Syuriyah. 
(2) Tugas Awan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuri- 
yah. 


BAB IX 
WEWENANG DAN TUGAS KETUA UMUM 
Pasal 9 


(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut : 

a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar mau- 
pun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan or- 
ganisasi. 

b. Menjalankan, mengembangkan dan melakukan konsolidasi 
organisasi. 

c. Menggerakkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan 
pengembang paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. 
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Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi 
negara Pancasila dan NKRI. 

Merumuskan kebijakan internal organisasi berkaitan dengan 
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program. 
Bersama Rais Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ula- 
ma dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, 
tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, peng- 
uasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta 
benda bergerak atau tidak bergerak milik atau yang dikua- 
sai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan 
yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam maupun di 
luar pengadilan. 

Bersama Rais Aam menandatangi keputusan-keputusan 
strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
Bersama Rais Aam membatalkan keputusan perangkat or- 
ganisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 

Bersama Rais Aam, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal 
menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar 
yang bukan domain dari Syuriyah. 

Mendelegasikan sebagian wewenang kepada Wakil Ketua 
Umum. 

Membuat pernyataan/informasi yang menjadi sikap Pengu- 
rus Besar Nahdlatul Ulama mengenai isu public yang stra- 
tegis. 

Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan 
kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan Banom serta 
tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan. 

Mengambil langkah dan tindakan korektif guna mengefek- 
tifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah 


d. 


m. 


(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut : 


Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pe- 
ngurus Besar Nahdlatul Ulama. 

Melaksanakan program-program dalam rangka menjaga, 
memelihara dan mengembangkan paham Islam Ahlu Sun- 
nah wal Jama'ah. 

Memposisikan NU dan melaksanakan program-program 
dalam rangka memperkuat peran NU sebagai pilar penyang- 


a. 
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ga ideologi negara Pancasila dan NKRI. 
Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan menga- 
wasi mengevaluasi tugas-tugas dan program-program yang 
dilaksanakan diantara jajaran Pengurus Besar Tanfidziyah. 
Menjaga, mengelola dan mengembangkan aset-aset NU. 
Bersama Rais Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, 
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat 
Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 
Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus 
Lengkap Tanfidziyah. 
Menjalin komunikasi dan kerjasama secara efektif dengan 
semua pihak untuk kepentingan Nahdlatul Ulama baik di 
dalam maupun di luar negeri. 
Menyampaikan pernyataan / informasi sikap Nahdlatul Ula- 
ma mengenai isu-isu publik yang strategis. 
Mengarahkan, mendorong dan mengevaluasi efektivitas dan 
kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan Banom serta 
tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan. 
Mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif guna 
mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah. 


BAB X 
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL KETUA UMUM 
Pasal 10 


(1) Wewenang Wakil Ketua Umum adalah : 
a. 
b. 


Menjalankan kewenangan Ketua Umum ketika berhalangan. 
Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan menge- 
valuasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama. 

Menjalankan kewenangan Ketua Umum yang dilimpahkan 
antara lain konsolidasi organisasi dan kaderisasi. 


(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah : 
a. 
b. 
C. 


Membantu tugas-tugas Ketua Umum. 

Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. 

Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan 
atau bersama-sama Ketua Umum di antaranya konsolidasi 
dan pengembangan organisasi serta kaderisasi. 
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BAB XI 
WEWENANG DAN TUGAS KETUA-KETUA 
Pasal 11 


(1) Kewenangan Ketua-Ketua adalah : 
a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum dan atau Wakil Ke- 
tua Umum apabila berhalangan. 
b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-ma- 
sing. 
(2) Tugas Ketua-Ketua adalah : 
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam hal: 
1. Negosiasi atau lobi dengan pihak terkait dengan ke- 
wenangannya. 
2. Membuat jejaring terkait dengan lembaga atau lajnah. 
3. Membantu kerja dalam hubungan dengan pihak lain 
yang berkaitan dengan Lembaga atau Lajnah. 
4. Menentukan arah dan kebijakan operasional. 
5. Melakukan koordinasi dan membina wilayah yang terse- 
bar luas dalam organisasi Nahdlatul Ulama. 
b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan perbi- 
dangan sebagai berikut : 
1. Bidang Dakwah Keagamaan 
Bidang Organisasi dan Kaderisasi 
Bidang Banom Keagamaan 
Bidang Banom Kepemudaan 
Bidang Banom Profesi 
Bidang Wakaf, ZIS dan Pengembangan Aset 
Bidang Ekonomi 
Bidang Pertanian dan Kelautan 
Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren Ke- 
budayaan 
. Bidang Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi 
. Bidang Kesehatan, Lingkungan dan Sosial 
. Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan 
. Bidang Hubungan Luar Negeri 
. Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasio- 
nal 
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15. Bidang Politik, Kerjasama kelembagaan masyarakat dan 
hubungan dengan Lembaga-Lembaga Negara 
16. Bidang-bidang lain yang dibentuk sesuai kebutuhan. 


BAB XII 
WEWENANG DAN TUGAS SEKRETARIS JENDERAL 
Pasal 12 


(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah : 
a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan Kesekretariatan 
Jenderal Pengurus Besar Tanfidziyah. 
b. Mengendalikan penyelanggaraan dan tata laksana organi- 
sasi. 
c. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan dan 
pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menan- 
datangani surat-surat penting Pengurus Besar. 
e. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil- 
Wakil Sekretaris Jenderal. 
(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah : 
a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam men- 
jalankan tugas dan wewenangnya. 
b. Merumuskan manajemen administras dan mengkoordinasi- 
kan Kesekretariatan. 
Mengatur penyelanggaraan dan tata laksana organisasi. 
d. Mengkoordinasi kegiatan Ketua Umum dan Wakil Ketua 
Umum. 
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 
meliputi: ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan doku- 
mentasi. 
Mengatur kerjasama dengan pihak ketiga. 
Koordinasi lintas pengurus dan Lembaga/Lajnah/Badan 
Otonom serta kewilayahan. 
h. Koordinasi dan konsultasi masalah-masalah hukum. 
i 
J 


0 


O بعصا‎ 


Koordinasi dan program yang dijalankan Ketua-Ketua. 
. Koordinasi penyelenggaraan kehumasan dan protokoler. 
k. Membagi tugas kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal. 
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BAB XIII 
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL-WAKIL SEKRETARIS JENDERAL 
Pasal 13 


(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah : 

a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila ber- 
halangan. 

b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing. 

c. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal yang dilim- 
pahkan. 

d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib Aam menan- 
datangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bu- 
kan domain dari Syuriyah apabila Sekretaris Jenderal berha- 
langan. 

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah : 

a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal. 

b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan. 

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jen- 
deral. 

d. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan. 


BAB XIV 
WEWENANG DAN TUGAS BENDAHARA UMUM 
Pasal 14 


(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah : 
a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul 


Ulama. 

b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan ben- 
dahara. 

c. Menentukan kebijakan dalam memobilisasi sumber daya fi- 
nansial. 


d. Melaksanakan audit konsolidasi terhadap keuangan Lemba- 
ga, Lajnah dan Banom NU yang pelaksanaannya akan diatur 
dengan Surat Keputusan PBNU. 

e. Menentukan kebijakan administrasi, pengelolaan dan 
pengembangan aset NU. 
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f. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting 
Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan. 
(2) Tugas Bendahara Umum adalah : 

a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua- 
Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuan- 
gan dan aset. 

c. Membuat dan mensosialisasikan penerapan Standar Opera- 
ting Procedure (SOP) keuangan dan aset. 

d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU), dan Anggaran Program 
Pengembangan. 

e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepenti- 
ngan auditing keuangan. 

f Melakukan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, 
Lajnah dan Banom NU sebagaimana diatur dengan Surat 
Keputusan PBNU. 

g. Membuat laporan keuangan. 


BAB XV 
WEWENANG DAN TUGAS BENDAHARA 
Pasal 15 


(1) Kewenangan Bendahara adalah : 

a. Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila ber- 
halangan. 

b. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian 
yang disepakati. 

Tugas Bendahara adalah : 

a. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum. 

b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan. 

c. Melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pem- 
bagian yang disepakati. 

d. Menjadi bendahara kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Be- 
sar Nahdlatul Ulama. 


(2 


— 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 


(1) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan 
Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Organisasi ini berlaku 
secara mutadis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh 
tingkat kepengurusan. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(4) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 3 Dzulga'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 
Rais Aam Katib Aam 


Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 
Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 


Nomor : 006/Konbes/09/2012 


Tentang: 


TATA CARA RAPAT ORGANISASI 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi 
yang dibentuk sebagai sarana untuk mende- 
katkan diri kepada Allah Swt dengan 
menjalankan aturan dan tata cara yang 
sudah digariskan oleh-Nya 


. Bahwa untuk merealisasikan misi tersebut 


organisasi Nahdlatul Ulama senantiasa ber- 
jalan pada rel yang sudah ditentukan-Nya, 
membangun tata cara berorganisasi yang 
konsisten dan disesuaikan dengan kebutu- 
han warga Nahdlatul Ulama khususnya dan 
bangsa Indonesia pada umumnya. 


. Bahwa tertib organisasi dalam setiap 


pertemuan yang diadakan harus dilaksana- 
kan di seluruh tingkatan guna menciptakan 
keteraturan dalam mencapai tujuan mulia 
Nahdlatul Ulama. 


. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab X; 
. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 


Bab XXIII. 


Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M. 


La. 


a 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 
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Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya: 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


(1) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputu- 
san dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing 
tingkat kepengurusan. 

(2) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat. 

(3) Quorum adalah batas jumlah peserta rapat sebagai syarat sah 
dilaksanakannya rapat. 

(4) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah ti- 
daknya rapat. 

(5) Pimpinan rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab 
mengatur jalanya rapat. 

(6) Sekretaris rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan ber- 
tanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat. 

(7) Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembu- 
kaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman 
suara. 


BAB II 
JENIS-JENIS RAPAT 
Pasal 2 


Jenis-jenis rapat terdiri dari : 

(1) Rapat Pleno. 

(2) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah. 
(3) Rapat Harian Syuriah. 
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Rapat Harian Tanfidziyah. 
Rapat-rapat lain yang dianggap perlu. 


BAB III 
QOURUM 
Pasal 3 


Suatu rapat dianggap mencapai quorum apabila peserta rapat 
mencapai 50% + 1 dari peserta yang seharusnya. 

Apabila rapat tidak mencapai quorum, maka rapat wajib ditunda 
untuk menghadirkan peserta rapat yang belum hadir. 

Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara 
lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi quorum den- 
gan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin rapat yang 
bersangkutan. 

Untuk mencapai quorum tersebut, rapat dapat ditunda selama 2 
x 15 menit. 

Setelah diusahakan untuk menghadirkan peserta dan sudah di- 
tunda selama 2 x 15 menit rapat tidak mencapai quorum, maka 
peserta yang sudah hadir dapat memutuskan untuk melanjut- 
kan rapat. 


BAB IV 
RAPAT PLENO 
Pasal 4 


Rapat Pleno adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh Mustasyar, 
Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Awan, 
Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom. 

Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali 
di Jakarta atau di tempat lain yang ditentukan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama. 

Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja yang su- 
dah disepakati oleh muktamar. 

Pemberitahuan untuk Rapat Pleno sudah harus disampaikan 7 
(tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dengan menginformasikan 
agenda rapat. 


(4) 
(5) 


(1) 
(2) 


03) 


(4) 


(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
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Pasal 5 


(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam. 
(2) Rais Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua 
Umum. 


Pasal 6 


(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandata- 
ngani oleh Rais Aam. 

(2) Apabila Rais Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat di- 
tandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana 
Pasal 5 Ayat (2). 

(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan 
dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian 
Syuriyah dan Tanfidziyah. 


BAB V 
RAPAT PENGURUS HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH 
Pasal 7 


(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah yang dihadiri 
oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 

(3) Materi rapat Pengurus Harian Syuriyah Dan Tanfidziyah adalah 
laporan pelaksanaan program dan kegiatan PBNU oleh Pengu- 
rus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah. 

(4) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat 
pengurus harian 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan. 


Pasal 8 


(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh 
Rais Am. 

(2) Rais Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil 
Rais Am. 
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Pasal 9 


(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais 'Aam. 

(2) Apabila Rais 'Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat di- 
tandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana 
Pasal 8 Ayat (2). 

Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 
mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan 
dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Pengu- 
rus Harian Syuriyah dan atau Keputusan Rapat Pengurus Harian 
Tanfidziyah. 


(3 


س 


BAB VI 
RAPAT PENGURUS HARIAN SYURIYAH 
Pasal 10 


(1 


س 


Rapat Pengurus Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian 

Syuriyah. 

Rapat Pengurus Harian Syuriyah dilaksanakan sekurang-kurang- 

nya 2 (dua) bulan sekali. 

(3) Rapat Pengurus Harian Syuriyah ini membahas kelembagaan or- 
ganisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta 
isu-isu keagamaan terkini. 

(4) Rapat Pengurus Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tan- 
fidziyah (cq) Sekretaris Jenderal dapat mengundang Lembaga, 
Lajnah dan Badan Otonom. 

(5) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat pe- 
ngurus harian Syuriyah 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan. 


(2 


— 


Pasal 11 


(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Aam. 
(2) Rais Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil 
Rais Aam. 
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Pasal 12 


Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah di- 
tandatangani oleh Rais 'Am. 

Apabila Rais 'Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat di- 
tandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana 
Pasal 10 ayat 2. 

Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah mengikat seluruh 
Pengurus Harian Syuriyah. 


BAB VII 
RAPAT PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH 
Pasal 13 


Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Har- 
ian Tanfidziyah. 

Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang- 
kurangnya 2 (dua) bulan sekali. 

Rapat Pengurus harian Tanfidziyah membahas kelembagaan or- 
ganisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta 
isu-isu penting terkini. 

Rapat Pengurus harian Tanfidziyah dapat mengundang Pengu- 
rus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom. 


Pasal 14 


Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum. 
Ketua Umum dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada 
Wakil Ketua Umum. 


Pasal 15 


Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah di- 
tandatangani oleh Ketua Umum. 

Apabila Ketua Umum berhalangan maka dokumen hasil rapat 
ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana 
Pasal 14 Ayat (2). 


(1) 


(2) 


(3) 


(1) 
@) 


(3) 


(4) 


(1) 
(2) 


(1) 
(2) 
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(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah mengikat seluruh 
Pengurus Harian Tanfidziyah. 


BAB VIII 
RAPAT -RAPAT LAIN 
Pasal 16 


(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan 
oleh organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat 
Lintas Lembaga/Lajnah dan Banom NU. 

(2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan 
peserta. 

(3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi 
pada Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 


BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 17 


Rapat-rapat dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku dan mengikuti ketentuan ini. 


Pasal 18 


Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Or- 
ganisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 


BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 19 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan 
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di : Jakarta 


Pada tanggal :3 Dzulqa'dah 1433 H / 19 September 2012 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 
Rais Aam Katib Aam 


Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 
Ketua Umum Sekretaris Jenderal 


REKOMENDASI 


Munas Alim Ulama 
dan Konbes NU 
Pi k Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon :: 14 - 17 September 2012 
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REKOMENDASI 


REKOMENDASI KONFERENSI BESAR 
NAHDLATUL ULAMA 
Di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon Jawa Barat 
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul Qa'dah 1433 / 15-17 September 2012 


PENDAHULUAN 

A. Para pendiri bangsa bercita-cita membangun negara ini secara utuh 
melalui seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Re- 
publik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bernegara sebagaimana yang 
tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi NKRI, mencer- 
daskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan 
melaksanakan ketertiban dunia. Dinamika yang muncul pada pro- 
ses penyelenggaraan pembangunan ini dapat dianggap wajar apa- 
bila masih di dalam bingkai tujuan itu. Akan tetapi, ada beberapa 
persoalan yang akhir-akhir ini meresahkan banyak pihak. 


Salah satunya adalah kebijakan politik ekonomi negeri ini yang su- 
dah salah kiblat. Hal itu antara lain ditandai oleh orientasi pemba- 
ngunan ekonomi yang lebih mementingkan pertumbuhan (demi 
kepentingan pemilik modal) dan kurang memperhatikan pemera- 
taan untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun globalisasi ekonomi 
sudah menjadi keniscayaan, perekonomian nasional semestinya 
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tidak serta merta diserahkan kepada mekanisme pasar secara total. 

Pengalaman selama ini membuktikan bahwa kekuatan modal dan 

korporasi tidak membawa manfaat secara nyata dan merata ke- 

pada masyarakat. Pemerintah seharusnya memperjelas kebijakan 

tentang ekonomi-koperasi dengan aturan yang lebih tegas dan 

berpihak. Pemerintah juga harus diingatkan bahwa koperasi se- 

bagai soko guru ekonomi tidak hanya sebatas jargon, tetapi harus 
menjadi semangat pengendalian perekonomian nasional. 


Lewat rekomendasi ini, pemerintah juga harus diingatkan bahwa 
semangat kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah harus secara 
terus- menerus diperkuat kembali dengan cara apapun, baik me- 
lalui organisasi kemasyarakat formal maupun non-formal. Peme- 
rintah mesti punya strategi pengaturan masyarakat yang tegas 
dan kongkrit, merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ruang 
gerak dan pemikiran untuk mengubah azas dan dasar negara ti- 
dak semakin meluas. Pemerintah juga harus menghidupkan kem- 
bali semangat gotong royong di level masyarakat sebagai gerakan 
pembanding terhadap perilaku hedonis, konsumtif, dan individu- 
alis yang telah menjadi perilaku sebagian masyarakat Indonesia. 


B. Sasaran dari rekomendasi ini adalah pihak internal NU dan ekster- 
nal, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. 


C. Rekomendasi internal mencakup: organisasi, akidah dan akhlak 
warga jam'iyah. 


D. Rekomendasi eksternal mencakup: bidang politik, ekonomi, pen- 
didikan dan sosial-budaya. 


1. BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN 


Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang sukses melak- 
sanakan transformasi politik, dari sistem politik yang otoriter di jaman 
Orde Baru (1965-1998) menuju sistem demokrasi yang meletakkan 
kedaulatan di tangan rakyat. Kesuksesan transformasi politik negeri 
kita ini banyak mendapat apresiasi dari negara-negara lain. Bahkan 
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Indonesia sekarang menyandang predikat negara demokratis terbe- 
sar ketiga (setelah India dan Amerika Serikat). 


Namun, bentuk apresiasi dan pujian dari pelbagai negara itu jangan 
sampai membuat kita lupa diri, bahwa di balik kesuksesan demokrati- 
sasi politik di negeri ini, masih banyak terdapat kelemahan yang harus 
segera dibenahi. Kelemahan itu, antara lain: 


A. Bahwa amandemen UUD 1945 ke-1 sampai dengan ke-4 serta ber- 
bagai peraturan perundang-undangan turunannya, ternyata telah 
mengubah wajah dan karakter bangsa ini secara mendasar serta 
menimbulkan implikasi negatif bagi penyelenggaraan kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Itu semua dirasakan 
sebagai penyimpangan dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. 


B. Masih kentalnya politik uang dari hampir setiap kegiatan de- 
mokrasi yang berlangsung: mulai dari pemilihan kepala desa, ke- 
pala daerah sampai ke proses pemilihan wakil-wakil rakyat dan 
pemilihan presiden mengusik hati nurani banyak pihak. Jika dibi- 
arkan, maka jalannya demokrasi politik ini hanya berputar pada 
tingkat prosedural (dari pemilu ke pemilu berikutnya) yang sah 
secara periodik, namun tak pernah sampai pada tujuan dasar dari 
demokrasi politik itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan, kemak- 
muran dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan para 
pendiri bangsa ini. 


C. Partai politik dengan berbagai kepentingannya masih menjadi 
hambatan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang 
memilihnya. Kondisi ini menyebabkan tugas dan fungsi sebagai 
wakil rakyat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan 
masih sangat jauh dari kondisi riil kepentingan rakyat. 


D. Banyaknya politisi dan birokrat yang terlibat dalam kasus-kasus 
korupsi merupakan indikasi kegagalan partai politik dan peme- 
rintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Hal Ini 
disebabkan proses rekrutmen dan pengkaderan yang berlang- 
sung selama ini jauh dari nilai-nilai akhlagul karimah. 
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Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan pemerin- 

tah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena apara- 

tur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak 

menunjukkan keseriusan. Ketidak seriusan ini hanya dapat diatasi 
oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. 


Rekomendasi: 


MPR RI agar melakukan peninjauan kembali secara sungguh- 
sungguh hasil amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung 
4 kali untuk menghasilkan amandemen berikutnya yang benar- 
benar sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 


Semua pihak, terutama tokoh-tokoh politik dan birokrat segera 
beranjak dari proses demokrasi prosedural ke demokrasi substan- 
sial yang terbebas dari money politics (risywah siyasiyah) untuk 
lebih mengutamakan kepentingan rakyat. 


Partai politik dan anggota-anggotanya yang ada di parlemen 
dalam mengambil prakarsa-prakarsa kebijakan, hendaknya lebih 
mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat daripada 
kepentingan partai. 


Dalam proses rekrutmen dan pengkaderan, hendaknya peme- 
rintah dan partai politik mengedepankan nilai-nilai amanah dan 
akhlagul karimah. 


Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara 
penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggula- 
ngan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah, utamanya ter- 
kait dengan kinerja lembaga-lembaga di bawah kendali Presiden 
yang terkait langsung, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. 


Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan 
budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap ko- 
ruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek 
pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya. 


1. 
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2. BIDANG EKONOMI 


Setelah 67 tahun merdeka, 14 tahun paska reformasi digulirkan, ba- 
nyak hal telah dicapai oleh Indonesia dalam kehidupan sosial-ekonomi. 
Angka kematian bayi menurun, jumlah sarjana meningkat, begitu pula 
jumlah kelas menengah. Menurut catatan Bank Dunia, jika tahun 2003 
kelas menengah Indonesia hanya berjumlah 37.796, tahun 2010 meni- 
ngkat signifikan menjadi 56.596 atau setara dengan 134 juta orang. 


Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini juga bertahan di 
kisaran angka 6% dengan cadangan devisa di Agustus 2012 sebesar 
US$108,99 miliar, pencapaian yang cukup baik di tengah krisis eko- 
nomi global. Namun di balik angka-angka yang tampak membang- 
gakan dan menggembirakan itu, Indonesia mengalami masalah men- 
dasar yang harus segera dipecahkan. 


Seiring dengan cadangan devisa yang meningkat, jumlah utang kita 
juga meningkat dari Rp 1.225 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp 1.944 
triliun pada Mei 2012, meningkat Rp 700-an triliun dalam sepuluh ta- 
hun. Dengan kondisi itu, Indonesia punya kewajiban membayar cici- 
lan pokok utang senilai Rp 58,16 triliun pada 2012, serta beban bunga 
utang yang mencapai Rp 117,785 triliun—angka yang luar biasa besar. 


Di sisi lain, pertumbuhan yang dicapai juga tidak diiringi dengan 
pemerataan ekonomi yang memadai. Kemiskinan masih mendera pu- 
luhan juta warga khususnya yang tinggal di pedesaan—termasuk war- 
ga NU (nahdliyyin). Pertumbuhan yang dicapai oleh Indonesia dalam 
kurun 7 tahun tidak banyak menyentuh warga pedesaan, karena lebih 
banyak dihasilkan oleh sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan dan 
pertambangan. Sektor pertanian dan perikanan yang merupakan to- 
pangan ekonomi warga pedesaan selama bertahun-tahun tidak ter- 
urus dan mengalami keruntuhan. 


Tidak banyak kebijakan negara yang mendukung sektor ekonomi 
agrarian. Kredit yang disalurkan oleh perbankan kita lebih banyak 
untuk sektor perkotaan yang industrial, bukannya untuk usaha kecil 
menengah pedesaan. Undang-undang kita pun lebih banyak yang 
berorientasi pada modal besar ketimbang pada kesejahteraan—demi 
mengejar angka pertumbuhan. UU Migas, UU Minerba, UU Sumber- 
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daya Air, perbankan, pertanahan, lebih memberi ruang bagi makin 
kuatnya modal besar ketimbang bagi pelaku ekonomi kecil untuk 
berkembang. 


Harga dari UU yang berorientasi pada modal dan pertumbuhan itu se- 
lain menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan, juga menimbulkan 
dampak eksploitasi sumber daya alam yang tak terperikan. Hutan habis 
dibabat, tambang-tambang terus dikeruk, tanpa mendasarkan pada 
kebutuhan dan kondisi lingkungan. Lebih dari itu, ekonomi Indonesia 
menjadi liberal dan tidak berdaulat, karena dikuasai oleh para pemodal 
besar yang tidak bertanggungjawab dan tidak berpihak pada rakyat. 


Manifestasi dari kekuasaan kekuataan ekonomi liberal dapat dilihat, 
misalnya, dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan dalam be- 
berapa kurun waktu terakhir yang bercorak neo-liberal dan jauh me- 
lenceng dari semangat Pasal 33 UUD—mulai dari UU Migas, Minerba, 
Sumber Daya Air dan seterusnya. 


Sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional 
ditopang oleh tiga sendi yaitu : 1) Koperasi, 2) Korporasi/Perusahaan 
Negara/BUMN: 3. Korporasi/perusahaan swasta. Tetapi dalam prak- 
tiknya pemerintah lebih mengutamakan dan memperhatikan kor- 
porasi ketimbang koperasi. 


Rekomendasi: 

A. Segera dibentuk Undang-Undang Payung (induk) yang meling- 
kupi semua undang-undang yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi agar sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. 


B. Revisi Undang-Undang Agraria terutama terkait redistribusi lahan 
untuk rakyat, dan HGU perusahaan yang mencapai 90 tahun. 


C. Revisi Undang-Undang Migas dan Minerba agar lebih berpihak 
kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan ke- 
pada pihak asing sebagaimana yang selama ini terjadi. 


D. Revisi peraturan-peraturan pemerintah untuk disesuaikan dengan 
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review be- 
berapa Undang-Undang. 
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E. Renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar mem- 
beri manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan 
kesejahteraan warga. 


F. Pengubahan kebijakan finansial yang lebih berpihak pada eko- 
nomi moneter menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada 
ekonomi riil, sektor pertanian dan ekonomi kecil menengah, di 
antaranya dengan melakukan kebijakan financial inclusion (pela- 
yanan perbankan yang lebih memihak kepada warga negara yang 
selama ini tidak terlayani). 


G. Dibangkitkannya kembali ekonomi berbasis agrarian sehingga 
berdampak pada kesejahteraan warga pedesaan. 


H. Pengambilan kebijakan yang berimbang terhadap koperasi dan 
korporasi dan tidak menjadikan koperasi sebagai entitas sosial se- 
mata. 


I. Pengambilan kebijakan yang memperkuat produk khas nasional 
seperti batik, industri kreatif, kretek dan lain-lain agar dapat ber- 
saing dengan produk-produk asing. 


J. Persoalan Pajak 

Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasar- 
kan perintah langsung dari Al-Quran dan Hadits secara eksplisit 
adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya ber- 
dasarkan pada perintah yang tidak langsung (implicit) dalam kon- 
teks mematuhi penguasa (ulil 'amr). Penguasa di dalam mem- 
belanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak, berdasarkan 
kaidah fikih “tasharruful imam 'alal ra'iyyah manuutun bil mash- 
lahah", mesti mengacu pada tujuan kemaslahatan warga negara 
(terutama kaum fakir miskin). 


Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak 
dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mesti- 
nya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: 
Apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih 
punya landasan hukum keagamaan yang kuat? 
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Rekomendasi: 

1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab 
terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, 
serta memastikan tidak ada kebocoran. 

2. Pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan warga nega- 
ra, terutama fakir miskin dalam penggunaan uang pajak. 

3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai ke- 
mungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pa- 
jak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi 
poin 1 dan 2. 


3. BIDANG PENDIDIKAN 


Sistem pendidikan nasional yang dibangun negeri ini perlu menegas- 
kan komitmen terhadap cita-cita nasional berbangsa dan bernegara, 
terutama cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujud- 
kan watak kemandiran pada diri anak-anak bangsa. Pendidikan yang 
bermutu saat ini lebih terbuka bagi orang-orang yang mampu secara 
finansial, sementara elemen masyarakat kita yang paling bawah me- 
ngalami banyak hambatan untuk menikmati pendidikan yang ber- 
mutu. Ini akibat pendidikan nasional diserahkan kepada mekanisme 
pasar bebas, sementara dukungan dan alokasi anggaran 2096 pendi- 
dikan dari APBN dan APBD belum optimal. 


Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) perlu mengajak segenap ele- 
men bangsa ini untuk memikirkan kembali tujuan dan cita-cita sistem 
pendidikan nasional kita, dan menyelaraskannya dengan cita-cita dan 
tujuan berbangsa dan bernegara. Seharusnya sistem pendidikan kita 
mengajak anak-anak didik bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya 
dalam soal ekonomi dan politik, tapi juga dalam kebudayaan dan ker- 
ja-kerja pengetahuan. Sistem pendidikan nasional perlu mengajarkan 
bahwa bangsa ini juga punya pengetahuan sendiri (local knowledge) 
dan kearifan lokal (local wisdom), bukan sekedar menjadi bangsa kon- 
sumtif terhadap segenap produk pengetahuan dan kebudayaan asing. 


Harus ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya se- 
bagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga percaya diri bahwa 
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mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandi- 
ri. Pesantren mestinya menjadi salah satu acuan pendidikan karak- 
ter kebangsaan, di mana nilai-nilai hidup bersama diajarkan dengan 
komitmen kebangsaan. Dan sudah saatnya kini pesantren diangkat 
kembali sebagai acuan alternatif pendidikan karakter terhadap sistem 
pendidikan nasional yang liberal itu. Yakni, dengan memaksimalkan 
segenap kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki pesantren 
untuk kepentingan penguatan pendidikan karakter dalam sistem 
pendidikan nasional kita. 


A. Kebijakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN 
dan APBD harus diimplementasikan dan didistribusikan secara 
adil dan tidak diskriminatif terutama oleh pemerintah pusat dan 
daerah (propinsi dan kab./kota) untuk penyelenggaraan pendidi- 
kan yang dikelola oleh kementerian-kementerian terkait. Dalam 
hal ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah pesantren dan 
madrasah diniyah. 


B. Pemerintah pusat perlu melakukan tindakan hukum terhadap 
pemerintah daerah yang tidak merealisasikan anggaran 2096 pen- 
didikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 
1945. Data sementara akhir tahun 2011 pemkab dan pemkot ha- 
nya 6096 yang sudah menganggarkan 2096 sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 


C. Nilai-nilai Kepesantrenan 

Selama ini, salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai-nilai 
pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam 
menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan 
pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter melalui kete- 
ladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri- 
santrinya. Di pesantren, para santri juga dibiasakan dengan hidup 
sederhana, mencukupkan diri dengan sedikit bekal untuk belajar, 
jauh dari berkelebihan. 


Rekomendasi: 

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau 
ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum 
menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum 
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berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) 

bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa 
diaplikasikan dengan maksimal: 

2. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya men- 
transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan 
kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubu- 
ngan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu 
minallah), dan dengan alam (hablum minal 'alam): 

3. Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawa- 
dhu'an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan se- 
mangat pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang Pen- 
didikan, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia. Oleh karena itu 
nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karak- 
ter dari sistem pendidikan nasional, 

4. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik 
dalam menyelenggarakan pendidikan, dan menjamin pendidik 
bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter: 

5. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyem- 
purnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi 
kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat terca- 
painya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan, 
seperti pelanggaran dan kecurangan. 

6. PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-pera- 
turan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal 
keagamaan agar menjadi spirit pendidikan. 


Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional antara lain ditetapkan mengenai pentingnya pelaksa- 
naan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Praktik di lapangan, 
MBS ini belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu inti MBS 
adalah komite sekolah sebagai penentu dan arah kebijakan seko- 
lah/madrasah dibuat oleh sekolah/madrasah sendiri dengan pola 
manajemen berbasis bottom up, bukan top down. Tetapi sekarang 
MBS ini mulai kehilangan ruhnya dengan semakin kuatnya posisi 
kepala daerah yang menentukan kepala dinas, lalu kepala dinas 
menentukan kepala sekolah/madrasah. 


Akibatnya komite sekolah/madrasah tidak berdaya dan tidak di- 
fungsikan secara optimal. Pilkada dan otonomi daerah mengaki- 
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batkan MBS tidak berjalan dengan benar, bahkan konsep yang 
ada menjadi hancur akibat kesewenang-wenangan bupati/wa- 
likota terpilih yang memiliki otoritas tunggal menentukan siapa 
yang akan menjadi kepala dinas pendidikan, dan siapa saja yang 
akan menjadi kepala sekolah/madrasah di daerah kekuasaannya. 


Rekomendasi: 

Hendaknya MBS dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
tujuan dasar semula, maka hendaknya memperkuat kemandirian 
sekolah/madrasah dan memfungsikan komite sekolah/madrasah 
sebagai penentu kebijakan. Khususnya dalam hal pengangkatan 
dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan pemindahan 
guru harus melibatkan pertimbangan dari komite sekolah/mad- 
rasah (dengan tidak mengurangi semangat otonomi daerah, di 
mana bupati/walikota menjadi penguasa tunggal). 


E. Selama ini, hubungan antara perguruan-perguruan tinggi Nah- 
dlatul Ulama (PTNU) dan guru besar yang ada di lingkungan PTNU 
dengan organisasi Nahdlatul Ulama belum terjalin dan belum 
menjadi bagian struktural di lingkungan Nahdlatul Ulama (PBNU, 
PWNU, dan PCNU). Sementara ke depan, PTNU akan mengalami 
perkembangan yang cukup signifikan, yang tidak bisa lagi dibiar- 
kan berkembang sendiri tanpa ada hubungan struktural keorga- 
nisasian yang baik dengan struktur PBNU. Sampai saat ini, PBNU 
periode 2010-2015 telah mengajukan 29 PTNU dan sebanyak 4 
PTNU yang sudah mendapatkan ijin dari Ditjen Dikti dan 25 PTNU 
yang sedang dalam proses perijinan di Dikti. Termasuk STAINU 
Jakarta akan dikembangkan menjadi Universitas Nahdlatul Ulama 
(UNU) Jakarta. 


Rekomendasi: 

Perlu melibatkan pimpinan PTNU dalam struktur organisasi NU 
dan pimpinan PTNU serta guru besar menjadi peserta Munas, 
Konbes, dan Muktamar. Untuk mengesahkan rekomendasi ini 
perlu adanya perubahan di dalam AD/ART pada Muktamar yang 
akan datang. 


F. Problem terbesar pendidikan di Indonesia saat ini adalah kesen- 
jangan mutu. Baik kesenjangan antar wilayah, antar kota dan dae- 
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rah, antar satu kabupaten/kota, dan antar kementerian (Kemenag, 
Kemdikbud, dan kementerian lainnya). Hanya 696 output pendidi- 
kan nasional yang mampu bersaing secara global. Mereka adalah 
para lulusan dari pendidikan-pendidikan yang sudah sangat maju 
dan bertaraf internasional. Sementara ada 2496 output nasional 
yang sesuai dengan target 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Sementara sisanya yang 70% mutunya berada di bawah Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang secara konsep mutu SPM itu jauh 
berada di bawah konsep mutu SNP. 


Rekomendasi: 


Untuk mengatasi kesenjangan mutu perlu kebijakan yang 
bisa saling membuka dan memberi akses terhadap sumber 
daya mutu antar daerah dan antar kementerian. Masih adanya 
egoisme-sektoral (Kemdikbud memiliki banyak sumber daya, 
namun belum terkoneksi dengan kementerian/lembaga yang 
lain) ini harus segera dihentikan agar mutu pendidikan nasio- 
nal bisa tumbuh bersama-sama antar kementerian dan antar 
daerah. Misalnya, penggunaan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) yang selama ini berada di bawah Kemdik- 
bud mesti membuka diri terhadap guru-guru di bawah ke- 
menterian lain. Contoh lain adalah pembinaan mata pelajaran 
oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang selama ini cukup efektif 
untuk guru-guru di bawah Kemdikbud saja, dan hendaknya 
dibuka untuk guru-guru di bawah kementerian lain. Begitu 
juga di tingkat perguruan tinggi negeri hendaknya membuka 
akses kepada pembinaan dosen perguruan tinggi di bawah 
kementerian lain serta perguruan tinggi swasta. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 
berkualitas. Hal itu sudah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena 
itu, PBNU mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan 
secepat mungkin amanat konstitusi tersebut. 

Kepada Kementerian Agama RI terkait dengan madrasah dan 
pondok pesantren, hendaknya: a) menghidupkan kembali 
Madrasah Aliyah Program Khusus: b) memberikan bantuan 
pendidikan yang bersifat affirmative kepada Madrasah Aliyah 
berbasis Tahfidzul Our'an: c) membuat nomenklatur khusus 
untuk guru madrasah terkait kesejahteraan mereka, d) meny- 
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elenggarakan program Akselerasi untuk guru-guru Madrasah 
Diniyah agar bisa memiliki ijazah S1 atau yang setara: dan e) 
mengkaji ulang dan menerbitkan kembali PMA No. 3 tahun 
2012 tentang Diniyah dan Pondok Pesantren. 


4. SOSIAL DAN BUDAYA 


Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tang- 
gal 17 Agustus 1945 telah disepakati secara bersama oleh seluruh 
komponen bangsa memiliki dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945 se- 
bagai landasan ideal dan landasan konstitusional. Seluruh sila dalam 
Pancasila berangkat dari nilai spirit agama-agama. Oleh karena itu, 
NKRI memiliki ciri sebagai negara kebangsaan yang religius. Bagi 
umat Islam, spirit yang menjadi landasan inspirasi Pancasila adalah 
akidah tauhid. Oleh karena itu, dasar dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sepenuhnya berdasar pada 
semangat keagamaan. Rancangan kehidupan beragama hendaklah 
dibangun di atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang majemuk 
dalam bidang agama, suku, budaya dan sebagainya agar sejalan de- 
ngan cita-cita pendirian Republik Indonesia. 


Atas dasar itu, maka umat Islam hendaklah memiliki keyakinan bahwa 
NKRI adalah sarana untuk mewujudkan fungsi manusia diciptakan 
Allah sebagai hamba Allah (QS. Al Dzariyat: 56). Tidak ada yang ber- 
tentangan antara tuntutan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara 
dengan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup bangsa. 
Kesadaran masyarakat terhadap kemajemukan seluruh bangsa In- 
donesia tidaklah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, akan 
tetapi memerlukan proses sosialisasi dan internalisasi. NKRI dapat 
berdiri adalah atas peran serta semua warga masyarakat yang berbe- 
da agama, ras dan budaya. Namun semuanya memiliki kesepakatan 
yang sama untuk mendirikan sebuah negara dalam bentuk perjanji- 
an bersama (darul mu'ahadah), sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Akan tetapi keberhasilan 
tujuan pembangunan tidaklah datang dengan tiba-tiba, melainkan 
memerlukan keterlibatan semua pihak. 


& KONBES NU 
Ih 2012 


Rekomendasi kepada: 


A. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

1. Perkembangan masa depan aliran paham keagamaan mendo- 
rong terjadinya kemajemukan mazhab yang berkembang di 
kalangan warga, baik di bidang akidah, fikih maupun tasawuf. 
Kebebasan bermazhab pada dasarnya adalah hasil kreasi umat 
Islam dalam mendialogkan Islam dengan perubahan sosial se- 
hingga melahirkan berbagai aliran. Oleh karena itu, perlu di- 
lakukan pengkajian terhadap berbagai hal antara lain sikap NU 
terhadap aliran Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Wahabi/Salafi, serta 
batas pengertian thariqah mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah. 
Oleh karena itu, perlu disusun panduan teknis, tertulis dan 
rinci tentang sikap NU terhadap berbagai aliran mazhab pe- 
mikiran yang berkembang pada masa lalu guna disesuaikan 
dengan tuntutan perkembangan modern. Sikap Ahlussunah 
Waljama'ah yang memilih jalan tengah antara aliran Jabariyah 
dengan Qadariyah guna menuju kepada kemajuan Islam. 

2. PBNU perlu merumuskan secara teknis sikap dan pandangan 
NU terhadap paham Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Ge- 
rakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), dan berbagai aliran sem- 
palan lainnya sebagai sumbangan NU kepada pemerintah 
dalam merumuskan arah kebijakan yang jelas dalam melaku- 
kan penanganan berbagai aliran sempalan. 

3. PBNU perlu merumuskan pedoman terhadap warga NU ten- 
tang bagaimana menyikapi berbagai persoalan tentang keru- 
kunan hidup umat beragama mencakup pola relasi hubungan 
antar umat beragama dan relasi intern sesama muslim. 

4. PBNU perlu merumuskan konsep format ideal kehidupan be- 
ragama di Indonesia sehingga agama tidak lagi dipandang 
oleh sebagian masyarakat sebagai beban pembangunan, 
akan tetapi agama menjadi landasan etos kerja dan acuan 
bagi kemajuan Indonesia sebagai pusat peradaban. 

5. Menegaskan perlunya pembentukan lajnah tsagafiyah yang 
bertugas melakukan analisis sosial, politik, dan budaya untuk 
membekali NU dalam bersikap sehubungan dengan perubah- 
an sosial budaya, terutama dalam kaitanya dengan globalisasi 
dan makin kuatnya dominasi materialisme dan pragmatisme. 

6. Merekomendasikan kepada PBNU untuk mensosialisasikan 
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doktrin Ahlussunah Waljama'ah secara komprehensif dan siste- 
matis melalui kepengurusan di tingkat nasional, wilayah, ca- 
bang, MWC, dan ranting. Misalnya, mengembangkan Aswaja 
Centre seperti yang dikembangkan oleh PWNU Jawa Timur. 

7. Merekomendasikan kepada PBNU untuk mendorong pondok 
pesantren dan masjid yang secara amalan keagamaannya se- 
suai dengan ajaran Nahdlatul Ulama hendaknya mencantum- 
kan label/lambang “Nahdlatul Ulama”. PBNU hendaknya men- 
dorong pemerintah untuk bertindak tegas kepada pesantren 
dan institusi pendidikan lainnya yang nyata-nyata bertenta- 
ngan dengan NKRI. 


B. Sesama Ormas Islam 

1. Ormas Islam hendaklah berupaya meningkatkan kewibawaan 
Islam dalam mendialogkan Islam dengan perkembangan mod- 
ern sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa sesama or- 
mas Islam bisa memberikan pengayoman terhadap seluruh 
kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia. Umat Islam 
hendaklah memiliki prinsip keyakinan dan pendirian yang teg- 
uh dalam berhadapan dengan perkembangan kehidupan glob- 
al, mampu memilih dan memilah hal-hal yang positif untuk ke- 
majuan Islam dan hal-hal negatif yang merusak ajaran Islam. 

2. Ormas Islam hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk 
melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang dapat 
memperlemah semangat persaudaraan antar umat Islam. 

3. Ormas Islam hendaklah memberikan sumbangan pemikiran 
kepada pemerintah terhadap upaya menyelamatkan kehidu- 
pan bangsa terutama kelompok generasi muda dari ideologi 
dan gerakan trans-nasional, seperti radikalisme, materialisme, 
liberalisme, dan lain sebagainya. 

4. Ormas Islam hendaklah lebih berperan aktif untuk mendo- 
rong tumbuhnya semangat kerukunan yang dinamis dan aktif 
di kalangan umat Islam Indonesia sebagai bagian dari langkah 
meningkatkan upaya integrasi nilai-nilai Islam yang universal 
ke dalam hukum positif di Indonesia. 


C. Pemerintah 
1. Selama Indonesia memperoleh kemerdekaan tahun 1945 telah 
disepakati bahwa nilai ketuhanan adalah dasar utama dalam 
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pembangunan bangsa, akan tetapi sampai sekarang belum 
pernah dirumuskan letak posisi agama sebagai landasan etik, 
moral dan spiritual pembangunan bangsa. Oleh karena itu per- 
lu dirumuskan konsep cetak biru (blueprint) format ideal ke- 
hidupan beragama yang sejalan dengan cita-cita proklamasi. 
Pemerintah perlu merumuskan batasan pengertian tentang 
kerukunan hidup umat beragama yang di satu sisi bersikap 
fanatik terhadap ajaran agamanya sebagai wujud dari tuntu- 
tan kebangsaan yang relijius, sementara pada sisi yang lain 
harus bersikap toleran terhadap sejumlah perbedaan baik ter- 
hadap agama maupun keyakinan yang lain. 
Pemerintah perlu merumuskan tentang kebijakan peningka- 
tan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan umat beragama 
serta perlindungan agama dari berbagai tindakan yang dapat 
mengaburkan ajaran-ajaran agama. Konsep pelayanan ter- 
hadap umat didasarkan pada prinsip kebutuhan akan meng- 
hindarkan adanya kesan diskriminatif untuk menghindari ter- 
jadinya distorsi pemahaman terhadap adanya fakta mayoritas 
dan minoritas dalam struktur kehidupan umat beragama di 
Indonesia (agar jangan sampai terjadi tirani minoritas dan dik- 
tator mayoritas). 
Pemerintah perlu membuat rumusan tentang bentuk per- 
lindungan terhadap kehidupan umat beragama agar kema- 
jemukan bangsa tidak membawa akibat terjadinya tindakan 
anarkhi dalam beragama dan berkeyakinan. 
Pemerintah perlu melakukan insiatif untuk menyusun RUU 
Perlindungan Kehidupan Beragama, termasuk di dalamnya 
mengatur ihwal larangan penodaan agama, sebagai langkah 
penjelasan secara komprehensif tentang makna keberaga- 
maan di Indonesia, karena sampai sekarang belum pernah 
dilakukan upaya untuk memberikan penjelasan secara rinci 
makna UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) tanpa 
melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama. 
Merekomendasikan kepada PBNU dan pemerintah pusat un- 
tuk menjamin hak-hak umat muslim di NTT yang sampai saat 
ini belum berhasil mendirikan tempat ibadah karena terha- 
lang oleh keberatan warga non-muslim, walau ijin mendirikan 
bangunan (IMB) serta legalitas lainnya dari walikota setempat 
(Kupang) sudah diperoleh. 
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5. BIDANG INTERNASIONAL 


A. Film Innocence of Muslims 
Akhir-akhir ini, dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul be- 
berapa karya dalam media massa yang melecehkan dan menodai 
simbol-simbol agama Islam. Misalnya, film Innocence of Muslims, 
kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal sema- 
cam juga terjadi terhadap agama lain. Sebagai reaksi terhadap hal 
itu banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. 


Rekomendasi: 

1. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI agar 
membuat konvensi yang mewajibkan semua orang untuk ti- 
dak melakukan tindakan yang melecehkan dan/atau menodai 
simbol-simbol yang dihormati agama. 

2. Umat Islam agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan 
tindakan yang tidak terkendali dan destruktif atas segala ben- 
tuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocence 
of Muslims. 


B. Etnis Rohingya 

PBNU prihatin atas nasib dan kondisi kaum muslim etnis Rohing- 
ya di Myanmar yang mengalami diskriminasi secara sistematis, 
terstruktur, massif dan berkepanjangan dari penguasa dan militer 
Myanmar serta dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu di 
Myanmar. Perlakuan tersebut sangat bertentangan dengan nilai- 
nilai universal, antara lain hak asasi manusia, perikemanusiaan, 
perikeadilan, dan demokrasi. 


Rekomendasi: 

1. PBNU lewat pemerintah Indonesia mendorong pemerintah 
Myanmar untuk segera menghentikan segala diskriminasi 
sekaligus mengembalikan harkat dan martabat etnis Rohing- 
ya sebagai manusia dan warga negara penuh Myanmar. 

2. PBNU mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan 
Negara-negara Islam serta tokoh-tokoh pemerintah dari 
negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam un- 
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tuk memberikan bantuan nyata untuk mengatasi penderitaan 
kaum etnis Rohingya. 

3. PBNU mendesak pemerintah Myanmar agar segera merevisi 
Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mengakui hak et- 
nis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar dengan sege- 
nap hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. 


C. Nuklir Iran 


Perkembangan isu senjata nuklir Iran yang dikaitkan dengan 
tekanan, ancaman, dan sanksi negara-negara Barat dan seku- 
tunya sejatinya menjadi lambang upaya memperkuat dominasi 
Barat dan Israel di Kawasan Timur Tengah. Hal itu sekaligus men- 
jadi bukti standar ganda Barat yang tidak adil dan diskriminatif 
di Timur Tengah, di mana Iran dilarang mempunyai senjata nuk- 
lir (tuduhan yang belum terbukti dan selalu dibantah pihak Iran) 
sementara Barat mendiamkan bahkan mendukung keberadaan 
senjata-senjata nuklir milik Israel. 


Rekomendasi: 

PBB, OKI, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok agar memainkan peran 
lebih besar sebagai mediator dan fasilitator yang adil guna meredakan 
ketegangan antara Iran dengan Barat dan Israel serta menciptakan 
kawasan Timur Tengah yang damai, melalui dialog konstruktif dan 
obyektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. 


. Konflik Suriah 


Perkembangan Konflik di Suriah secara nyata menunjukkan telah 
dijalankannya strategi serta intervensi Barat, Israel, dan beberapa 
negara Arab pro-Barat terhadap masalah dalam negeri Suriah. 
Praktik pelanggaran hukum Internasional dan fatsun hubungan 
Internasional di antara negara-negara yang berdaulat di negara 
Suriah tersebut sejatinya dilakukan untuk memecah belah bangsa 
Suriah, khususnya umat Islam Suriah. Seperti yang terjadi di Libya, 
diperkirakan skenario berikutnya akan diupayakan terbentuknya 
pemerintahan baru Suriah yang pro Barat. Di lain pihak, pemerin- 
tah Suriah melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap 
rakyatnya sendiri yang tidak bisa dibenarkan. 
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Rekomendasi: 

1. PBNU agar mendesak Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam 
(OKI), PBB, dan Gerakan Non Blok segera mengambil langkah 
nyata sebagai mediator dan fasilitator untuk mencari penyele- 
saian melalui resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial di Suriah 
secara adil, tidak merugikan rakyat dan pemerintah Suriah. 

2. Penyelesaian masalah Suriah agar mengacu pada prinsip 
menghormati kedaulatan negara Suriah, larangan intervensi 
pihak asing dengan alasan apapun, gencatan senjata dan 
terwujudnya ketertiban umum, terselenggaranya dialog dan 
perjanjian perdamaian antar kelompok yang bertikai. 


INTERNAL ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 


6. 


A. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan yang 


ikut secara langsung mendirikan republik ini, telah banyak mem- 
beri kontribusi terhadap perjalanan bangsa dan negara ini. Lewat 
tokoh-tokohnya, NU telah banyak memberi solusi berupa pe- 
mikiran dan praktik-praktik kenegaraan yang mencerahkan ter- 
hadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyang- 
kut hubungan antar agama dan negara. Di antara para tokoh itu 
adalah KH. Wahab Chasbullah dan KH. Abdurrahman Wahid. 


Dengan berbagai pemikiran dan praktik-praktik kenegaraan yang 
diperagakan oleh kedua tokoh tersebut, sudah selayaknya apabila 
negara memberikan apresiasi dan penghargaan yang layak bagi 
kedua tokoh tersebut. 


Rekomendasi: 

Merekomendasikan kepada PBNU untuk memperjuangkan lebih 
lanjut terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada 
salah satu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Chasbullah, serta 
mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid. 


NU perlu menegaskan kembali bahwa akidah Ahlussunnah wal 
jamaah adalah nilai dasar, sedangkan sebagai organisasi, NU 
adalah alat pembawa misi dari akidah tersebut. Warga Nahdliy- 
yin harus menjadi manusia yang sadar akan posisi akidahnya di 
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tengah akidah dan kepercayaan yang lain. Jajaran organisasi NU 

mulai dari pusat sampai ranting perlu memperkuat penyebaran 

akidah Ahlussunnah wal jama'ah berupa penataran secara mel- 

uas dan berjenjang, mulai dari internal pengurus, pesantren, ma- 
drasah, sekolah, lembaga NU, Banom, dan masyarakat umum. 


Ada kebutuhan di jajaran organisasi NU dari pusat sampai daerah 
untuk mengembangkan pola pengkaderan dengan sistem stelsel 
aktif berdasarkan jenjang penataran yang telah diikuti. Pengkad- 
eran berdasarkan stelsel aktif belum menjadi dasar pertimbangan 
-selain intensitas keaktifan dalam organisasi, dalam penempatan 
posisi setiap kepengurusan NU, mulai dari pusat sampai daerah. 


Rekomendasi: 

1. PBNU menimbang ulang posisi NU agar tidak semata-mata 
menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang longgar dan 
terbuka, tetapi sekaligus menjadi organisasi kader yang me- 
miliki kader inti. 

2. Pimpinan NU di semua tingkatan, kiai-kiai dan da'i-da'i NU 
agar mengefektifkan kembali ruh dakwah NU. 


NU telah mengalami perubahan kiprahnya dari organisasi sosial 
keagamaan tahun 1926 menjadi partai politik pada tahun 1952, 
kemudian pada tahun 1984 pada Muktamar ke 27, NU kembali 
ke khittah NU 26 (jam'iyah diniyah ytima'iyah). Perubahan-pe- 
rubahan itu membawa perubahan pada AD-ART yang dihasilkan 
oleh Muktamar. Perubahan AD/ART memang seringkali tak dapat 
dihindari. Akan tetapi, perlu difikrkan dengan mendalam apakah 
perlu diputuskan bagian-bagian AD/ART yang telah lalu yang bisa 
dipertahankan, dan yang tak bisa dipertahankan. 


Rekomendasi: 

1. Agar Muktamar yang akan datang menempatkan kembali Kh- 
ittah 1926 sebagai kuputusan yang tidak bisa diubah-ubah. 

2. AD/ART yang sudah dihasilkan pada Muktamar ke-27 tahun 
1984 ditetapkan sebagai AD/ART dasar yang dipakai untuk 
menata kembali AD/ART yang dihasilkan sesudahnya. 

3. Perubahan AD/ART yang dilakukan terhadap AD/ART yang 
tersebut pada poin 2, hanya bersifat amandemen. 
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D. Jajaran pengurus NU dari pusat dan daerah perlu mengembang- 
kan manajemen organisasi dan kinerja yang efektif. Organisasi 
yang efektif bila kinerja manajerialnya berorientasi kepada real- 
isasi program dan pencapaian tujuan. Organisasi NU akan men- 
jadi mati suri bila tanpa ada program yang terrealisir dan tujuan 
organisasi yang tercapai. Untuk itu, NU perlu memperkuat orien- 
tasi pelaksanaan program dan pencapaian tujuan dalam setiap 
menentukan kepengurusan tanfidziyah. 


Rekomendasi: 

1. Pengurus NU di semua tingkatan memiliki renstra organisasi 
secara berjenjang. 

2. Pemilihan Pengurus NU hendaknya bukan semata berdasarkan pe- 
milihan (election), tetapi sekaligus seleksi kemampuan (selection). 

3. Menghadapi Muktamar yang akan datang, perlu dipertim- 
bangkan dengan serius perlunya menggunakan kembali 
metode pemilihan dengan menggunakan ahlul halli wal 'aqdi. 


E. Banyak warga NU yang duduk menjadi anggota legislatif, men- 
duduki jabatan politik dan jabatan pemerintahan. Sampai saat ini, 
hubungan dengan NU belum dikelola dengan baik. Padahal mer- 
eka dapat menjadi saluran aspirasi dan kepentingan warga NU. 


Rekomendasi: 
NU agar segera merangkul warga yang menduduki jabatan terse- 
but. Untuk maksud tersebut diperlukan lembaga khusus dalam 
NU dari tingkat pusat sampai daerah. 

Kempek, Cirebon, 17 September 2012 
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HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM 


HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM 
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NAHDLATUL ULAMA 
Di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon Jawa Barat 
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul 0003 1433 / 15-17 September 2012 


I. GAMBARAN PROGRAM DASAR NAHDLATUL ULAMA HASIL 
MUKTAMAR KE 32 TAHUN 2010 DI MAKASSAR 


A. PENDAHULUAN 


Muktamar NU ke-32 di Makassar telah menetapkan Program 
Dasar NU yang harus dijalankan oleh PBNU periode 2010-2015, ter- 
masuk oleh lembaga/banomJlajnah, dan menjadi dasar program dan 
kebijakan bagi Pengurus NU di bawahnya, mulai dari wilayah sam- 
pai ranting. Bagi organisasi gerakan seperti NU, program-program 
semacam ini sangat dibutuhkan, karena melalui program seperti 
ini berbagai kegiatan organisasi bisa dirumuskan dan dilaksanakan. 
Meskipun demikian, program-program di masing-masing tingkatan 
organisasi NU acapkali terpisah-pisah atau berjalan sendiri sendiri. 
Program Dasar sebagaimana ditetapkan di dalam Muktamar belum 
sepenuhnya menjadi rujukan bagi semua tingkatan organisasi NU. 
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Program Dasar yang ditetapkan oleh Muktamar Makassar itu 
mencakup 16 program dasar. Program-program ini dirancang tidak 
hanya untuk memenuhi aktivitas dari lembaga/banom/lajnah yang 
dimiliki oleh NU. Lebih dari itu merupakan cerminan dari perhatian 
NU, dan upaya untuk mencapai cita-cita jam'iyyah. Meskipun demiki- 
an, setelah setengah perjalanan Kepengurusan PBNU 2010-2015, 
dibutuhkan langkah yang lebih sistematis, strategis dan terarah, 
agar program-program tersebut bisa lebih mudah dilaksanakan. Hal 
ini dilakukan, antara lain, agar program-program yang ada itu tidak 
tumpang tindih satu sama lain, dan lebih jelas lembaga/banom/laj- 
nah mana yang mengerjakannya. Sistematisasi itu dilakukan melalui 
pendekatan kluster, yaitu mengelompokkan program-program itu ke 
dalam kelompok tertentu. 


Pengelompokkan itu sendiri bersumberkan pada upaya un- 
tuk mencapai tujuan didirikannya NU, di bidang sosial keagamaan. 
Di awal-awal pendirian, para ulama memiliki tiga semangat di dalam 
mendirikan NU, yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan 
paham Aswaja, mendorong kemandirian ekonomi atau kesejahter- 
aan warga, dan semangat kebangsaan. Pengelompokkan program ke 
depan, termasuk yang akan dilaksanakan dalam dua setengah tahun 
ke depan mencakup upaya untuk mempertahankan dan mengem- 
bangkan paham Aswaja, pengembangan Sumber Daya Manusia, Ke- 
sejahteraan Warga, dan penataan serta penguatan kelembagaan. 


Berbagai program yang dibuat dan dilaksakan oleh NU pada 
dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian jam'iyyah 
dan jamaah NU di dalam kehidupan sosial, hukum ekonomi dan 
politik, yang didasari oleh nilai-nilai Aswaja. Upaya mewujudkan ke- 
mandirian ini juga ditempatkan di dalam konteks bahwa NU meru- 
pakan bagian dari negara Indonesia. Karena itu, kemandirian itu juga 
tidak lepas dari upaya serius dan terus menerus agar NU aktif men- 
dorong dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di 
pusat sampai di daerah-daerah atau tingkatan pemerintahan yang 
paling rendah, agar kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut lebih 
berorientasi kepada kepentingan warga. 
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B. VISI, MISI dan TUJUAN 


1. VISI 
Terwujudnya NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyyah Ahlussun- 
nah wal jama'ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat 
yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri. 


2. MISI 

a. Melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal jama'ah 
dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin, 

b. Memberdayakan lembaga penndidikan dan pesantren untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah: 

C. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi 
umat, 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menegakkan hu- 
kum yang berkeadilan: 

3. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi yang jujur dan 
adil, 

f Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 


3. TUJUAN 
a. Kokohnya paham Aswaja sebagai dasar pembentukan ma- 
syarakat mutamaddin, 
b. Menguatnya fungsi dan peran kelembagaan organisasi-or- 
ganisasi di lingkungan NU; 
c. Terbentuknya masyarakat NU yang memiliki kemandirian 
ekonomi, sosial dan politik. 


C. PENGELOMPOKAN PROGRAM DASAR NU 


1. Bidang KE NU AN: 
1.1. Penguatan Paham ke NU an 
Hasil yang diharapkan: 
a. Aswaja menjadi cara pandang dan pola pikir Nahdliyin. 
b. Aswaja menjadi pola hidup Nahdliyin. 
c. Aswaja menjadi panduan gerakan perjuangan NU. 
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1.2. Pengembangan Dakwah dan Pengembangan Pemikiran Ke- 

agamaan 

Hasil yang diharapkan: 

a. Para kader dan warga NU memiliki pemahaman ke- 
agamaan Aswaja. 

b. Para kader dan warga NU bisa mempertahankan ajaran 
Aswaja. 

c. Para kader dan warga NU menyebarluaskan ajaran Aswaja. 


2. Bidang Sumber Daya Manusia: 
2.1. Pemberdayaan Politik Warga 

Hasil yang diharapkan: 

a. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap hak dan kewa- 
jiban sebagai warga Negara. 

. Warga NU memiliki kemandirian sikap politik. 

c. Warga NU mampu mengkritisi kebijakan publik, baik di 
pusat maupun daerah. 

d. Partisipasi warga NU di dalam menyelesaikan konflik- 
konflik antar kelompok di masyarakat. 

e. Terbangunnya komunikasi politik dengan semua kekua- 
tan-kekuatan politik yang sejalan dengan NU. 


3. Penataaan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Hasil yang diharapkan: 

a. Tumbuhnya kesadaran akan kewajiban dalam memenuhi pen- 
didikan bagi keluarga; 

b. Makin besarnya partisipasi NU dalam penyelenggaraan pen- 
didikan. 

c. NU memperjuangkan pemenuhan hak-hak warganya dalam 
bidang pendidikan. 


4. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan 
Hasil yang diharapkan : 
a. Warga NU sadar terhadap kesehatan sebagai sikap hidup se- 
hari-hari (kultural) 
b. Warga NU sadar bahwa persoalan kesehatan merupakan hak 
dasar yang harus dipenuhi oleh Negara. 
c. NU berperan dalam menumbuhkan kemandirian warga dalam 


189 


HASIL 
SIDANG 


KOMISI PROGRAM 


bidang kesehatan, membela dan memperjuangkan kepentin- 
gan kesehatan warga sebagai bagian dari kebijakan Negara. 


1. 5. Kaderisasi 
Hasil yang diharapkan: 
Tersusun kurikulum dan modul pendidikan kader untuk : 


Kader Khusus penggerak NU. 
Kader Penggerak MWC dan Ranting. 


i. Kader Ulama Muda (Program pengembangan Wacana 


Keagmaan/PPWK). 
Kader struktural Organisasi (Pengurus Syuriah dan Tanfi- 
dziyah NU). 


Terselenggara kegiatan orientasi dan terbangunnya komit- 
men bagi calon Pengurus di semua tingkatan: 
Terselenggaranya pendidikan Kader di lingkungan lembaga 
pendidikan NU 

Lahirnya kader-kader Professional yang memiliki komitmen 
terhadap NU. 


a. 


6. Bidang Kesejahteraan dan Keadilan: 
6.1. Pengembangan Ekonomi Umat 
Hasil yang diharapkan: 


Tumbuhnya kesadaran warga NU atas potensi diri dan 
lingkungannya sebagai dasar untuk mengembangkan ke- 
mandirian di bidang ekonomi, membangun kedaulatan 
pangan; 

NU mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam bidang 
ekonomi dan keuangan yang lebih mengutamakan ke- 
pentingan rakyat dan kebijakan pertanian yang berpihak 
pada kedaulatan pangan; 

Terbangunnya kelembagaan dan jaringan keuangan dan 
pemasaran mandiri. 


a. 


C. 


6.2. Perlindungan tenaga kerja dan buruh 
Hasil yang diharapkan : 


Tumbuhnya kesadaran dan kemampuan para buruh untuk 
melindungi diri dan meningkatkan profesionalismenya. 

Tumbuhnya kemampuan para buruh untuk mengorganisir 
diri dan konsolidasi serta mampu membangun jaringan 


a. 


b. 
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untuk memperjuangkan hak-haknya. 
c. NU dapat menjadi intermediasi antara buruh dan para pi- 
hak dalam masalah perburuhan. 
d. NU mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah un- 
tuk memperkuat upaya perlindungan terhadap buruh di 
dalam dan di luar negeri. 


6.3. Pemberdayaan Hukum dan Penegakan Keadilan 

Hasil yang diharapkan: 

a. Warga NU memiliki pemahaman dan kesadaran hukum. 

b. Tumbuhnya kajian terhadap produk hukum , berikut reko- 
mendasi dan melakukan Judicial Review di Mahkamah 
Konstitusi. 

c. NU memiliki kemampuan memberikan pembelaan ter- 
hadap warganya, Lembaga/Badan Otonom NU dan ma- 
syarakat yang menghadapi masalah hukum. 


6.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan, Adaptasi Perubahan Iklim 
dan Penanggulangan Bencana 

Hasil yang diharapkan: 

a. Meningkatnya kesadaran warga NU terhadap masalah- 
masalah krisis di dalam lingkungan hidup, perubahan 
iklim dan kebencanaan: 

b. Terkonsolidasinya gerakan warga NU di dalam penang- 
gulangan masalah-masalah lingkungan hidup, perubahan 
iklim dan bencara alam: 

c. Adanya keterlibatan NU dalam mempengaruhi proses pe- 
rumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan den- 
gan isu-isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan ben- 
cana alam. 


6.5. Pengembangan Kebudayaan NU 

Hasil yang diharapkan: 

a. Meningkatnya kesadaran warga NU tentang pentingnya 
karakteristik kenusantaraan budaya Indonesia, 

b. Menguatnya gerakan mempertahankan dan mengem- 
bangkan budaya keagamaan Aswaja sebagai dasar me- 
ningkatnya peradaban nusantara: 

c. Adanya keterlibatan warga NU di dalam perumusan dan 
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pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kebuda- 
yaan. 


7. Bidang Kelembagaan : 
7.1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan 
Hasil yang diharapkan: 
a. Tertatanya kelembagaan dilingkungan NU agar effektif 
dalam melayani warga NU dan masyarakat. 
b. Terciptanya aturan organisasi yang memiliki keputusan 
mengikat. 
Teridentifikasi asset dan potensi warga NU. 
d. Terbentuknya ranting dan anak ranting di lembaga ke- 
agamaan dan lembaga pendidikan NU. 


D 


7.2. Penguatan jaringan kerja Nasional dan Internasional 

Hasil yang diharapkan : 

a. NU semakin diterima sebagai mitra strategis oleh organi- 
sasi di luar NU, baik di dalam maupun di luar negeri. 

b. Adanya keberlangsungan dan peningkatan kerjasama 
dengan organisasi di luar NU, dalam bentuk tukar menu- 
kar informasi, pemikiran di berbagai bidang khususnya 
keagamaan dan penyelesaian masalah-masalah bersama. 


8. Mobilisasi Dana dan Pengelolaannya 

Hasil yang diharapkan: 

a. Berkembangnya sumber dana mandiri dari warga dan simpa- 
tisan NU, untuk mendukung kegiatan NU. 

b. Memperoleh dukungan dana dari lembaga pemerintah mau- 
pun lembaga donor untuk program NU. 

c. Terbangunnya sistim keuangan NU yang dapat dipertang- 
gungjawabkan (akuntabel): 

d. Laporan Keuangan semua tingkatan organisasi NU teraudit. 


9. Pengembangan Media dan teknologi Informasi 
Hasil yang diharapkan: 
a. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap pentingnya pe- 
manfaatan Teknologi Informasi, 
b. NU memfasilitasi terselenggaranya pendidikan dan infrastruk- 
tur Teknologi Informasi: 
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c. NU terlibat menentukan kebijakan pemerintah di bidang 
Teknologi Informasi. 


Il. PENJABARAN 16 PROGRAM DASAR HASIL MUKTAMAR 32 
MENURUT KATEGORI BIDANG PROGRAM 


NO NAMA KEGIATAN PENANGGUNG | WAKTU 
PROGRAM JAWAB MULAI 
KENU AN 1.1 Mengirim da'i ke PBNU, PWNU, Jan 2013 

1. daerah Transmigrasi, PCNU 


daerah terpencil dan 
daerah perbatasan, 
terpadu dengan 
program kementrian 


terkait. 
1.2 Merumuskan PBNU 
panduan doktrin 
Aswaja 
SUMBER 21. Mendirikan UNU di PBNU, PWNU 
2. | DAYA setiap wilayah 
MANUSIA 2.2. Mendirikan SMK dan | PBNU, PWNU, 
POLITEKNIK sesuai PCNU 


kebutuhan daerah. 

2.3. Memberikan beasiswa | PBNU, PWNU 
untuk santri, siswa 
didik, dan mahasiswa 
yang 
berprestasi.secara 
terbuka. 

2.4. Pelatihan ketrampilan | PBNU, PWNU 
Tenaga Kerja 

2.5. Pemberdayaan PBNU 
masyarakat 
transmigrasi , daerah 
terpencil, dan 


perbatasan. 
2.6. Program Kaderisasi PBNU, PWNU, 
sesuai dengan jenis PCNU 


kader yang telah di 
tetapkan dalam 
kebijakan NU. 
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PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 
PBNU, PWNU, 
PCNU 
PBNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


Program penghafalan 
Al Quran disetiap 
satuan pendidikan 
Ma'arif dan program 
tashih bacaan Al 
Quran bagi imam 
masjid. 

Penguatan lembaga 
induk koperasi NU 
hingga ketingkat 
cabang (PUSKOP). 


. Pemberdayaan anak 


jalanan (AnJal), 
Disable. 
Mengembangkan 
Lembaga Keuangan 
Mikro. 

Penyadaran hak dan 
kewajiban warga NU 
tentang kadarkum 
Mengembangkan 
wakaf produktif 
Sertifikasi halal. 


Membuat database 
(warga NU, Aset NU 
dan profesi warga 
NU) 

Penambahan Aset ( 
Tanah dll) NU di 
daerah. 

Labelisasi PONPES, 
Masjid, Mushola dan 
Sekolah sekolah NU. 
Membangun sistem 
standar Mutu 
Pendidikan Dasar 
Menengah dan 
Tinggi NU. 
Mengembangkan 
jaringan dengan 
pihak luar dan dalam 
negeri dalam rangka 
penguatan organisasi 
dan program. 


2.7. 


3.1. 


3.2 


3.3. 


3.4. 


3.5. 


3.7. 


4.1. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


4.5. 
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KESEJAHTE 
3. | RAAN & 

KEADILAN 

KELEMBA 
4. | GAAN 
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II. HASIL SIDANG SUB KOMISI PROGRAM 


4.6. Standarisasi tata 
kelola organisasi dan 
kelembagaan. 


PBNU, PWNU, 
PCNU 


A. BIDANG KE-NU-AN (PENGUATAN KE-NU-AN) 


1. PENDAHULUAN 

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) lahir sebagai penyelamat 
umat Islam dengan fahamnya yang meliputi berbagai bidang kehidu- 
pan, terutama akidah, syariah, akhlaq, dan bertasawuf. Dalam lingkup 
akidah maupun syariah, Aswaja memiliki manhaj berfikir secaraa garis 
besar taqdimun nash alal aql (mendahulukan nash dari pada akal). 
Dalam realitasnya di dunia dan khususnya Indonesia, faham ini dianut 
oleh mayoritas umat Islam. 

Untuk melindungi umat Islam penganut Aswaja dari pengaruh 
faham lain yang bertentangan dengan Aswaja, para ulama pesantren 
bangkit dan mendirikan jam'iyyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. 
Dengan berjam'iyyah, faham Aswaja dapat diaktualisasikan dalam ke- 
hidupan sehari-hari di segala aspek. Mulai dari aspek agama, sosial, 
politik, ekonomi, budaya, pertahanan & keamanan, pendidikan, ilmu 
pengetahuan, lingkungan hidup, sampai dengan hak asasi manusia dll. 


2. LATAR BELAKANG MASALAH 

Problematika yang dihadapi NU saat ini sangat kompleks, dari 
persoalan kelembagaan, ancaman ideologis, pendidikan maupun 
ekonomi. Pengamat NU dari Jepang, Mitsuo Nakamura, mengung- 
kapkan, tantangan terbesar NU saat ini, adalah mengatasi masalah 
kemiskinan. Begitu banyak masalah di lingkungan NU sehingga 
kadang sampai lupa membicarakannya. Padahal sebetulnya umat 
sangat menunggu dan butuh penyelesaian konkrit. 

Akhir-akhir ini warga Nahdliyyin diterpa berbagai arus ide- 
ologi transnasional yang ingin mempengaruhi, mengoyak-ngoyak, 
dan menfitnah tradisi dan amaliah NU. Mereka menganggap tradisi 
Maulid Nabi, tahlil, barzanji. ratib, yasinan, dan ziarah kubur adalah 
sebuah penyimpangan dan bid'ah. Gerakan Anti Maulid (GAM), dan 
Gerakan Anti Tahlil (GAT) dan sebangsanya telah mencoba menusuk 
masuk “wilayah perbatasan NU" dengan cara memfitnah melalui ra- 
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dio, internet, selebaran gelap, ceramah-ceramah maupun tulisan 
yang menyesatkan. Dampak dari gerakan yang mengatasnamakan 
pemurnian ajaran Islam tersebut, membuat warga nahdliyyin resah, 
karena mendangkalkan ke-Islaman dan semangat ke-NU-an warga 
nahdliyyin di kampung-kampung tingkat ranting. 

Permasalahan sebenarnya tidak semata-mata datang dari luar 
(eksternal), ada andil dari dalam (internal) struktur NU sendiri yang 
abai dan lalai dalam hal kader penggerak dan doktrin Aswaja. Aki- 
batnya benteng pertahanan Aswaja kita di akar rumput lemah dan 
mudah diserang, diambil-alih oleh faham lain. Faktanya, bukan hanya 
masjid dan musholla milik warga nahdliyyin yang direbut oleh kelom- 
pok lain, beberapa pesantren pun meski secara fisik belum beralih ke 
tangan mereka setidaknya buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi 
rujukan mereka sudah masuk ke beberpa pesantren. 


3. TUJUAN (INDIKATOR) 
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga nahdliy- 
yin tentang ASWAJA. 
2. Menumbuh kembangkan semangat warga nahdliyyin dalam 
mempertahankan dan mengamalkan tradisi amaliah NU. 
3. Mengaktualisasikan faham Aswaja dengan realitas masa kini 
dalam persepektif globalisasi, maupun kehidupan bernegara. 
4. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan warga nahdliyyin 
terhadap hingar bingar “perang aliran"yang sering berujung 
pada tindakan anarkis. 
Membentengi kaum nahdliyyin dari anasir sesat dan menyesatkan. 
6. Menjadikan Aswaja sebagai sistem: 
a. Pemikiran 
b. Gerakan/harakah 
c. Dan perilaku yang menuju terbentuknya masyarakat yang 
Mutamadhin, saling kenal mengenal, saling memahami, 
saling percaya, saling tolong menolong, dan saling tang- 
gung-jawab. 


ف 


4. TARGET GROUP (SASARAN) 
1. Menguatnya faham Aswaja sebagai pola pikir dan cara pan- 
dang warga nahdliyyin. 
3. Terimplementasinya faham Aswaja dalam kehidupan sehari- 
hari, baik dalam persepektif globalisasi maupun dalam ke- 
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hidupan bernegara, berbangsa, dan beragama. 

4. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan faham Aswaja di 
jajaran struktural maupun kalangan cultural sebagai panduan 
melestarikan perjuangan NU. 

5. Meningkatnya semangat dakwah dalam mempertahankan 
dan menyebar luaskan ajaran Aswaja. 


5. PROGRAM 

1. Pengembangan materi ajaran Aswaja 

2. Pengembangan metode dakwah Aswaja yang lebih strategis 
dan menarik. 
Memperbanyak buku-buku ajaran Aswaja. 
Kaderisasi disetiap lembaga, lajnah, dan banom NU. 
Penyusuan buku Aswaja sebagai maraji dan panduan. 
Membentengi faham Aswaja. 


NUR س‎ 


6. STRATEGI PROGRAM 
Untuk melaksanakan program di atas perlu merumuskan strategi, 
sbb: 
1. PBNU melakuan road show ke cabang-cabang NU. 
2. PBNU bekerjasama dengan ormas Islam lainnya yang sefa- 
ham dalam membentengi faham Aswaja. 
3. Struktur NU dari Pusat sampai ke ranting-ranting harus : 

a. Memeprkuat paham keagamaan Aswaja melalui pe- 
ngajian Majelis Ta'lim, madrasah, pesantren dan masjid / 
mushalla. 

b. Menerbitkan buku yang menegaskan kebenaran dan ke- 
shoheh-an tradisi amaliah NU; seperti tahlil, ziarah kubur, 
maulidan, dhiba'an, ratiban, serta tradisi NU lainnya. 

c. Melakukan gerakan penguatan dakwah internal NU untuk 
membendung, melawan atau paling tidak mengimbangi 
gerakan-gerakan anti amaliah NU dengan membentuk 
Gerakan Pengamal Setia AswajaNU (Gerpas). 


7. KEGIATAN 
1. Seminar Penguatan Aswaja. 
2. Pelatihan/workshop kader penggerak Aswaja. 
3. Penerbitan buku-buku ajaran Aswaja. 
4. Pelatihan jurnalistik dan internet (Penguasaan IT). 
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5. Bedah buku/Halagah kitab Aswaja. 
6. Membentuk Tim penyusun buku Aswaja sebagai sistem dan rujukan. 


PESERTA 
1.PBNU-100 kader 
inti 
1. PWNU -100 kader 
2. PCNU = 100 kader 


MWCNU = 50 kader 


1. Pengurus 
Ranting-10 kader 

2. Pengurus Anak 
Ranting- 10 kader 

3. Pimpinan Majelis 
Taklim- 10 kader 

4. Imam Masjid dan 
Musholla- 10 
kader 

1. Tingkat Kecamatn 
- 10 kader 

2. Tingkat Desa 
/Kelurahan = 10 
orang 


8. LOKASI KEAGIATAN dan PESERTA 


LOKASI 
Tingkat 
Nasional 
Tingkat 
Kabupaten/ 
Kota 


Tingkat 
Kecamatan 


Tingkat 
Kelurahan/ 
Desa 


Da'i 


NO KEGIATAN 
1 Pelatihan 
Kader Inti 

2 Pelatihan 
Kader 
Penggerak 
Utama 

3 Pelatihan 
Kader 
Penggerak 
Madya 

4 Pelatihan 
dan Da'iyah 


5 Pelatihan 
Pengurusan 
Jenazah 


B. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 
PRIORITAS PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 


(SDM) NU 


1. PENDAHULUAN 


Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan me- 
miliki peran yang besar dalam memberikan arah dan menjalankan ke- 
hidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Berbagai 
pengalaman dan keberhasilan yang telah dicapai oleh para pendiri 
maupun para pimpinan NU sejak periode awal sampai saat ini mem- 
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berikan kontribusi dalam menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, 
budaya, hankam, menjadi bukti nyata bagaimana peran tersebut telah 
dilakukan. Seiring dengan berbagai perkembangan tatanan sosial, 
ekonomi, politik dan budaya dewasa ini, tuntutan yang mesti dijawab 
oleh NU sebagai Jam'iyah yaitu apakah sumber daya manusia NU se- 
bagai aset dan pelaku utama Jamiyah telah juga disiapkan, dikonsoli- 
dasikan menjadi sebuah kekuatan daya saing untuk menggerakkan 
Jam'iyyah maupun Jama'ah NU untuk terus menjalankan perannya 
tersebut. NU sebagai Jam'iyyah maupun Jama'ah sangat diperhitung- 
kan oleh komponen bangsa ini dalam mendorong perubahan sosial, 
ekonomi dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan 
bernegera sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. 

Mengacu pada hasil Muktamar ke 32 tahun 2010 di Makassar 
tentang program dan memperhatikan hasil telaah terhadap pelaksa- 
naan program tersebut sampai dengan tahun 2012, 16 (enam be- 
las) program dasar dalam keputusan Muktamar ke 32 tersebut telah 
di katagorikan kedalam empat (4) bidang yaitu: bidang Ke NU an, 
bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang kesejahteraan/kemak- 
muran dan keadilan, bidang Kelembagaan. Beberapa program yang 
masuk dalam katagori bidang SDM meliputi: Pengkaderan, Penataan 
dan Peningkatan kualitas Pendidikan, Pemberdayaan Politik Warga, 
Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan. Memperhatikan luasnya 
cakupan Bidang SDM tersebut dan untuk optimalisasi capaian-capain 
bidang SDM yang sangat dibutuhkan dan mendesak maka perlu ada 
prioritas program dasar yang akan di laksanakan sampai tahun 2015 
dengan tetap melaksanakan program dasar lainnya. 

Pilihan dan penetapan prioritas program dasar yang dilak- 
sanakan ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam upaya meningkatkan 
kualitas secara individu maupun Jam'iyah, menata dan menyiapkan 
SDM untuk memenuhi kebutuhan internal NU maupun external NU 
khususnya pada posisi strategis didalam urusan kehidupan berbang- 
sa dan bernegara. 


2. LATAR BELAKANG 

Meskipun sudah banyak program yang dilaksanakan oleh Lem- 
baga/Lajnah dan Banom dalam rangka menjabarkan pelaksanaan 
program dasar yang masuk katagori bidang Sumberdaya Manusia, 
masih saja banyak keluhan dari pemangku kepentingan dilingku- 
ngan NU, seakan-akan NU sebagai Jam'iyah belum melaksanakan 
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banyak hal dibidang ini. Padahal jika diamati program yang sudah 
dilaksanakan sampai dengan kurun waktu 2 tahun (2010-2012) sudah 
cukup memadai. 

Sesungguhnya pelaksanaan program kegiatan terkait dengan 
bidang SDM sekarang ini tidak semua dimulai dari awal, saat periode 
kepengurusan PBNU memulai bekerja (2010), tetapi juga melanjutkan 
program yang selama ini telah berjalan. Walaupun demikian apa yang 
sudah dilakukan tetap saja belum memberikan dampak yang besar 
serta berpengaruh pada munculnya persepsi bahwa SDM yang dibu- 
tuhkan belum memenuhi harapan. 

Program dasar Kaderisasi sebagaimana hasil Muktamar ke 32 , 
dalam pelaksanaannya masih sangat kurang jumlah frekuensi mau- 
pun cakupan penerima manfaatnya. Kaderisasi lebih banyak dilaku- 
kan secara terintegrasi dengan program lain seperti dalam bentuk 
pelatihan bagi pelaksana program tertentu baik ditingkat manajerial 
maupun pelaksana program ditingkat lapangan sebagai field worker 
atau Community Organizer. Program kaderisiasi yang seperti itu di- 
maksudkan untuk menjawab kebutuhan kader professional dibidang- 
nya. Sementara kebutuhan jenis kader lainnya belum terpenuhi. 

Sumber Daya Manusia yang memiliki intergitas individu, inte- 
gritas kelompok atau organisasi dan integritas sosial merupakan aset 
dapat menjadi penggerak organisasi NU disemua tingkatan, mut- 
lak dibutuhkan dan itu dapat dicapai salah satunya melalui program 
dasar Kaderisasi. Dalam kaitan itu perlu upaya sistematis, berkelan- 
jutan, bersifat massif dengan konsep yang jelas dan pelaksanaannya 
didukung tenaga professional, dari situ akan lahir kader-kader NU 
sebagaimana yang diharapkan. 

Pada bagian lain, sejalan dengan perkembangan dan peruba- 
han kehidupan sosial dan tuntutan SDM yang bisa mengisi peluang 
perubahan tersebut maka NU juga harus memberikan perhatian yang 
besar kepada upaya menyiapkan SDM-nya diantaranya melalui lem- 
baga pendidikan dan penyapaan kader-kader NU yang tidak didalam 
struktur organisasi NU. 


3. PRIORITAS PELAKSANAAN PROGRAM DASAR 

Dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2015, prioritas pro- 
gram bidang SDM ini akan memberikan perhatian yang utama pada 
pelaksanaan program dasar Kaderisasi serta program dasar Penataan 
dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. 
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4. TUJUAN 
4.1. Program Dasar Kaderisasi. 

Hasil yang akan dicapai yaitu : 

a. Tersusun Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama. 

b. Tersusun Modul Pelatihan Kaderisasi. 

c. Terselenggara Pelatihan untuk pelatih kaderisasi (training 
of trainers) sebanyak 60 orang. 

d. Terselenggara pendidikan/pelatihan kader untuk 2000 
orang oleh masing-masing organisasi dilingkungan NU 
(Lembaga/Lajnah/Banom) disemua tingkatan. 


2. Program Dasar, Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. 

Hasil yang akan dicapai yaitu: 

a. Tertata dan terkordinasikannya Institusi Pendidilkan NU 
yang ada dalam Lembaga Ma'arif maupun Lembaga Per- 
guruan Tinggi NU sebagai sebuah kesatuan lembaga pen- 
didikan NU. 

b. Berdiri dan terselenggara pendidikan yang secara lang- 
sung menyiapkan siswa masuk dalam lapangan kerja me- 
lalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik 
disetiap kabupaten. 

c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan jum- 
lah peserta didik di SMK yang sudah ada di lingkungan NU. 

d. Berdiri dan terselenggara pendidikan tingkat perguruan 
tinggi (Universitas NU) dengan fokus untuk pendidikan 
umum sebanyak 20 universitas. 

e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan 
jumlah mahasiswa universitas NU yang sudah ada. 

f. Pemberian beasiswa S2 dan S3 didalam dan luar negeri. 


5. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM 
1. Program Dasar Kaderisi 

a. Penyiapan dan penyusunan Pedoman Kaderisasi dilaku- 
kan di tingkat Nasional. 

b. Penyiapan dan penyusunan Modul Pelatihan di tingkat 
Nasional. 

c. Penyelengggaran Pelatihan untuk pelatih kaderisasi (train- 
ing of trainers) ditingkat nasional. 
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d. Penyelenggaraan Pelatihan Kaderisasi di tingkat wilayah 
dan Cabang. 


2. Program Dasar Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan 
a. Penataan dan Kordinasi dilakukan oleh lembaga di tingkat 
Nasional. 
Mendirikan SMK dan Politeknik di tingkat kabupaten/kota. 
c. Mendirikan 20 universitas NU. 
d. Program penyiapan beasiswa S2 dan S3. 


6. KEGIATAN 
1. Program Dasar Kaderisasi 
a. Melakukan revisi penyempurnaan Pedoman Kaderisasi 
Nahdlatul Ulama. 

b. Mengembangkan Modul Pelatihan Kaderisasi sesuai 
dengan jenis-jenis kader sebagaimana yang di tetapkan 
dalam Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama. 

Sosialisasi Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama. 

d. Melaksanakan pelatihan kaderisasi baik tingkat nasional, 
wilayah, maupun cabang. 

e. Monitoring dan evaluasi pelatihan kaderisasi. 


N 


2. Program Dasar Penataan dan peningkatan Kualitas Pendidikan. 
a. Koordinasi dan penataan antar penyelenggara dan pen- 
anggungjawab pelaksanaan pendidikan dilingkungan NU. 

b. Merancang pendirian institusi pendidikan untuk SMK, Po- 
liteknik dan universitas Nahdlatul Ulama. 

c. Mengembangkan jaringan nasional maupun internasional 
untuk memperoleh dukungan dalam rangka penataan 
dan peningkatan kualitas pendidikan dilingkungan NU. 

d. Membangun institusi pendidikan baru (SMK, Politeknik 
dan univeritas NU) sesuai dengan kebutuhan. 


C. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN 
1. LATAR BELAKANG 


a. Kesulitan mengelola hasil pertanian terutama pasca panen. 
b. Kualitas hasil pertanian yang rendah. 


MUNAS 
& KONBES NU 
2012 
Rendahnya harga hasil pertanian. 
Belum adanya budaya packaging atas hasil pertanian. 
Sulitnya akses pasar (terutama) akses pasar besar, karena ada- 
nya mafia pasar. 
Sulitnya akses bank dan pendanaan bagi warga, terutama 
warga jam'iyyah NU. 
Warga NU belum mampu mensertifikatkan produksinya agar 
mendapat label halal. 


an 


TUJUAN 


Hasil pertanian meningkat segi produksi dan kualitas. 
Mampu mengelola hasil pertanian, utamanya pasca panen. 
Menjaga kualitas hasil pertanian secara terus menerus. 
Akses pasar hasil pertanian dan hasil kreasi warga tidak sulit. 
Akses bank dan pendanaan untuk usaha warga tidak suli. 
Memudahkan warga NU utk mendapatkan sertifikasi halal. 


PD On © له‎ 


LOKASI 
Dalam waktu 2,5 tahun ini akan dilaksanakan 20 Desa, 15 keca- 
matan 7 Kabupaten, 4 Propinsi. 


. TARGET GRUP 


Para pengurus Harian PCNU terutama yang membidangi eko- 
nomi. 

Para pengurus Harian MWCNU terutama yang membidangi 
ekonomi. 

Para Pengurus Harian Ranting NU. 

Para petani NU. 

Para pengusaha menengah bawah NU. 

Warga NU yang mengalami kesulitan ekonomi. 

Dalam waktu 2,5 tahun ini akan menjangkau 2.000 peserta. 


مه مم بي 


PROGRAM 


Penguatan dan pengembangan ekonomi melalui lembaga 
keuangan mikro (konvensional/syari'ah) 

Pengembangan sector pertanian dan sumber daya alam. 
Fasilitasasi sertifikat halal. 


a. 


b. 
6 
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6. KEGIATAN 

a. Pelatihan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mikro (Kon- 
vensional & KJKS). 

b. PWNU dan PBNU mencari peluang pendanaan yang bisa 
diakses oleh Cabang, MWC, Ranting dan warga NU. 

c. Pelatihan Peningkatan SDM di bidang pertanian, peternakan 
dan perikanan di tingkat PCNU dan MWC NU. 

d. Pelatihan Packaging hasil pertanian dan kreasi warga NU. 

e. Pelatihan pemasaran di tingkat Ranting, MWC dan Cabang 
(jika perlu). Untuk PWNU dan PBNU mencari peluang pasar 
yang diinformasikan ke Wilayah dan Cabang. 

f. PCNU melakukan kegiatan penyadaran Sumber Daya Alam yg 
tersedia di masing-masing daerah 

g. PCNU dan PWNU secara bersama-sama menginventarisasi 
masalah sosial warga NU. 

h. PBNU memfasilitasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Halal 
dan Jujur bagi Warga NU. 


D. BIDANG KELEMBAGAAN 
PRIORITAS PROGRAM BIDANG KELEMBAGAAN 


1. PENDAHULUAN 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi social kemasyarakatan ter- 
besar di negeri ini telah diakui peran serta aktifnya dalam kancah ber- 
bangsa dan bernegara Republik Indonesia ini, bahkan sangat cukup 
dominann pada saat perjuangan membebaskan diri dari cengkraman 
penjajah, merumuskan bimngkai Negara Kesatuan Republik Indone- 
sia yang berbhineka tunggal ika, kemudian mengisinya dengan ker- 
ingat dan peluh dalam membangun masyarakat dan bangsa yang 
sudah merdeka menuju masyarakat yang berdaulat adil dan makmur. 

Pada sisi lain peran Nahdlatul Ulama itu akan dengan send- 
irinya tampak ada dan diakui keberadaannya manakala secara kelem- 
bagaan Nahdlatul Ulama itu tertata dengan rapih, tertib serta solid 
sistem keorganisasiannya, warganya mematuhi dan mentaati aturan- 
aturan organisasinya begitupun para pengurusnya melaksanakan 
amanah kepengurusan dengan baik dan menjadi contoh utama dan 
pertama sebagai nahdliyyin yang baik sekaligus sebagai warga Nega- 
ra yang baik. 
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Peningkatan kualitas Jaringan kerja baik regional, nasional mau- 

pun internasional adalah menjadi sebuah kemestian yang menuntut 

keseriusan khidmad dari pengurus NU di semua lini untuk mewujud- 
kannya. 

Secara kelembagaan NU akan tetap eksis dan mantab bila didu- 
kung penegelolaan keuangan yang akuntable, Dana dengan sumber- 
sumbernya yang telah ditetapkan oleh organisasi harus menjadi per- 
hatian serius untuk mewujudkan kemandirian NU. Di era informatika 
yang sudah sedemikian maju ini warga Nahdliyyin tidak boleh keting- 
galan bahkan jika perlu harus berada di garda depan. 


2. LATAR BELAKANG 

Dalam usianya yang hamper mendekati satu abad Nahdlatul 
Ulama masih menghadapi persoalan kelembagaan yang tidak mudah 
penyelesaiannya. Tingkat pengurus Nahdlatul Ulama yang berada di 
ujung tombak, yakni Pengurus Anak Ranting masih banyak yang be- 
lum berfungsi sebagaimana mestinya, terlebih disebabkan oleh fak- 
tor koordinasi dan konsolidasi dari kepengurusan yang ada di tingkat 
atasnya yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan jangankan anak 
ranting, tingkat ranting, MWC PC sampai ke PW masalah ini menjadi 
penyebabnya. 

Di beberapa wilayah/Daerah utusan pengurus untuk kegia- 
tan kepengurusan tingkat atasnya yang berbeda-beda, yang hadir 
orangnya ya itu-itu saja, apalagi sampai ke tingkat yang paling ujung 
yakni pengurus anak ranting. Apabila mata rantai kepengurusan dari 
tingkat yang paling bawah hingga yang tertinggi ini bisa berfungsi 
dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan maka alangkah dahsy- 
atnya NU ini. Persoalan sosialisasi program saja, bisa dihitung dengan 
jari yang melaksanakan sampai tingkat paling bawah, apalagi pelak- 
sanaan program itu sendiri. 

Atas dasar itu, maka penataan, penguatan kepengurusan dari 
tingkat anak ranting sampai tingkat Wilayah itu menjadi sangat ur- 
gen. 


3. PRIORITAS PELAKSANAAN PROGRAM DASAR 

Dalam masa khidmat kepengurusan PBNU yang sekarang ini, 
sisa waktu yang ada harus dititik-beratkan pada penanganan serius 
tentang menggerakkan kembali, memompa motivasi perkhidmatan 
para pengurus dari tingkat anak ranting samapai dengan tingkat 
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Wilayah. Pada waktu yang sama dibangun jaringan yang intens an- 
tara satu daerah dengan daerah lainnya untuk sisi intern, dan dibuka- 

kan peluang membangunj jaringan dengan pihak manapun dari sisi 
ekstern sambil menata kemampuan penguasaan dan pemanfaatan 


kemajuan media dan teknologi informasi serta membangun sumber- 
sumber pendanaan. 


4. TUJUAN 

a. Tertatanya kelembagaan di lingklungan NU agar efektif dalam 
melayani warga NU serta masyarakat luas. 

b. Terciptanya aturan organisasi yang memiliki kekuatan mengi- 

kat. 

Teridentifikasinya asset dan potensi warga NU. 

d. Terbentuknya Pengurus Ranting dan Anak Ranting, utamanya 
di lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan NU. 

e. NU semakin diterima sebagai mitra strategis oleh organisasi 
di luar NU, di dalam maupun luar negeri. 

f. Adanya keberlangsungan dan peningkatan kerjasama dengan 
organisasi di luar NU. 

g. Berkembangnya sumber dana mandiri dari warga NU dan 
simpatisan NU. 

h. Terbangunnya system keuangan NU yang akuntabel. 

i. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap pentingnya pe- 
manfaatan teknologi informasi. 

j. NU terlibat menentuykan kebijakan pemerintah di bidang 
teknologi informasi. 


D 


5. PROGRAM 
a. Penataan dan penguatan kelembagaan di tingkat MWC dan 
ranting. 


b. Penguatan jaringan kerja nasional dan internasional. 
c. Mobilisasi dana dan pengelolaannya. 
d. Pengembangan media dan teknologi informasi. 


IV. REKOMENDASI 


A. UMUM 
1. Bahwa hasil Muktamar NU merupakan keputusan organisasi 
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tertinggi dan bersifat mengikat yang akan dilaksanakan oleh 
PBNU dan pengurus-pengurus di bawahnya. Oleh karena itu, 
program NU hasil Muktamar yang akan datang mencakup 
program semua tingkatan kepengurusan organisasi NU. 
Bahwa rumusan Program NU hasil keputusan Muktamar yang 
masih bersifat umum untuk jangka waktu lima tahunan harus 
dijabarkan ke dalam program tahunan oleh PBNU dan pengu- 
rus di bawahnya, sesuai bidang program masing-masing. 
Bahwa Program PBNU dan PWNU yang dilaksanakan di ting- 
kat Cabang dan di bawahnya melalui lembaga-lembaganya 
masing-masing harus berkoordinasi dengan PCNU setem- 
pat. 
Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi fungsi perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi efektifitas pelaksanaan 
program NU di masing-masing tingkatan organisasi, PBNU 
harus menetapkan penanggung jawab dan mekanisme ken- 
dali manajemen. 


B. PROGRAM 


PBNU hendaknya mengeluarkan surat intruksi kepada PCNU 
untuk membentuk Anak Ranting NU. 

PBNU hendaknya meningkatkan koordinasi dengan lembaga 
ditingkat PBNU, dengan PWNU, dan PCNU Secara Periodik. 
Perlu ada pengaturan Representasi PBNU ke daerah dalam 
rangka kunjungan kerja maupun tugas lainnya. 

PBNU membentuk TIM Audit management untuk melakukan 
audit internal PBNU dan organisasi dibawahnya. 

PBNU segera membuat konsep tentang “kembali ke pesantren" 
Mengembangkan jaringan kerjasama dengan BUMN dan Pe- 
rusahaan Swasta. 

PBNU diharapkan memprioritaskan program di luar Jawa, 
daerah tertinggal, transmigrasi, dan di daerah perbatasan. 
PBNU diharapkan memprioritaskan program TV NU dan Ra- 
dio NU. 

PBNU diharapkan mengeluarkan surat edaran, yang isinya: 
seluruh sekolah yang beraviliasi ke NU wajib mengajarkan as- 
waja dan ke NU an. 


. PBNU Perlu mengawal program pelayanan kesehatan semes- 


ta. 


1; 


206 


D 
KOMIS PROGRAM 201 

11. PBNU diharapkan dapat mengadakan MTO mulai tingkat 
ranting sampai nasional. 

12. Perlu ada penataan satu payung badan hukum NU bagi peny- 
elenggara pelayanan kesehatan, penyelenggara pendidikan, 
sosial, dan lainnya. 

13. PBNU diharapkan mentfasilitasi koordinasi antar lembaga dan 
Banom yang menangani Pendidikan (Ma'arif, LPTNU, Pergunu, 
Muslimat, JOH dan RM1). 

14. PBNU menginstruksikan kepada lembaga, lajnah dan Banom 
yang menangani bidang pendidikan, kepemudaan dan da- 
kwah untuk melakukan upaya-upaya membendung pema- 
haman yang bertentangan dengan Aswaja melalui Rohis di 
sekolah-sekolah umum. 

15. Penjabaran program diselaraskan dengan visi dan misi NU. 

16. PBNU segera melakukan revisi penyempurnaan Pedoman Ka- 
derisasi NU. 

17. PBNU menerbitkan dan mengesahkan Pedoman Kaderisasi 
Nahdlatul Ulama yang sudah disempurnakan dan mendistri- 
busikannya ke organisasi dibawahnya. 

18. PBNU menerbitkan dan mendistribusikan modul/panduan 
pendidikan/pelatihan kader ke organsiasi dibawahnya sesuai 
dengan bidang masing-masing. 

19. PBNU mengeluarkan instruksi kepada organisasi dibawahnya 
untuk menyelenggarakan kaderisasi sesuai dengan bidang- 
nya masing-masing. 

20. PBNU menyelenggarakan pelatihan untuk para pelatih un- 
tuk pelaksanaan pendidikan / pelatihan kader di organisasi 
dibawahnya. 


SURAT KEPUTUSAN PBNU 


Munas Alim Ulama 
dan Konbes NU 


Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon :: 14 - 17 September 2012 
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SURAT KEPUTUSAN 


Surat Keputusan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI 
NAHDLATUL ULAMA 


Surat Keputusan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulam 
PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI 
DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Nomor : 250 / 8.11.04 / 04 / 2013 


Tentang: 


PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA 


a 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Bahwa Nahdlatull Ulama sebagai organisasi 
besar harus memiliki standar administrasi 
yang berlaku secara nasional; 


. Bahwa dengan standar administrasi tersebut 


akan memudahkan Nahdlatul Ulama melaku- 
kan konsolidasi organisasi karena memiliki 
pijakan kerja korespondensi yang sama; 
Bahwa ketentuan tentang pedoman admi- 
nistrasi yang sekarang ada dirasa sudah tidak 
memadai lagi, karenanya harus disesuaikan 
dengan perkembangan sekarang; 


. Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 71 ayat 


(2); 


. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi 


NU dalam Bab Pedoman Administrasi 
Nahdlatul Ulama. 


: Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 


: a. 


di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M; 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya: 


MEMUTUSKAN 


: PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI 


NAHDLATUL ULAMA 


Menetapkan 
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BAB | 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
(1) Peraturan Administrasi adalah aturan-aturan administrasi di 


lingkungan NU sebagai pijakan kerja pengurus di bidang Kesek- 
retariatan. 


(2) Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan 
kop dan stempel sesuai ketentuan serta dibubui tandatangan 
yang sah. 

(3) Distribusi Surat adalah proses pengiriman surat baik secara kon- 


vensional melalui pos/paket maupun secara elektronik melalui 
email dan sarana lainnya. 


BAB II 
JENIS DAN KOP SURAT 
Pasal 2 
Jenis Surat 


(1) (Surat biasa adalah surat-surat yang dikirim dan diterima tanpa 

kekhususan tertentu seperti : 

a. Surat Rutin: surat biasa yang ditandatangani oleh seorang 
Ketua dan seorang Wakil Sekjen. 

b. Surat Pengantar: surat-surat yang berfungsi sebagai pe- 
ngantar pengiriman, ditandatangani oleh seorang Ketua dan 
seorang Wakil Sekretaris Jenderal. 

c. Surat Keterangan: surat-surat yang berisi keperluan organi- 
sasi tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain 
ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Sek- 
retaris Jenderal. 

Surat khusus (penting) adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh 

organisasi karena keperluan khusus seperti : 

a. Surat Keputusan: surat-surat yang dikeluarkan organisasi 
berdasarkan keputusan rapat atau konfrensi yang berkaitan 
dengan kebijaksanaan organisasi, ditandatangani oleh Rais 
Aam, Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal. 


(2 


— 
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Surat Pengesahan: surat-surat yang mempunyai kekuatan 
hukum untuk mengesahkan susunan pengurus atau perang- 
kat organisasi ditandatangani oleh Rais Aam, Ketua Umum, 
Katib Aam dan Sekretaris Jenderal. 
Surat Pengangkatan: surat-surat yang dikeluarkan oleh or- 
ganisasi untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan 
tertentu, ditandatangai oleh Ketua Umum/Wakil Ketua 
Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jen- 
deral. 
Surat Rekomendasi: surat-surat organisasi yang memberikan 
persetujuan terhadap suatu kepentingan ditandatangai oleh 
Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jen- 
deral/Wakil Sekretaris Jenderal. 
Surat Perjanjian: surat-surat yang berisi perjanjian antara 
organisasi dan pihak-pihak lain, ditandatangani oleh Ketua 
Umum/Wakil Ketua Umum/ketua. 
Surat Instruksi: surat-surat perintah tentang kebijakan or- 
ganisasi yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh Ket- 
ua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil 
Sekretaris Jenderal. 
Surat Mandat: surat-surat yang memberikan kuasa kepa- 
da pihak lain atau perorangan atas nama organisasi untuk 
melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, 
ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan 
Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal. 
Surat Pernyataan: surat-surat yang berisi pernyataan sikap 
organisasi terhadap suatu masalah ditandatangani oleh Ket- 
ua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil 
Sekretaris Jenderal. 


Pasal 3 
Kop Surat 


Kertas yang dipakai untuk surat organisasi ukuran A4, berwarna 
putih, diutamakan jenis HVS 70 gram. 

Kop Surat ditulis dengan huruf cetak warna hijau, pada kop surat 
tertera: 


Lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas se- 
belah kiri. 


سه م 


(1 


(2 


2H 
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6. Tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatan- 
nya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama. 

c. Garis tebal panjang yang melintang berwarna hijau berada 
di bawah alamat kantor/sekretariat. 

d. Kop Surat Lembaga/Lajnah harus menggunakan lambang 
Nahdlatul Ulama. 

e. Tulisan pengurus Lembaga/Lajnah diawali dengan tulisan 
tingkat kepengusrusan Nahdlatul Ulama. 

(3) Ketentuan mengenai kop surat seperti pada ayat (2) berlaku 
juga untuk amplop. 


BAB III 
FORMAT SURAT 
Pasal 4 
Nomor, Lampiran Dan Perihal 


(1) Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar 
beserta kode-kode yang telah ditetapkan untuk itu. 
(2) Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis 


miring, yaitu : 
a. Kolom 1 : Nomor surat yang dimulai dari pergantian pengu- 
rus. 


b. Kolom 2: Singkatan dari tingkatan organisasi yang mengirim 
(PB, PW, PC, MWC, PR). 
c. Kolom 3 : Kode klasifikasi surat (Syuriyah: Syur, Tanfidziyah: 
Tanf, Surat rutin: A.l, Surat Khusus: A.II). 
d. Kolom 4 : Kode indeks tingkatan organisasi : 
1. Pengurus Wilayah, terdiri dari urutan abjad, diatur oleh 
Pengurus Besar. 
2. Pengrus Cabang, terdiri dari urutan abjad dan angka, 
diatur oleh Pengurus Wilayah. 
3. Pengurus Majlis Wakil Cabang, terdiri dari dua angka, 
diatur oleh Pengurus Cabang. 
4. Pengurus Ranting, terdiri dari tiga angka, diatur oleh 
Pengurus Cabang. 
e. Kolom 5 : Bulan dengan memakai angka romawi. 
f Kolom 6 : Tahun ditulis dua angka terakhir. 


& KONDESNG 
26 BES NU 

(3) Jarak pemisah kode indeks tingkatan organisasi antara PC, MWC, 
dan PR ditandai dengan titik. 

(4) Nomor surat Syuriyah dan Tanfidziyah tidak sendiri-sendiri. 

(5) Letak nomor surat rutin di bawah kepala surat sebelah kiri se- 
dangkan letak nomor selain surat rutin berada di tengah di 
bawah judul surat. 

(6) Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan 
bersama surat tersebut sebagai tambahan/penjelasan yang 
mempunyai kaitan langsung. 

(7) Jumlah lampiran ditulis dengan angka. 

(8) Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud. 

(9) Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen. 


Pasal 5 
Tanggal, Alamat dan Tujuan Surat 


— 


(1) Surat menggunakan tanggal hijriyah sebelah atas dan miladiyah 
di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak di sudut kanan atas 
sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah 
dikeluarkannya surat. 

(2) Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup. 

(3) Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakan sebelah 


kiri di bawah perihal. 


Pasal 6 
Kalimat Pembuka Dan Penutup Surat 


(1) Setiap surat rutin dibuka dengan kalimat “Assalamu alaikum wr. 
wb.” berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal. 

(2) Setiap alinea rata Kiri. 

(3) Setiap surat ditutup dengan “Wallahul muwaffiq ila aqwamit 
tharieq,” dan untuk surat rutin ditambah “Wassalam wr. wb." 
yang berada di bawahnya. 

(4) Setiap surat harus menyebut dengan jelas pengirimnya (orga- 
nisasi yang mengirim). 

(5) Penulisan nama penandatangan dengan huruf besar semua tan- 
pa tanda baca diberi garis bawah dan dibawahnya dicantumkan 
nomor induk anggota (NIA). 

(6) Penulisan jabatan di atas nama penandatangan. 
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Pasal 7 
Tembusan Surat 


(1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Ranting harus 
memberikan tembusan kepada Pengurus Majlis Wakil Cabang 
dan Pengurus Cabang. 

(2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Majlis Wakil Ca- 
bang harus memberikan tembusan kepada Pengurus Cabang. 

(3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang harus 
memberikan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus 
Besar. 

(4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah harus 
memberikan tembusan kepada Pengurus Besar. 

(5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lajnah, Lembaga dan Badan 
Otonom harus memberikan tembusan kepada Pengurus Nah- 
dlatul Ulama sesuai tingkatannya. 

(6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Kepanitiaan yang dibentuk 
Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus 
memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya. 

(7) Setiap surat khusus yang ditandatangani selain Mandatori harus 
diberikan tembusan kepada Mandatori. 


BAB IV 
PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI 
Pasal 8 
Penyimpanan Surat 


(1) Setiap surat keluar dan masuk setelah diagenda harus diarsip. 
(2) Surat keluar dibendel dalam satu file. 

(3) Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat. 

(4) Surat Keputusan dibendel tersendiri. 


Pasal 9 
Lembar Disposisi 


(1) Setiap surat masuk sebelum diagenda, diberi lampiran lembar 
disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5. 
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(2) Lembar disposisi diperlukan : 
a. Untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penje- 
lasan-penjelasan terhadap surat yang diterima. 
b. Agar tidak mengotori surat asli. 
(3) Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi : 
a. Kop/Kepala surat diketik menurut tingkatannya. 
Tanggal terima. 
Nomor agenda surat. 
Ruang Catatan. 


on D 


BAB V 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
Pasal 10 


(1) Buku Agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk-surat. 
(2) Buku Notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat, 
yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tem- 
pat rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan 
peserta rapat dan keputusan rapat. 
(3) Buku Ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman 
surat, terdapat dua macam ekspedisi: 
a. Berbentuk buku, dengan kolom-kolom sebagai berikut : 
1. Tanggal pengiriman surat. 
Tanggal dan nomor surat. 
Isi Pokok Surat. 
Tujuan surat. 
5. Tanda tangan penerima. 
b. Berbentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran A5 
dengan kolom : 
1. Asal surat. 


SUN 


2. Nomor dan tanggal surat. 

3. Tujuan. 

4. Perihal. 

5. Tanda tangan, nama jelas dan no kontak penerima. 


6. Tanggal terima. 
(4) Buku Tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan 
ketentuan kolom sebagai berikut : 
a. Tanggal kedatangan. 
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Nomor urut. 

Nama Tamu. 

Jabatan/pekerjaan. 

Maksud kunjungan. 

Diterima oleh. 

Catatan. 

Tanda tangan. 

Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua ba- 
rang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-ko- 
lom sebagai berikut : 

Nomor urut. 

Tanggal pembukuan. 

Kode barang. 

Keterangan barang. 

Kwantitas atau jumlah. 

Tahun pembuatan. 

Asal barang. 

Dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang. 
Keadaan barang. 

. Harga. 

Buku Kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang or- 
ganisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut : 

a. Tanggal penerimaan/pengeluaran uang. 

b. Uraian. 

c. Kode mata anggaran. 

d. Jumlah uang. 

Buku Kegiatan Harian adalah untuk mencatat segala kegiatan 
yang dilakukan oleh pengurus / organisasi, dengan kolom-ko- 
lom sebagai berikut : 

a. Waktu dan tempat kegiatan. 

b. Nama kegiatan. 

c. Pelaksana kegiatan. 

d. Keterangan. 

Buku Induk Anggota adalah untuk mencatat nama anggota, 
dengan kolom sebagai berikut : 

a. Nomor induk anggota. 

Nama Anggota. 

Umur/tanggal lahir. 

Alamat. 


ج مه مم ويح 


PONT‏ حا رح وين يون 


مه 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


MUNAS 
& KONBES NU 
2012 
Pendidikan. 
Nikah/belum. 
Mulai menjadi anggota. 
Jenis keanggotaan. 
Keterangan. 


BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 11 


(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan peraturan 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur ke- 
mudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 25 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
Nomor : 251 / 4811.04 / 04 / 2013 
Tentang: 
PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG 
ORGANISASI 


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Menimbang : a. Bahwa lambang organisasi Nahdlatul Ulama 
memiliki makna penting sebagai identitas 
pemersatu. 


b. Bahwa lambang sebagaimana dimaksud 
perlu distandarkan dalam ukuran maupun 
penggunaan. 

c. Bahwa ketentuan tentang atribut organisasi 
yang ada sudah harus disesuaikan dengan 
perkembangan sekarang. 


Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab III 
Pasal 7 
2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi 
NU dalam Bab Ketentuan tentang Atribut 
Organisasi dan Pemakaiannya. 


Memperhatikan : Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M: 


Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta'ala 
seraya memohon taufig dan hidayah-Nya: 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI DAN 
PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI 
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KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 

(1) Lambang adalah lambang organisasi Nahdlatul Ulama seba- 
gaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri. 

(2) Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/ditempeli lambang 
Nahdlatul Ulama yang diperuntukan untuk maksud tertentu. 

(3) Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut seba- 
gaimana yang ditentukan dalam pedoman ini. 


BAB II 
LAMBANG NAHDLATUL ULAMA 
Pasal 2 


(1) Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang di- 
lingkari tali tersimpul: dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) 
terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) dianta- 
ranya terbesar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang 
lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan 
Nahdlatul Ulama berhuruf Arab yang melintang dari sebelah 
kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan “N” di kiri dan “U” 
kanan bawah logo. 

(2) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan 
warna putih di atas warna dasar hijau. 


Pasal 3 


Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dirincikan dalam Pasal 2 
(dua) di atas merupakan identitas resmi organisasi yang ada dalam 
atribut-atribut organisasi seperti: 

Bendera 

Stempel 

Kop Surat/Amplop 

Papan Nama 

Duaja/Panji-panji 

Lencana 


0 On TD 
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0. Baju Seragam 
h. Dan atribut lain. 


BAB III 
BENDERA 
Pasal 4 


Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan (spesi- 

fikasi) sebagai berikut: 

(1) Warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang 
Nahdlatul Ulama yang terlukis dengan warna putih dan di tam- 
bahkan tulisan NU dengan huruf Arab dan huruf latin. 

(2) Ukuran bendera adalah 120 x 90 cm atau disesuaikan dengan jen- 
is keperluan. Perbandingan panjang berbanding lebar adalah 4:3. 


Pasal 5 


(1) Penggunaan/pemakaian bendera NU harus dijaga kehormatan- 
nya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 

(2) Pemasangan bendera NU dalam ruang resepsi resmi, ruang 
rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman kantor 
NU harus disertai dengan bendera nasional Sang Saka Merah 
Putih dengan ukuran yang sama. Letak bendera NU di sebelah 
kiri dan bendera nasional di sebelah kanan. 

(3) Pemasangan bendera NU di luar ruangan diutamakan dalam se- 
tiap kegiatan organisasi NU, pada upacara nasional, setiap tang- 
gal 16 Rajab (Harlah NU - di halaman kantor atau pusat kegiatan 
milik NU), dalam kegiatan peringatan hari besar Islam atau acara 
intern NU dan perangkatnya. 


Pasal 6 


Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat model bendera tersen- 
diri yang berbeda dengan bendera NU. 


Pasal 7 


Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera sendiri. 
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BAB IV 
STEMPEL 
Pasal 8 


Stempel organisasi Nahdlatul Ulama berbentuk bulat dengan uku- 
ran garis tengah 3,5 cm. Di tengahnya terdapat lambang NU, di luar 
garis yang melingkari lambang diisi tulisan tingkat kepengurusan 
NU, Lembaga/Lajnah. 


Pasal 9 


(1) Lambang dalam stempel organisasi NU adalah lambang Nah- 
dlatul Ulama, tanpa ada tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf 
apapun. 

(2) Bentuk stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana contoh terlam- 
pir. 


Pasal 10 


Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat bentuk/model stempel 
tersendiri yang berbeda dengan stempel organisasi NU. 


BAB V 
KOP SURAT DAN AMPLOP 
Pasal 11 


1. (1) Kertas surat organisasi NU berwarna putih, berukuran A4 
dan dianjurkan menggunakan jenis kertas HVS 70 gram. 

2. (2) Amplop surat organisasi NU menggunakan jenis amplop 
panjang berwarna putih. 

3. (3) Kertas surat dan amplop surat disertai kop yang memuat 
lambang organisasi, tingkat kepengurusan NU, alamat jelas 
yang disertai kode pos dan nomor telepon, fax dan email. 

4. (4) Kop kertas surat/amplop dicetak dengan warna hijau cerah. 


BAB VI 
PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA 
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Pasal 12 


(1) Papan nama merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan 
organisasi Nahdlatul Ulama dalam wilayah tertentu. 

(2) Papan nama organisasi dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng, 
kayu atau bahan lainnya yang baik. 

(3) Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan 
panjang dan lebar empat berbanding tiga. 

(4) Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tu- 
lisan berwarna putih. Jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapi- 


tal tegak. 
(5) Ukuran papan nama sebagai berikut: 
- Pengurus Besar : panjang 200 cm, lebar 150 cm. 


- Pengurus Wilayah : panjang 180 cm, lebar 135 cm. 
- Pengurus Cabang : panjang 140 cm, lebar 105 cm. 
- Pengurus MWC : panjang 120 cm, lebar 90 cm. 
- Pengurus Ranting : panjang 100 cm, lebar 75 cm. 
(6) Papan nama memuat lambang NU tingkat kepengurusan NU, 
alamat kantor dan nomor telepon. 


(7) Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor NU 
atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat. Pemasangan 
dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan 
atau digantungkan. 

(8) Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan 


yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan 
kepada instansi terkait. 


Pasal 13 
PAPAN DATA 


— 


(1) Setiap tingkatan organisasi perlu membuat papan data yang di- 
pasang di kantor sekretariat. 
(2) Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan. 
(3) Papan data terdiri dari: 
- Data pengurus berikut strukturnya. 
- Data potensi (Banom NU, Masjid, Ponpes, Madrasah, Seko- 
lah, Perguruan Tinggi, Majelis Ta'lim, Koperasi, dll) 
- Kalender kegiatan organisasi 
- Peta organisasi. 


MUNAS 
226 & KONBES NU 
2012 


BAB VII 
DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM 
Pasal 14 


(1) Duaja/panji-panji organisasi seyogyanya dimiliki oleh kepengu- 
rusan organisasi NU tingkat Cabang, Wilayah dan Pengurus Be- 
sar sebagai atribut kehormatan organisasi. 

(2) Duaja/panji-panji dipasang di kantor organisasi dengan cara di- 
gantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning. 

(3) Duaja/panji-panji berbentuk perisai yang dipinggirnya dilingkari 
rumbai-rumbai warna kuning. Ukuran duaja/panji-panji adalah 
90 cm (tegak) x 60 cm (datar). 

(4) Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna 
hijau cerah. Lambang NU disulam / bordir dengan benang war- 
na kuning keemasan. 


Pasal 15 


(1) Lencana NU adalah kelengkapan atribut organisasi untuk di- 
sematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah kiri, di atas 
kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci. 

(2) Lencana NU berbentuk bulat, dengan diameter garis tengah 3 
cm, di bagian pinggir bulatan ada garis kecil melingkar berwar- 
na kuning keemasan. 

(3) Lencana dibuat dari bahan kuningan, stainless, atau jenis logam 
lain, vibreglass, coating atau bahan lain yang baik, dengan war- 
na dasar hijau cerah. 

(4) Di atas dasar hijau terdapat lambang NU tanpa tulisan NU dalam 
huruf apapun yang dilukis dengan warna kuning keemasan. 


Pasal 16 


(1) Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang meng- 
gunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama. 

(2) Baju seragam batik berlambang NU dibuat dari bahan dasar 
mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik. 

(3) Lambang NU yang dicetak/dilukis dalam bahan dasar tersebut 
harus tampak nyata tercetak/tertulis sesuai dengan ketentuan 
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(4) Warna khas dan motif batik seyogyanya bisa ditetapkan tersend- 
iri untuk setiap wilayah oleh PWNU. 


Pasal 17 


(1) Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/dilukis) 
pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci, 
stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya. 

(2) Penggunaan lambang NU untuk keperluan pembuatan atribut 
intern organisasi harus diketahui oleh tingkat kepengurusan or- 
ganisasi yang bersangkutan dan diawasi kualitas kelayakan serta 
akurasinya. 

(3) Penggunaan lambang NU untuk keperluan komersial oleh 
perseorangan harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama. 


BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 18 


(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan pedoman 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur ke- 
mudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(3) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 24 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013 M 


DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh Dr. H. A. Malik Madaniy, MA 


Rais Aam Katib Aam 
Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. H. Marsudi Syuhud 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 
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Lampiran: 


CONTOH 


LAMBANG, BENDERA, PAPAN NAMA, PAPAN DATA, 
LENCANA, STEMPEL, KOP SURAT/AMPLOP LAMBANG 
BADAN OTONOM DAN LAIN-LAIN 


a. Contoh Lambang NU 


xX 


ST 
1 


AN 
کے‎ 
کے‎ 


b. Contoh Bendera NU 
Uk. 90 x 120 (disesuaikan dengan kebutuhan) 


x K 


SNN 
LI 
|| 


7 
NN 
AW NM, 
S 8 


YK Xx 
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c. Contoh Papan Nama 
PWNU 


PENGURUS WILAYAH MAHDLATUL ULAMA 
JAWA TENGAH 


Jl. dr. Cipto No. 180 Semarang 50125 


PCNU 


PENGURUS CABANG MAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN SAMARINDA 


Jl. Kali Pucung No. 180 Samarinda 79113 


d. Contoh Papan Nama 
PWNU 


bam tar MAKIAN TANYIDZIVAN 
M AM erne Wana Kana Users 
» O Sertahta Kess 
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e. Contoh Lencana NU 


f. Contoh Kop Surat/Amplop 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033 


PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA 
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM 
SUMATERA UTARA 
Jl. Palang Merah No 28, Medan 20112 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA 
LAJNAH TALIF WA NASYR 
KOTAMADYA PEKALONGAN 
Jl. DR. Sutomo No. 7 Pekalongan 
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h. Contoh lambang Badan Otonom NU 


MUSLIMAT 


|| 


Tk 


MINT 
MN 
NT 


Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


